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PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK

NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG

FPENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

L

BUPATI] SOLOK,

bahwa untuk mewujudkan percepatan pembangunan di
Daerah sebapai upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat di Daerah, perlu pengaturan pengelolaan
keuangan Daerah yang tertib, taat pada peraturan
perundang-undangan, efektil dan efisien;

bahwa untuk mewujudkan pengelolaan keuangan Daerah
yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efektif dan efisien perlu adanya sistern pengelolaan
keuangan Daerah vang mengakomodir kebutuhan dan
aspirasi Daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

bahwa Peraturan Dacrah Kabupaten Solok Nomor 3 tahun
2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Dacrah
sudah tidak sesual lagi dengan Kelentuan peraturan
perundang-undangan schingga perlu diganti dengan
peraturan Dacrah yang baru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Kenanga~ Daerah:
Pasal 18 ayat (6] Undang-Undang Dasar Negara Rerublik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomeor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom  Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Wegara
Republil: Indonesia Tahun 1956 Nomeor 25);
Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) schagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturar
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomwor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran MNegars Pepublik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaras
Negara Republik Indonesia Nomor 684 1);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tenteng Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintehan
Daerah (Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan [emhbaran Negara Republik Indonesiz
Nomor 6757}



2. FPeraturan Pemerintah Neomor 12 Tahun 2019 tentang

Fengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaren
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

&.  Peratursn Menteri Dalam Megeri Nomer 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Telmis Pengelolaan Keuangan Daesrah;

Dengan Persetujuan Bergama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOLOK

Menetapkan

dan
BUFATI 20OLOK

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN

DAFERAH,

BABD |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daervah ini yang dimaksnd dengan:

1.
2.

el

Daerah adalah Kabupaten Solok,

Pemerintahan Daerah  adalah  penyelenggaraan  Urusan
Femerintahan cleh Pemerintah Daeral dan Dewan Perwalkilan
Rakyat Daerah menmurtt asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 15945,

Pemenintah  Daerah  adalah Bupati  sebagai unsur
penyelenggara Pemermtzhen  Daergh yang memimpin
pclaksanagan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daegrah.

Fernerintah Pusat adalah Presiden Republik Indoneaia yang
memegang  kekuasaan  pemerintahan  Negara  Kesahtan
Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara REepublik Indonesia Tahun 15945

Bupalti adalah Bupati Solok

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disingkat
DFRD adalgh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Solok yang berkedudukan sebagai unsur penyelengpara
Pemerintahan Deerah,

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan wrusan
pemerintahan dalam neged

Bekretaris Daerah adalah Sekretari=s Daerah Kabupaten Solok,
Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan MENZUrLS
urusan pemecrintahan, kepentingan masyarakat setempat
berdagsarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau
hak tradisional yvang diakui dan dihormat dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Eepublik Indonesia.
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Keuangan Dacrah adalah semoua hak dan kewajiban Dacrah
dalam rangka penyvelengparaan Pemerinitahan Daerah yang
dapat dinilai dengan vang serta segala bentuk kekayaan yang
dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan
kewaniben Dasrah tersebut.

Pengelolaan Keuangan Deerah adalah keseluruhan kegiatan
vatig meliputl perencanaan, penganggaran, pelaksanasn,
penatangsahaan, pelaporan,  pertanggungjawaban,  dan
pengawasan keuangan Dacrah,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjuinya
digingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah
Yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Urusan Pemenntahan adalah kekuasaan pemerintahaan vang
menjadi  kewenangan  Presiden yang pelaksanasannya
dilakukan oleh kementerian negara dan  penyclengeara
Pemerintahan  Daergh uwnmuk  melindungi, melayani,
memberdayakan, dan mensejahteralean masyarakat,

Urusan Pemerintahan Wajib adalah urusan pemerintahan
yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah,

Urusan Pemerintahan Fillhan adalah urusan pemerintahan
yang wajib diselengparakan oleh Daerah sesuai dengan potensi
fang cimililka Deerah.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah unsur perangkat Dgerah pads Pemerintah
Daerah yang melaksanaken uresan Pemerintahan Dacrah.
Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat SKPKD adalah unsur penutyjang Urusan
Pemerintahan pada Pemerntah Daerah yang melaksanakan
Pengelolaan Keuangan Daeral.

Lnit BKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu)
atalw beberapa Program.

Pengguna Anggaran yang selanjutnya dizinpgkat PA adalah
pejabat pemegeang kewetnanpan penpgeunaan anggaran untuk
melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinmya.
Kuasa FPA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang
diberi kuasa untuk melaksanalan sebagian kewenangan Pa
dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yvang selanjutnya disingkat
TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan
AFPBD.

Pejabat Pengelola Keuangan Dasrah  yang  selanjutnya
dizsingkat PPED adalah kepala SKFKD yang mempunyai igas
melaksanakan pengelolaan AFPBD dan  bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.

Bendahara {fmum Daerah yang selanjputnye disingkat BUD
adalah PPKT) yang bertindak dalam Kapasitas sebagai BUD,
Kuasa BUD adalah pegjabat yang diberi kuasa untuk
melaksanakan tugas BUD.

Pejabat Pelaksana Teknis Keglatan yvang selanjutnya disingkat
FPPTK adalah pejabat pada Unit SKPD yang melaksanakan 1
(satu] atau beberapa kegiatan dari suatu Propram sesuai
dengan bidang tugasnya.
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Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuen Kerja Perangkat
Dacrah yvang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat
vang melaksanakan fungsi tata usaha kevangan pada SKPD.
FPejabat  Penatausahsen Keuangan Unit Satusan Kerja
Perangkat Daerah yang selanjutnys dizsingkat PPK Lhit SKPD
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usahe
keuangan pada unit SKPD.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk
menearima, menyimpan, menyctorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungawabkan uang Pendapatan Daerah dalam
rangka pelaksanaan APBD pada SKPD,

Bendaliara Penpgeluaran adalah  pejabat  yvang  ditunjuk
tnenerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan
mempertangpungiawabkan uang unk keperluatn Belanja
Dasrah dalam ranpgka pelaksanaan APBED pada SKPD.

FPegawai Aparatur Sipll Negara vang selanjutnya  disebut
Pegawai ASN adalah pegawai negerni sipil dan pepawai
pemerintah denpan-perjanjian kerja vang diangkat aleh pejabat
pembing kepegawaian dan diserahi tupas dalam suam jabatan
pemerintahan atan diserahi tugas negara lainnya dan digaj
berdesarkan peraturan perundang-undangan.

Beodan Usaha Milik Dacrah yang selanjutnya disingkat BUMD
adataly badan wusaha yang selurubh atau sebagian besar
madalnya dimiliki oleh Daerah.

Penenmaan Daerah adalah uang yang maszuk ke kas Dastah,
Pengeluaran Daerah adalah vang yang Keluar dari kas Daerah.
Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun
anggaran berkenaarn,

Pendapatan Asli Daerah yanpg selanjuitnya disingkat PAD
adalah pendapaten Daerah yvang dipersieh dari pajak Daerah,
retribusi Daersh, Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang
dipisahkan, dan [ain-lain PAD vang sah sesual dengan
peraturan perundang-undangan.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak  adalah
Kontribusl wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang
pribadi atan badan yang hersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak meéndapatkan imbalan secara
langsung den digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarmya kemakmuran rakyat.

Retribusi Daerah yvang selanjuinya disehut Retribusi adalah
pungutan Daerah. sebagai pembayaran atas jasa atan
pemberian i2in tertentu ¥ ang kh usus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang
pribadi ataw badan,

Transfer ke Dacrah yang selanjutnya digingkat TKD adalah
dana yang bersumber dari APBN dan merupaltan bagian dari
belanja negara yang dislokasikan dan disalurkan kepada
Daerah untuk dikelola oleh Dacrah dalam ranpgka mendanai
penyetengparaan  Urusan  Pemerintahen yang menjadi
kewenangan Daerah.

Cana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian
dari TKD yanp dialokasikan berdasarkan persentasc atas
pendapatan tertentu dalam APBM dan kinerja tertentu, vang
dibagikan lkepada Daecrah penghasil dengan wjuan untuk
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mengurang ketimpangan fiskal antara Pemeriniah  den
Daerah, gerta kepada Daerah lain non penghesil dalam ranglka
menanggulang eksternalitas negatif dan/atau meningkatican
pemerataan dalam sanr wilayah.

Dena Alokasl Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah
bagian dar] TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi
ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik
antar-Daerah,

Danz Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah
bagian dar{ TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk
mendanai Program, kegiatan, danfatau lebijakan tertentu
yang menjadi | prioritas nasiona! dan  membaniy
cperasionalisasi layanan publik, yang penggsunaannya telah
ditentukan gieh Pemerintah.

Belanja Dacrah adalah semua kewajiban Pemetintah Daersh
yang diaku sebagai pengurang nilai keltavaan bersih delam
penode tabun anggaran berkenaan,

Pemnbiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar
kembali dan/fatan pengeluaran yang akan diterima kembali,
bk pade tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikuinya.

Finjaman  Daerah  adalah semua  transeksi  yang
mengakibatien Dagrah mencrima sejumlah uang atan
menerima manfaat yang bernilai vang dan pihak lain sehingpa
LCacrah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
Ubligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengaluan
utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Dacrah,

Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip
syariah sebagai bukti atas bapian penyertaan aset Sulpuk
Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Utang Daerah yang selanjutnya disebut Mang adatah jurmlah
vang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau
kewgjiban Pemerintah Daeralh yang dapat dinilal d=ngan uvang
berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau
berdasarksan sebablainnya yang sah.

Pemberian  Pinjaman Daecrah  adalah  bentuk  investasi
Pemerintah Daetah pada Pemerintah Pusat, Pemerntah
Dacrah lainnya, Badan Layanan Umum Daerah milik
Prmerintah Dacrah lainnya, Badan Usaha Milik Nepara,
BUMD, koperazi, dan masyarakat dengan hak memperaleh
Iringa dan pengembalian pokok pinjarman.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai
kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang
tidak dapat dibebankan dalam 1 (gatu] tahun anggaran,
Beban adalah penurdnan manfaat ckonomi atay potensi jasa
dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas atau nilai
kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau
konsumsi aget atau timbulnya kewajiban.

Rencana Pembangunan Jangks Menengah Daerah yang
selanjutnys disingkat RPJMD adalah dolamen percncanaan
Daeralr untuk periode 5 {lima) tahun,

Rencana Pembangunan Tahunan Dasrah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang
selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan
Daerah untuk periode 1 (satu) tahun,
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Kebijakan Umum APBD yang seclanjutnya disingkat HKUA
adalah dokumen pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta
reumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satm) tahun.
Pricritaz dan Plafon Anggaran Sementara vang selanjutnya
disinghat PPAS adalah Program prioritas dan batas malksimal
anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah unmik
setiap Program dan Kegiatan sebapai scuan dalam permyusunan
Rencana Kerja dan Anggaren Satuan Kerja Perangkat Dacrah.
Rencana kerja dan Anggaran SKPD, yang selanjutnya disinglkat
RIA SKFPD adalah dokutnen yang memuat rencana pendapatan
dan belanjs SKPD atau dokumen yang memuat rencana
pendapatan, belanja, dan  Pembiayaan SKPD  yang
melaksanaken fungsi Bendahara Umum Daerah yang
digunsakan sebagai dagsar penyusunan rancangan APBD.
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan
pengangparan berdasarkan kebijakan dengan pengambilan
keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam
perspektif lebih dari 1 (satu} tahun enggaran  dan
mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang
bersanghkutan pada tabun berikutnya yang dituangkan dalam
prakiraan maju.

Frogram adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi |
{=atu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah atav masyarakat yvang dikeordinasikan oleh
Pemermtah Daerah untuk meéncapai Sasaran dan tujuan
pembanpunan Daerah.

Kegiatan adalah bagian dari Frogram vang dilaksanakan oleh
1 tsatu) ataw beberapa S8atuan Ketja Perangkat Daerah sebagai
hagian dan pencapaian Saseran terukour pada suatu Program
dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia,
bareng modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau
kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya
tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan Keluaran
dalam bentuk baranp/jasa,

Kegiatan Tahun Jamak adalah kegiatan yang dianggarkan dan
dilaksanakan untuk masa lebih dari 1 (satu) tahun anggaran
yang pekerjaannya dilakukan melalui kontrak tahun jatnale.
lKeluaran adalah. barang atau jasa yang dihasiltan oleh
Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
Sasaran dan tujuan Program dan kebijakean.

Hasil adalah scgala sesuat yang mencerminkan berfungsinya
leluaren dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

Basaran adalah Hasil yang diharapksn dari suatu Program
atau Keluaran yang diharapkan dari suatu Kegiatan.

Kinerja adalah Keluaran/Hasil dari Program/Kegiatan yang
akan atau telah dicapai sehubungan dengan pengrmasn
anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang teruloar.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimparan uang Daerah
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh

 Penerimaan Paerah dan membayar seluruh Penpeluaran

Daerah.
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Rekening Kas Umum Daerah yang =elanjutnya disinglat
dengan RKUD adalah rekening tempat penyimpanan vang
Dacrah yanp ditentukan cleh Bupati untuk menampuang
seluruh  Penerimaan Daerah dan  membayar seluruh
Pengeluaran Daecrah pada bank yang ditetapkan.

Dokumen Pelaksanaan Angparan Satuan Kerja P'-E:rangl-:at
Daerah yang selatnjuinya dismgkat DPA SKPD adalah doloumen
yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen
rang memuat pendapatan, belama, dan Pembiayaan SKHEPD
yang melaksanakan fungs Bendabara Umum Dacrah yang
dipunakan stbagai dasar pelaksanaan anggaran oleh
Penpgune Anggaran.

Surat Penyediaan Dana vang selanjutnya disingkat 3PD adalah
dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebapai dasar
penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas pelaksanaan
APBD.

surat Permintean Pembayaran yang selanjutnya dizingkat SPP
adalah  deokumen jyang digunakan untmik mengajulan
permintaan pembayaran.

Uang Persediaat yang selanjulrya disingkat UP adalah uang
muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberiltan Lkepada
Bendahara  Pengeluaran untuk membiaysi  Kepiatan
operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Satuan
Kerja Perangkat Daerah danfalan untuk  membiayai
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin
dilakuikan melalui mekanisme pembayaran langsung.
Pembayaran Langsung yvang selanjutnya disebut LS adatah
Pembayarat Langsung kepada, Bendahara
Pengeluaran fpenerima hak lainnya atgs dasar perjanjian
kerja, surat tugas, danfataul surat penntah kerja lainnyva
melalui penerbitan Surat Pernintah Membayar Langsung.
Tatmbahan Uang Persediaan yang selanjutnya digebut TU
adalah tembahan uang mbke yang diberikan kepada
Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Penpeluaran pembaniu
untuk membiayai pengeluaran atas pelakesanaan APBD yvang
tidak cukup didanai dari uang persediaan dengan batas watc
dalam 1 {zat) balan,

Kas yang selanjutnya disingkat SPM adalah dolumen yvang
dipunakan untuk penerbitan Surat Petintah Pencairan Dana
atas Beban pengeluaran DPA SKPD.

Burat Perintah Membayar UF yang sclanjutnya disingkat SPM
UF adalah dolumen yang digunakan untuk penerbitan Surat
Ferintah Pencairan Dana atas Beban pengeluiaran DPA SKPD
yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kepiatan.
Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang
selanjutnya disingkat SPMGU adalah dekumen yang
digunakan vuntuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
atas DBeban pengeluaran DPPA  SKPD yang dananva
dipergunakan untuk mengganti UP yang telah dibelanjakan.
Surat Ferintah Membayar TU vang selanjutnya disingkat SPM
TU adalah dokumen vang digunakan untuk penerbitan Surat
Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD,
karena  kebutuhan deranva  tidak dapat  menggunakan
Pammbayaran Langsung dan Uang Persediaan.
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ourat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut
SPMLE adalah dokumen wang digunakan untuk penerbitan
Surat Perintah Pencairan Dana atas Beban pengeluaran DPA
SKPD kepada pihealk ketiga.

Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disinglat
SP2D adalah dckumen yang digunakan sebagai dasar
pencairan dana atas Beban APBD.

Barang Milik Datrah yang selanjutnya disingkat BMD adalah
semua barang yang dibeli atay diperoleh atas Beban APBD
atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Eerncana Kebutuhan Barang Milik Dacrah yang =elapjutnya
disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan
barang milik Daerah untuk periode 1 {saty) tahun.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnys discbut
SILPA  adalah  selisth  lebih  realisasi penerimaan  dan
pengeluaran angparan selama | [satw] periode anggaran.
Piutang Daerah adalah jumlah vang yang wajib dibayar kepada
Pemerintah Daerabh danfatau hak Pemerintah Deaerak yang
dapat dinilai dengan uang scbagai akihat perjanjian atau
alabat lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan aten akibat lainnya yang sah.

Pelayanan Dasar adatah petayanan publik untuk mememihi
kebutuhan dasar warga negara.

Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis
dan mutu  Pelayanan Dasar yang merupskan Urusan
Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga
Negara sEcara mitimal.

Badan Layanat Umum Daerah yang selanjutnya disinghkat
BLUL adalah sistetn yang diterapkan oleh Satuan Kerja
Perangkat Dacrah atau Unit Satvan Kerja Peranghkat Daerah
pada Satuan Kerja Perangkat Dacrah dalam memberikan
pelayanan kepada masyaraleat yang mempunyal Neksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebapgsi pengecualian dari
ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada urnumnya.
Anggaran Kas adalah perkiraan =rus kas masuk yang
Bersumber dari penérimaan dan perkiraan arus kas keluar
untuk mengatr  lketersediaan dana yang cukup guna
mendanai pelaksanaan APBD dalamn setiap periode.

Standar Akuntansi Pemerintahan vang selanjutnya disinglat
SAF edalah prinsip-prinsip akuntans: yang diterapkan dalam
menyusun dan meryajikan laporan keuangan pemerintah,
Kebijakan Aluntansi Pemerintah Daerah adalah  prinsip,
dasar, konvensi, aturan dan prakitik spesifik vang dipilih ¢leh
Pemerintah Dacrah sebagai pedeman dalam menyusun dan
menyajikan laporan kevangan Pemerintah Dacsrah untuk
memenuhi kebutuhan pengguns laperan keuanpan dalam
rangka meningkatkan keterbandingan laporan Keuangan
terhadap anggaran, antar peripde maupun antar entitas,
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah vang selanjutnya
disingkat SAPD adalah ranglaian sistermatik darn presedur,
penyelenggara, peralatan dan elemen lain untuk mevwujudkan
fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan
petaporan keuangan di lingkungan organisasi Pemerintahan
Daerah.



BY,

Q0.

a1.

92,

93,

kas Tranzitoris adalah penerimaan den pengeluaran kas yang
tidak termasuk delam aktvitas operasi, investasi, dan
pPondanaan.

Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah
dafter kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi kenangan
yang disusun secara =istematis sebagai pedoman dalam
prlaksanaan anggaran dan pelaporan kevangan Pemerintah
Daecrah.

Dana Abadi Daerah adalah dana vang bersumber dari APBD
yang bersifat abadi dan dana Hasil pengelolaannya dapat
dipunakan untuk Belanja Daerah dengan tidak mengurangi
dana pokok,

Ekuitas adalah kekayaan bersih Femerintsh Daerah yang
merupakan selisih antara asct dan kewajiban Pemerintah
Dagzrah,

Har adalah hari kerja.

Pasal 2

Kevangan Daerah meliputi:

a.

oo

(1]

(2]
(3

hak Dacrah untuk memutigut Pajak Daerah dan Retribusi
Cracrah serta melakukan pinjaman;

kewajiban Daerzh untuk  menyelenggarekan  Urusan
Pemerintahan Dacrah dan membayar tagihan pihak ketipa;
Penerimaan Daerah:

Penpgeluaran Dagrah;

kekayaan Daecrah yang dikelola sendiri atau olch pihak lain
herupa vang, surat berharga, Piutang, barang, serta hek lain
yang dapat dinilai dengan uvang, termasuk kekayaan Daerah
yvang dipisahkan; dan/atay

kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daergh
dalam rangka penyclenggaraan tugas Pemerintgban Daerah
dan fatan Kepentingan wmum,

Pazal 3
Pengelolaan Keuangen Daerah dilakukan secara tertib, cfisien,
ekoneimnis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk
masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Fengelolaan Keuanpan Daesrah sebagaimana dimaksud pada
ayat [1] diwujudkan dalam APBD.
APBD sebagaimane dimaksud pada ayat [2) merupaksn dasar
bagi Petmerintah Dacrah untuk melabikan Penerimaat dan
Pengeluaran Dacrah.

Pazal 4

Rueng lngkup pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah yang
diatur dalam Peraturan Dacrah ini meliputi:

SR

Pengelola Kouangan Daerah,

APBD;

penyusunan RAPBD;

penetapan APBLY;

pelaksanaan dan penatausahaan;

laporan realisasi semester pertama AFBD dan perubahan
APBD;

9



FrRTrrm

aluntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;
PENYUSUnAN rancangan perianggungjawaban APED
kekayaen Draerah dan Utang Daerah;

BLULy

penyclesaian kerugian Keuangan Dacrahg

informasi Kevangan Daersh:dan

pembinaan dan penpawazan.

BAE 11
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Begian Kesaha
Umum

Pasal 5

Pengelola Keuangan Daerah terdini dari ¢

Trsmmenaa o

Pemegang Kekuasaan Pengeiolaan Keuangan Dacrah;
koordinator Pengelolasn Keuangan Daerah;

PPKD;

PA:

KPA;

PPTK SKFD;

PPk 3KPD;

PPE Unit SKPLD,

Bendahara Penetimaan dan Bendahara Pengeluaran; dan
TAFD.

Bagian Kedua

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal &

(11 Bupati sclaku pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan
Dacrah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan
kekayaan Daerah yang dipisahikan.

(2) Pemegang kekuasaan  Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunysi kewenangan:

d.

menyasun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD,
rancangan Peraturan Daeerah tentang perubahan APBD,
dan rancangan Peraturan Daerah tentang
pertangrungawaban pelaksanaan APBD;

mengajukan rancangan Peraturan Dacrah tentang APBD,
rancangan Peraturan Daerah tentang perabahan APBD,
dan TErCANngAan Peratliran Daerah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD
untuk dibahas bersama;

menetapkan Peramiran Dacrah tentang APBD, rancangan
Peraturan Daersh tentang perubahan APBD, dan
rancangan Peraturan Daerah tentang pertangeungjawaban
pelaksanaan APBDY yang telah mendepat persemijuan
berzama DPRD.

. menctapkan kebijekan terkait Pengelolaan Keuangan

Daerah;
mengambll tindakan tertentu dalam keadaan mendesak
terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat
ditputuhikan oleh Daerah dan fatau masyarakat;

1¢



(3}

(4]

(=]

6]

[1)

[2)

it

menctapkan kebijjalan penpgelolaan APBD;

menectapkan PA /KPA;

menetapkan  Bendahara — Penetimaan, Bendahara

Fengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembanty, dan

Bendahara Pengeluaran Pembantu;

L. menetapkan  pejabat  yang bertupas  melakukan
permungutan Pajalk Daerah dan Retribusi Daerah;

J. menstapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan
Utang dan Piutang Daeral;

k. menztapkan pejabat yang bertugas melalukan pengujian
atas taban dan memerintahkan pembayaran;

L menctapkan pejabat lainnya dalam rangka Fengelolaan
Keuangan Daerah gesuai dengan hetentusn peraturan
perundang-undangan; dan

m. melaksanakan Kewenanpgan lain sesuai dengan ketentiran
peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kekuazaan sebagaimana dimaksud pada
avat (l}, Bupei melimpahkan sebagian atau selurgh
kekuasaantiya yang berupa perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, pclaporan dar
pertanggungiawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah
kepada Pejabat Perangkat Daerah,

Pejabat Perangkat Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat

i3] terdiri atas:

a, Sekretaris Daerah  selaku  koordinator  Penpelolaan
Keuangan Daerah;

b. kepala SKFED selalcs PPKD; dan

¢. kepala SKPD selal BA,

Felimpahan sebagian atau scluruh kekuasaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (3} didasarkan pada prinsip pemisahan

kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang
menetima atau mengeivarkan uang,.

Pelimpahan kekuagaan scbagaimana dimalksud pada ayat (3

ditetapkan dengan keputusan Bupati.

e o

- Pagal 7
Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah dalam kepemilikan
kekayaan Daerah vang dipisahkan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (1] berkedudukan sebagai pemilik modal
pada perusahasn umum Daerah atay pemegang saham pada
perseroan Daerah.

Ketentuan mengenal Bupati selakun wakil Pemerintah Daerah
dalam kepemilikan kekayaan Daerah vang dipisahkan
sebagmimana dimaksud pade ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undatigan.

Bagian Ketiga
Koordinater Pengelolaan Keuangan Dacrah

Pasal 8
Sekretarizs Dagrah selalu koordinator Penpgelelaan Keuangan
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat {4) huruf a
mempnyai tugas:
8. koordinasi dalam Fengelolaean Kevangan Daerah;
11



(2]

(-3

(1)

12)

h. koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD,

rencangan prrubahan AFPBD, dan FANCANZAN

pertanggungrawaban pelaksanasn APBD:

koordinasi pényiapan pedoman pelaksangan APBD:

memberikan persetujuan pengesahan DPA SKED:

¢ koordinasi  pelaksanaan  tugas lainnya dibidang
Fengelolaan Keuangan Daersh sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

f. memimpin TAPD.

Koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf &, paling sedikit melipuiti:

. koordinasi dalam penyusunan sistem  dan  prosedur
Fengelolaan Keuangan Daerah;

b. koordinasi dalam penyusunan kebijakan akuntansi
Pemerintah Daerah;dan

¢. koordinasi dalam penyusunan laporan keuangan
Pemerintah Daerah,

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada

ayat [l], koordinator Penpgelolaan Kevangan Daerah

bertangming jawab kepada Bupati.

o o

Bagian Keempat
Fejabat Pengelola Keuanpan Daerah

Pagal 9

Kepala SKPKD aelaku PPKD mempunyai tugas:

H. menyusun cdan melaksanakan kebijakan Penpelolaan
Keuangan Dacrah;

b. menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APED,
rancangan Peraturan Daerah tentang perubshan APBRD,
dat TENCANZAnN Peraturan Dacrah tentang
pertanggungiawaban pelalisanaan AFBD:;

c. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah
diatur dalam Peraturan Daereh;

d. melaksanakan fungsi BUD; dan

e, meclaksangken tugas lainnya secsuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

FPPKD  dalam melaksanakan fungsinya selalty  BUD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berwenang;

menyusun kebijakan dan pedoman petaksanasn AFBD:
mengesahikan DPA SKPDy;

melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

memberikan  petunjuk  teknis  pelaksanaan  sistem

penerimaan dan penpeluaran kas Dacrah; )

melaktsanakan pemungutan Pajak Daerah;

menetapkan SPT;

menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan  pemberian

jaminan atas nama Femerintah Dasrah:

. melaksatiakan sistern akuntansi dan pelaporan Keuangan

Daerah:

menygjikan mmformasi Kevanpan Daersly; dan

melakulan  pencatatan dan  pengesahan delam  hal
Penerimaan dan Pengeluaran Dezerah sesuai dengan
ketetiluan  peraturan perundang-undangan,  tidak
dilzkukan melalui Relktening Kas Umum Daerah.

12
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(3

B

(=]

(1]
(2}

(3]

[4)

i3

Sclain kewenangan PPKD scbapgaimana dimaksud pada ayat
{Z], PPED juga memnpunyai kewenangan lain yang meliputi:
mengeleola investast;

menetaplan Anggaran Kas;

melabukan pembayaran melalui penerbitan SP2D:
membuka Bekening Kas Umum Daerah,;

membika rekening Penerimean;

membuks iekening Pengelusran,; dan

menyusun  laporan  kenangen  yang — merupakan
pertanggungiawaban pelakzanagn APBD.

Dalam hal kewsnangan pemungutan Pajak Dacrah dipisahken
dari kewenangan SKPKD, SKPD sesuai dengan ketentuan
peraturen  perundang-undangan dapat melaksanalkan
pemungutan Pajalit Dacrah.

Dalamn hal kewenangan mengelola investasi dipisahkan dari
kewenangan SKPKD, SKPD sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan  dapat melaksanakan pengelolaan
investasi

S NN -

s

Paszal 10

FPKD selalon BUD mengusulkan pejabat di lingkungan SKPKD

kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai Kuasa BUD.

kuasa BUD =ebagaimana dimmaksud pada ayat (1} ditetapkan

dengan Keputusan Bupati,

Kuasa BUD =zebagaimana dirmaksud pada ayat (1) mempurnyai

tupas: _ '

metiyigplan Anggaran Kas,

mernyiapkan SFD;

menerbitkan SP2D.

memanta peleksanaan penerimaan dan  pengeluaran

AFPBD oleh bank dan/atau lembaga keuatnean lainnya yang

telah ditunjuk;

€. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam
pelaksanaan APBD;

I. menyimpan vang Daerah;

8. melaksanakan  penempatan uang Daersh  dan
mengelola/menatausahakan investasi:

h, melakukan pembayaran berdasarkan permintaan PASKPA
atas Beban APBD;

i. melaksanakean Pemberian Pinjaman Dasrah atag nama
Pemerintzh Daerah;

Lo om

J- melakukan pengelolaan Ulang dan Putang Daerah; dan

k. melakukan penagihan Piutang Daerah.

Dalam pengelolaan kas, Kuass BUD mempunyai tagas:

8. menylapkan Angparan Kas dilakukan dengan menghimpun
dan menguji Anggaran Kas yang disusun Kepala SKPD
untuk ditetapkan oleh BUD;

b, melakukan penyisihan Phuang tidak tertagih dalam
mengelola Piutang menatavsahakan penyisihan dana
bergulir yang tidalt tertagh atas investasi; dan

. menyiapkan dokumen pengesahan dan  pencatatan
penerimaan dan pengeluaran yang fidak melalui REUD.

Kuasa BEUD sebagaimana dimaksud pada ayat {1) bertanggang

jawab kepada FPKD selalo BUD.

13
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{1]

(2}

(1)

(2]

Dalam hal terdapat 1 [satw) Kuaza BUD, maka ketiks Kyugasa
BUD berhalangan sementara kewenangan dan tugas Kuasa
BUD dikembalikan kepada BUD.

Fagai 11
Kepala Dacrah atas usul BUD dapat menetapkan lebih dari 1
(satu} Kua=a BUD dj lingkungan SKPKD dengan perimbangan:
a. begsaran jumlah vang vang dikelola;
b. Beban kerja;
e. logkasidanf atan
d. rentang kendali.
Dalam hal Kuasa BUD berhalangan, maka tugas Kuasa BUD
dapat discrahkan kepada BUD atau Kuase BUD lainnya.

Bagian Kelima
Pengmuna Angparan

Pasal 13

Kepala SKPD sclaki PA mempunyal tugas:

a. menyusun EKA SKPD dan perubahan RKA SKPD;

b. menyusun DFA SKPD dan perubahan DPA SKPD:

c. melakuken tindakan yang mengakibatkan pengeluaran

atas Beban anggaran belanja;

melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

melalukan pengujian atas tagihan dan memerintahlkan

pembayaran,

meclaksanakan permunputan Retribusi Daerah;

mengadalran ikatan/perjanjian Kerjasama dengan pihak

lain dalam batas anggaran vang telah ditetapkan;
menandatangani SPM;

mengelola ang dan Piutang Daerah yang menjadi

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;

J- menyusun dan menyampailkan laporan Kevangan SKPD
vatg dipimpinnya;

k. mengawasi pelaksanaan  anggaran SKPD  yang
dipunpinnya;

l.  menetapkan PFTK dan PPK SKPD;

m. menetapkan  pejakat  lainnya  dalam SKPD  yang
dipimpinnya dalam rangka pelaksanaan Kcuangan Daerah:
dan

n. melaksanakan tugas lainnya scsuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undengan.

Selain tugas Kepala SKPD seleku PA sehagaimana dimakaud
pada ayat (1), Kepala 83KPD mempunyai tugas lainnya yanp
meliputi;
menyusun Anggaran Kas SKPD;
melakzanakan pemungutan lain-lein PAD;
menyusun doioumen Maskah Perjanjian Hibah Dasrah;
menyusun dokumen Pemberian Bantuan Sosial:
menyusun dokumen permintaan penpgesahan pendapatan
dan belanja atas penérimaan dan pengeluaran Dacrah
scsual dengan ketentuan peraturan perundeng-undangan;
dan

[, menyusun dan menyampaikan leporan keuangan SKPD
vang dipimpinnya kepada PPKD selaku BUD.

14
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2}

[4]

[+

(1)
(2}

(3}

(4]

(V)
(&5}

Kepala BKFD selaku PA mempunyai wewenang, meliputi:

a. menandatapgani  dokumen  permintaan  pengesahan
pendapatan dan belanja atas penerimaan dan pengeluaran
Dacrah sesudi ketentuan peraturan perundang-undangan:

b. menandetangani dokumen MNaskah Perjanjian Hibah

Daerah;

menandatangani dekumen Pemberian Bantuan Sosial;

. menstapkan pejabat Jainnya  dalam  SKPD YALE
dipimpinnya dalam ranglta Pengelolaan Kenangan Dacrah;
dan

e. menctapkan Pembantu Bendahara Penerimaan, Pembantu
Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bepndahara
Penpeluaran  Pembantu  scoual  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

PA  bertanpggung jawab atas pelaksanaan tupas  dan

wewenangiya scbagaimang dimalktsud pada ayat (1), ayat (2)

dan ayat (3) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah,

Daiam hal PA berhalangan tetap atau sementara, Bupati

menunjuk pejabat perangkat Daerah untuk melaksanaloan

tugas dan kewenangan PA sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

F. &

Bagian Keenam
Kuasa Penpguna Anggaran

Pasal 13
FA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
kepala Unit SKPD selaku KPA,
Pelimpanan kewenangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pertimbangan:
e. besaran jumlah angearan vang dikelola;
b. lokasi; dan/atau
<. rentang Kendali
Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaks=ud pada ayat [1]
ditetapkan oleh Bupati atas usul kepala SKPD.

Pelimpahan kewenangan sebapaimana dimaksud pada ayat (1]

meliptr

a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
atas Beban anpgaran belanja;

b. melaksanakan anggaran Unit 8XPD yang dipimpinnya;

¢. melakulfan penpujian atas tagihan dan memerintahkan
pembayararn,

d. mengadakan ikatanfperjanjian ketjasarna dengan pihak
lzin dalam batas anggatan yvang telah ditetapkan;

¢, melaksanakan pemungutan Retribust Daerah;

f  mengawasi pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung
jawabnya; dan

g. melakzanakan tugas KPA lainnya sesuai dengan katentuan
peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud

pada ayat {4) KPA bertangpung jawal kepada PA.

Dalam hal KPA berchalangan;

15



(1)
12

[3)

(4]

[5]

18]

(1)

d. KPA berhalangan tetap sesual  Ketentuan  peratutan
perundang-undatigan kewenanpan KPA diambil aleh PA
sampai dengan ditetapkannya KPA yang baru; dan

b. KPA berhalangan sementars sesual ketentuan peraturan
perundeng-undangan kewenangan KPA diambil oleh PA
satnpal KPA menjalankan tugasnya kembali.

Bagian Ketujuh
Peijabat Pelak=ana Teknizs Kegiatan
Satuan Kerja Peranglat Daetah

Paszal 14

PA/KPA dalam melaksanalkten Kegiatan menetapkan pejabat

pada SKPD/Unit SKPL} e=laku FPTK.

FPTK sebageimana dimaksud pada ayat (1) bertugas

membeantu tugas dan wewenang PA/KPA.

Tugas PFTK dalam membantu tugas dan wewenang FA/ KPA

sebagaimana dirnakaud pada ayat {2] meliputi:

a. mengendalikan dan melaporlan perkermnbangan
pelaksanasan teknis Kegiatan/sub Kegiatan SKPD/Unit
SKPD, vang terdiri dari:

1. menyusun jadwal pelakzanaan Keglatan/sub Kepiatan,

2. memonitering dan evaluasi pelakcsanaan Kepiatan/sub
Kegiatan, dan

3. meclaporkan perkembangan pelaksanasn Kegiatanfsub
Kegiatan kepada PASKPA,

b. menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanasn
anggaran  atag Beban  pengeluaran  pelakzanaan
Kegiatan /sub Kegiatan yanp tecdiri dari :

1. tenyiapkan laporan Kinetja pelaksanaan Kegiatan { sub
Kegiatang

2. menyiapkan delumen administrasi pembayaran sesuai
dengan pergyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan
petunidang-undangan; dan

3. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksanaan Kegatan.

o, menyiapkan dolkumen  pengadaan barangfjasa  pade
Kegiatan /sub Kegiatan SKPD { Unit SKPD sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
pengadaan barang/ jasa,

Dalem melaksanakan tupgas Jdan wewenang sebagaimana

dimaksud pada ayat (2] dan ayat {3}, PPTK bertanggung jawah

kepade PA/KPL, dengan batasan:

e. FPTK pada SKPD bertanggangjawab kepada PA; dan

k. FPTK pada unit SKPD bertanggung jawab kepada KPA,

Dalamn hal PFTK berhalanpgan sementara sesusi ketentuan

peraturan perundang-undangan, PAJKPA mengambil alib

mandat yang dilaksanakan olch PPTK.

PA/KPA dapat meénetapkan lebih dard | (satu] PPTK di

Lingkungan SKPD/{ Unit 3KPD, :

" Pasal 15
Penetapan FPTK schagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat
(1) berdasaritan pervmbacpar kompetensi jabatan, besaran
16



(<)

i3]

[4)

(3]

(1]

(2

(3]

(4]

anggeran kegiatan, Beban kerja, lokasi, renilang kendali,

dan/atau pertimbangan objektif lainnya.

FPTK sebagaimana dimaksud pada ayat [l meropakan

Pegawai ASN yang menduduki jabatan strukiaral dan/atat

fungsional sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kriteria penetapan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat [3)

meliputi

&, pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural dan/atay
fungsional satu tingkat di bawah Kepala SKPD selalou PA
atau  satu tingkat dibawah KPA dalam hal terdapat
pelinpahan kewenangan dari PA kepada KPA;

b. memiliki kematnpuan manajerial; dan

c. berintegritas,

Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki

jabatan  struktural, PA/KPA dapat menetapkan  pejabat

(ungsicnal untuk menjabat PPTK,

Kriteria penetapan PPTK sehagaitnana dimaksud pada avat [4)

reliputs

a. memilikl kemampuan manajerial. dat

b. berintegritas,

Bopian Hedelapan
Fejabat Penatausahaan Keuangan
Jatuan Kerja Perangkat Draerah

Pasgal 16

Kepela SKPD selaku PA menetapkan PPK SKPD sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 12 ayat [1} huruf l untuk melaksanakan

fungsi tata usaha kevangan pada SKPD,

PPK 8KPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai

fugas dan wewenang:

a.  melakukan verifikasi SPP UP, SPP U, SPP TU, dan SPF LS
bezerta  bukti  kelenghapannya yang diajitkan aoleh
Bendahara Fengeiuaran;

b. menviapkan SPM:

c. melakukan  verifikasi laporan  pertanggunpjawahban
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Fengeluaran;

d. melaksanakan fungsi akuntansi pada SKFD; dan

2, Menyusun laporan keuangan SKPD,

Selain  melaksanakan tugas dan wewenang sebapaimana

dimaksud pada ayat (2], PPK $KPD melaksanakan tugas dan

wewenang lainnya yang meliputi

8. melalukan verifikasi PP UP, 8PP GU, BPP TU, dan SPP LS
beserta  bukti  kelengkapannys  yang  diajukan  oleh
Bendahara lainnya:

b, melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas
pengembalian  kelebihan  Pendapatan Daerah  dar
Bendahara Penerimaan; dan

c. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan
keabsahan S5PP UP, 8FF GU, 8PP TU dan SPP LS beserta
bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

Veriikasi oleh PPK SKPD dilakukan dengan tujuan untuk

meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen.
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{1}

2]

(3}

(1)

[2)

(3

[4)

{1]

(2}

Pazal 17

PFE SKPD sebagmimana dimaksud dalam Pasal 16, tidak
merangkap scbagai pejabat dan pegawai vang bertugas
melakukan permungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/atau
PPTK.

Dalam rangka meningkatken elektivitaz penatavsahaan
kevangan 3KPD, Kepaia SKPD dapat menetapkan pegawai
vang bertugas membantu PFK SKPD.

Dalam hal PPK SBKFD berhalangan tetapatausecmentara, PA
mengambnl alih tugas dan kewenangan PPK SKPD dan
menetapkan PFK BKPD pengegantibagi PPK SKPD yang
berhalangantetap yang melaksanakan fungsi tata uzaha
kevangan pada SKPD sesuai ketentuan peraturan perundang-

undanpan.

Bagian Kesernbilan
Pejabat Penatauzahean Keuangan Unit SKPD

Pasal 18
Dalam hal FA melimpahkan schagian kewenangannya kepada
KPA karena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (2], FA menetapkan PPK Unit SKFD untuk
melakganakan fungsi tata nsaha kevangan pade Unit SKPD.

Penetapan PPK Unit S8KPD didasarkan atas pertimbangan:

8. besaran anggaran yang berlaktu pada bagian di lingloangan
sekretariat Dacrah;

b. rentang kendali dan/atau lokasi, dan/atau

¢. dibentuknya unit organisasi bersifat khusus  yang
memberikan layanan secara profesional melalui pamberian
otonomi dalam pengelolaan keuangan dan BMD scrta
hidang kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-
undangai.

FPK Unit SKPD merupskan Pegawal ASN vang menduduki

jabatan sirukiural atau fungsicnal untuk menjalankan fungsi

penatausahaan kenangan unit SKPD,

Kepala Unit S8KPD dapat menetapkan pegawal yang bertugas

membantu PPK Unit SKPD,

Pagal 19

PPK Unit SKPO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18

mempunyal tugas:

a. melakukan venfikasi S8FP TV dan SPP LS beserta bukt
kelengkapannya vang diajukan  olch  Bendahara
Penpeluaran;

b. menyiapkan SPM TU dan SPM LS, berdasarkan SPP TU dan
AFP LS5 yang digjukan oleh Bendahars Pengeluaran
Parnbantu; dan

e, melakukan  verifikasi laporan  pertangeunpjawaban
Bendahara Penerimaan pembanty  dan  Bendahara
Fengeluaran pembantu.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimeksud pada ayat

(1), PFE Unit SKPD melaksznakan tugas lainnya yang meliputi:
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{3]

(1

)

{3}

(1)

a. melakukan verifikasi surat permintaen pembsayaran atas
pengembalian kelebihan Peadapatan Daerah  dar
Bendahara Penerimaan pembantu/Bendahara lainnya;

k. menerbitkan surat pernyataan verifkesi kelengkapan dan
keabsghan SPF TU dan SPP LS beserta bukti
kelengltapannya sebagai dasar penyiapan SPM: dan

c.  melaporkan pelak=anean tugas kepada FPK SKPD.

FFE unit SKPD pada unit organisasi bersifat  khusus

mempunyai tugas yang meliputi:

&  melakukan verifika=i 8PP UP, SPP GUJ, 8PF TU, dan 8PP LS
beserta  bukt  kelenghkapanoya yang diajultan  oleh
Bendahara  Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran
Pembantu dan Bendahara lainnya;

b. menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan

keabsahan BPP UP, SPF GU, SPP TU, dan SPP LS beserta

bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM;
menylapkan SPM;

melakukan  verifikasi laporan  pertanggungjawaban

Bendaharga Pere¢rimaan, Bendahara Pengeluaran dan

Bendahara lainnya;

e. melaksanakan fungsi akuntansi pada unit SKPD khusus;
dan

f. menjyusun lapnran keuangan unit SKPD khusus.

0

Bagian Kezepuluh
Bendahara Penerimaan dan Betidahara Pengeluaran

Pasal 20
Bupati menectapkan  Bendahara  Penerirmaan  untgk
melaksanakan  tugas  kebendaharaan dalam  rangka
pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPD atas usul FPKD
selaku BUD,
Bendahara Penerimaan stbagaimana dimaksud pada avat (1)
memiliki tuges dan wewenang menerima, menyimpan,
menyetor ke RKUL, menatavsahakan, dan
mempertanggungiawablian Pendapatan Daerah yanp
diterimanya.
Selain tugas dan wewenang acbagaimana dimaksud pada ayat
(4}, Bendahara Penerimesn memiliki tugas dan wewenang
lainnya yang paling sedikit meliputi:
a. meminta bukt transaksi atas pendepatan vang diterima
langsung melalui RKUD;
b. melakukan verifikasi dan rckonsiliasi dcng&n Bank yang
ditetapkan oleh Bupati;
c. meneliti kesesualan antara jumlah uang yang diterima
dengan jumlah yang telah ditctapkan;
d. menatansahakan dan mempertanggirngjawabkan
Pendapatan Daerah yang diterimanya; dan
e. menyiapkan dokumen pembayaran atas pepgembalian
keiebitian Fendapatan Daeral,

Pasal 21
Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
KPA, Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan
Pembeantu pada unit kerja SKPD vang bersangloutan.
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{2}

i3

[4)

fLi
(2}

(3

(1]

(2}

3]

Bendahara Penerimaan Pembantu pada unit kerja SKPD

scbagaimana dimaksud padsa ayat (1) diusulkan oleh Kepala

SKPD kepads Bupati melalui PPKD,

Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimalesud

pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesual dengan

linglup penugasan yang ditetapkan Bupati.

Tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugassan

gebagaimana dimaksud pada ayat (3] paling sedikit meliptut:

8. MEenerima, menyimpan dan menyctorkan sejumlah uang
dalam rangka pelaksanzan anggaran Pendapatan Daergh
pada SKPD, kecuali untuk transaksi secara elektronik;

b. meminta bukti ‘transaksi atas Pendapatan yang diterima
langsung melalui RKUD;

c. melakukan verifikasi dan rckonsiliasi denigan Bank vang
ditetapkan oleh Bupati;

d. meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima
dengan jumlah vang telah ditetapkan;

e. menatausahakan dan mempertangaingawabkan
Pendapatan Daerah yang diterimanya; dan

. menyiapkan dokumen pembayaran atas pengembalian
kelebihan Pendapatan Daerah.

Pasal 22

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu

Bertanggung jawab secara administratf dan fungsional.

Brrianggung jawab secara  administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. Bendahara Pensrimaan tnembuat lapotan
pertanggungiawaban secara administratif atas penerimaan
peda SKPD dan disampaikan kepada PA; dan

L. Bendahara Penernimaan pembenttl membuat  laporan
porianggungjaaaban secara administratif atas penerimaan
pada unit 8KPD dan disampaikian kepada KPA.

Bertangpung jawab sccara fungsional sebapaimana dimalksud

pada ayat (1] berupa:

a. Bendahara - Penerimaan membuat laporan
pertanggungiawaban secara fungsional atas penenmaan
pade SKPD dan disampaikan kepada PPED selalng BUD;
dan :

b. Bendahara Penerimaan pembantn membuat laporan
pertanggungjawabean sccara fungsional atas penerimaan
pada unit SKPD dan disampaiken kepada Bendahara
Penerimaan,

Paszal 23

Dalam  rangke meningkatkan  efektvitas  pengelolaan
Pendapatan Daerah, Kepala 3KPD ates usul Hendahara
Penerimaan dapat menetapkan Pembantu  Bendahara
Penerimaan, '
Pembantey Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaks=ud
Padza ayat (1) merupakan pegawai yang bkertugas membantu
Eendahara Penerimaan.

Fembantu Bendahara Penerimaat sebagaimana dimaksud
pada ayat {1] melaksanakan tugas dan WEWENANE ECsUai
dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Kepala SKPD.
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(43 Pembantu Bendahaya Penermaan dalarn  melak=anakan
tugasnya bertanggping jawab Kepada Bendahara Penerimaan.

Pazal 24
(1} Bupat atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran
untuk melaksanaken tugas kebendaharaan dalam rangka
pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.

[4] Bendahara Pengehiaran sebagaimana dimaksid pada syat {1]
memiliki tugas dan wewenang:

. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPF
UF, 5FF GL!, 3PP TU, dan SPP LS

b. mencrima dan menyimpan UP, G, dan T,

c. melaksanaken pembayaran dav UP, GU, den TU YEng
dikelolanya:

d. menvlak perintah bayar dari PA yang tidai sesuni dengan
ketentian peraturan perundang-undangan;

¢. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran:

f. membuat laporan portanggunigjawaban SECErs
administradl kepada PA dan laporan pertanggungjawaban
secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan

E- memungut dan menyetorkan pajak  sesual  dengan
ketentuan peraturan perundang-iy ndangan.

(3] Selain mugas dan wewenanp sebagaimana dimaltsud pada ayat
(2) Bendahara Penpeluaran melaksanalkan tugas dan
wowenang lainnya yang meliputi:

a. melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank YATE
ditetapkan Bupat;

b. memeriksa kas secara periedik;

©. menerima dekumen bukti transaksi secara elekironik atay
dokumen fizik dari bank:

d. menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja
fitas koreksi ataw hasil pemeriksaan internal dan cksternai;

¢. menyiapkan dokumen surat  tanda  setoran  atas
pengembalian  belanja  akibat  keoreksi atau  Hasil
prmeriksaan internal dan eksternal; dan

f. pelaksanaan anpgaran pengeluaran Pembiayaan pada
SKPD yang melaksanakan funasi BUD.

Pasal 25
(1} Dalamm hal terdapat pembentukan unit crganisasi bersifat
khusus sgesuai dengan Ketentuan peraturan perurdang-
undangan, Bupati menctapkan bendahara unit organisasi
bersifat khusus,
(2] EBendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan
wowenang selara dengan Bendahara Fengeluaran,

Pazal 24

(1} Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepads KPA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat {1) dan ayat [2],
Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeiuaran
Pembanty,

(2] Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembanty sebagaimana
dimnaksud pada ayat (1] dilaltukan dengan pertimbangan:
A, besaran anggaran;

=iy
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(3]

)

i1)

(<

i3]

b. rentang kendali; dangatan

c. lokasi.

Bendaharg Pengeluaran Pembanty sebagaimana dimaksud

padae ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:

a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPPR
TU dan SPP LS;

b. menetita, menyimpan dan pelimpahan UP dari Bendahara
Pengeluaran;

¢, menenma dan menyimpan TU dari BUD;

d. melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU
yang dikelolanya;

e. menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

. meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
memungut dan menyctorkan pajak sesuad  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. membuat laporan perlanggunpgiawaban BECArA
administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban
secara fungsional kepada Bendahara Pengehiaran secara
periodik.

Belain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat

[3}, Bendahara Pengeluaran pembantu memilild tupas dan

wowenang lamnya yang meliputi

2, melakukan rekonsiliasi dengan  pihak  bank  yanp
ditetapkan oleh Bupati;

b, memeriksa kas secara periodik;

c. menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau
dokumen fisik dari bank;

d. menerima dan menyetorkan ataz pengembalian belanga
atas koreksi atau Hasil pemeriksaan internel dan ekaternat
pada tahun berjelan; dan

e. menyiapkan dokumen surat tanda sctoran  atas
pengembalian belanja altibat  korcksi  atau  Hasil
pemeriksaan internal dan ekstermal pada tahun berjalan,

Pasal 27
Bendahara Pengeluaran dan  Bendahara Pengehnaran
Fembantu bertanggung jawab secara administratif dan
fung=ional.

Bertanggung jawab secara  administratil  sebagaimana

dimaksud pada ayat (1] berupa

A. Bendaharg Fengeluaran membuat laporan
pertanggungjawaban sccara administratif atas pengeluaran
pada SKPD dan disampaikan kepada PA; dan

b. Bendahara Pengeluaran pembantu membuat laporan
pertanggungjawaban secara adminisiratif atas pengeluaran
pada unit SKPD dan disampailian kepada KPA.

Bertanpgung jawab secara fungsional cebagaimana dimaltsud

pada ajyat {1} berupa;

a. Bendahara Pengeluaran membuat laporan
pertanggungiawaban sccera fungsional atas penpeluaran
pada 3KPD dan disampaikan kepada FPPKD selaku BUD;
dan
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(1]

(2]

(3

(1

[2)

(3)

()

b. Bendahara Pengeluaran pembantu tnembuat lIaporan
pertanggungiawaban secara fungsional atas Pengecluaran
pada unit SKPD dan disampaiken kepeda Bendahara
Pengeluaran.

Faszal 28
Dalam rangks meningkatkan efektivitas pengelalaan Belanja
Daecrah, Kepala SKPD» atas usul Bendahara Pengeluaran dapat
menstapkan  Pegawad ASN  yang bertugas membantu
Bendahara Pengelaaran. '
Pegawai ASN  vyang Dbertugas meombantu Bendahara
Pengeluaran  sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan hingkup
penugasan yang ditctapkan Kepala SKkPD.
Pegawal ASN scbagaimana dimaksud pada ayat  [2]
betrtanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran,

- Pasal 2%

Bendahara Fenerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara

Fenerimaan pemmbanty, dan Bendahara Pengeluaran pembantu

dilarang:

a. melakukan Kegiatan perdagangan, pekerjaan
pemborungan, dan penjualan jasa;

b. bertindalc sebagai penjamin atas Kegiatan sub Kegiatan,
pekerjaan, danfatau penjualan jasa; dan

£. menyimpan uang pada suatu bank ataw lembaga keuangan
lainnya ataz nama pribadi baik secara langsung maupun
tidak langsung.

Laranpgan sebagaimana dimelksud pada ayat (1) merupakan

perbuatan yang dilakukan terhadap Kegiatan, sub Kegiatan,

tindakan, dan/atau akbivitas lainnys yang berkaitan langsung
denpgan pelaksanaan APBD.

Setiap Bendahara Peoecrimasn, Bendahara Pengeluaran,

Bendahara Penernimeaan Pembantu, dan Bendahara

Pengeluaren  Pembantu  yang  melanggar  ketentuan

sebagaimana dimaksud pade avat |1} dikenakan sanksi

administratif berupa:

a, Teguran lisan;

b. teguran teriuiis; dan/atau

¢. sanksi kepegawaian lainnya sesual denpan keténtuan
peratiran perundang-unmdangan.

Mekanizsme penjatuhan sanksi administeatif scbapaimana

dimaksud pada ayat [2) dilakukan sebagai berikut:

4. petingatan lisan sebapaimana dimelssud pada ayat (3]
huraf a diberikan sebanyalt 1 {satw) keli dengan janpka
waktu peringatan lisan paling lama 1 (satu) minggua;

b. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,
Bendabara Penerimaan FPembanhy, dan  Bendahara
Pengeluaran Pembantu yang mengabailtan peringatan lisan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikenakan sanksi
administratif berupa peringatan tertulis acbanyak 2 {dua)
kali dengan jangka wakiu setiap peringatan tertulis paling
lama 5 {luma} Han; dan

c. ASN yang menpabaikan peringatan tertulis sebapaimana
dimaksud pada huruf b, dikenakan sanksi administratif
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(8]

(1]

(2

(3]

{4

(1)

(]

{3]

berupa sanksi kepegawaian laintiya sesual ketentuan
perafiran perundang-undangan.
Sanksl administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3}
dilakukan olch Bupati setelah meéndapatkan pertitnbangan
dari peranglat Daerah yang menyelengparakan vrusan di
bidang pengavwasan,
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat [3)
tidak menghilangkan ketentuan pidapna atau penggantian
kerugian Daerah dalam hal perbuatan terzebut merupakan
perbuatan pidana.

Pasal 20 :

Fetiap ASN yang telah meéendapatkan pelatinan Bendahara

tidak bolch menclak untuk ditunjuk sebagai Bendaliara

Penenmaan, Bendahara Penpeluaran, Bendahara Peterimaan

Fecrnbantu, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Setiap ASN yang menolak sebagaimana dimaksud pada ayat [1)

dikenakan sanksi adminiatratif berupa:

. peringatan lisan;

b. peringatan tertulis; dan

c. =anksi Kepepawaian lainnya,

Mekanisme penjatuhan sanksi administratif sebapgeimana

dimaksud pada ayat (2] dilakuken sebagai benlut:

a. peringatan lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2]
huruf a diberikan sebanyak 1 [satu) kali dengan jangka
waltu peringatan lisan paling lama 1 (satu) minggu;

b ABN yang mengabaikan penngatan lisan sebagaimarna
dimaksud pada hural a, dikenakan sanksi administratil
berupa peringatan tertulis acbanyak 2 [dua) kali dengan
jangka wakni setiap peringatan tertulia paling lama S (limap
Han; dan

c. ABN yang mengabailkan peringatan tertulis sebagaimens
dimaksud pada huruf b, dikenakan sanlksi administratif
berupa =anksi Kepegawsian lainnya sesual ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Janksl administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2]

dilakukan oleh Bupati sctelah mendapaikan pertimbangan

dari Perangkal Dacrah vang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang pengaivrazen,

Bagian Kesebelas
TAFPD

Pasal 31

Dalam proses Pengelolaan Keuangan Daerah dan penyusunan
APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang diptmpin oleh Sekretaris
Dacrah.
TAFD =ebagaimansa dimaksud pada ayat (1] terdiri atas Pejabat
Ferencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sezuai denpen
kabutuhan,
TAPD sehagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah:
b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan

rancangan perubahan KBHA;
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[4}

(5]

(L)
{2)

(3]
(4]

(5)

(1}
(<)

c. menyusun dan membahas rancangan FPAS darn
rancangan perubaban FPAS;

d. melakukan verililkasi RKA SKPD dan perubahan REA
SKFPD;

c. mecmbehas rancangan APBD, rancangan perubahan
APB[, dan rancangan pertanggungjiawaban AFBD;

f. membahas Hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan
Fertangpungjawaban APBD;

g. melakukan verifikasi ratcangan DPA SHKPD  dan
rancangan perubahan DPA SKPTE

h. menyiapkan surat edarenn Bupati tenteng pedoman
penyusunai EKA, dan .

i. melaksanaken tuges lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undgngan,

TAPD dalam melaksanakan Mgas schagaimana dimaksod

pada ayat (3] dapat melibathan instansi sesuai dengan

kebuatuhat,

TAPD sebagaimena dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan

Keputinzan Bupati,

BABR I
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu
L

Pazal 32
Perencanaan Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan dalam
bentuk penyusunan AFBD.
Penyusunan APBD sebagaimena dimakstid pada avat [1)
dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyelenpgaraan Urusan
Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Dacreh dan
kemeampuan Pendapatan Dacrah,
APBD sebapaimana dimaksud pada ayat {1} disusun dengan
mempedomani KUAFPAS yang didasarkan pada RKPD.
APED mempunye lungs .
oLOrIans1,
Perencanaan;
PLTIEAWASEDN;
alokasi;
distribruisi; dan
. stabilisasi,
APBLD, perubahan APBD, dan periangmmngjawaban
pelaksanaan APBD sctiap tahun ditetapkan dengan Peraturan
Dacrah sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-
undangan,

e Re o

Pasal 33
Sermua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam
bentuk nang dianggarkan dalam AFBD.
Penerinaan Dacrah scbapaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. Pendapatan Daerah; dan
b, Penenimeaesn Fembiayaan Dasrah.
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(2]

i)

(=)

(8]

f7)

Pengeluaran Dagrah scbageimana dimaksud pada ayat (1)
terdin atas:

a. Belanja Daerah; dan

L. Pengecluaran Pembiayaan Daerah.

Penerimaan Daerah yang diangparkan dalam APBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2} merupakan rencana
Fenerimaan Daecrah yang terukiir secara rasional yang dapat
dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan
berdasgatitan pada ketentuan peraturan perundang-undangan,
Pengeluaren Daerah  yang dianggarkan dalam AFED
sebagmmana dimaksud pada ayat |3 merdpakan rencang
Pengeluaran Dasrah sesusi dangan kepastan tersedianya danga
atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.,

Setiap Pengeluaran. Datrah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3} harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Zelurvh  Peperlmaan Daersh  dan  Pengeluaran  Daerah
sebagaimana dimaksud pade ayat (1) dianggarkan secara bruto
dalam APBD.

Pasal 34

Satuan hitung dalam APBD adalah tmata uang rupiah.

(1]

2]

Fazal 35
APBD merupaksn dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam
maga 1 (satn] tabun anggaran sesvai dengan undang-undang
mengenai keuangan negara.
APBD dalam satu tahun anggaran sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) meliputi:
4. hak Pemerintah Dacrah yang diakui scbhapai penambah
tilai kekayean bersih;
b. kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai
pengurang nilai kekayaan bersih; dan

€. penetimasn yang perla dibayar kembali danfatau
Pengeluaran yang akan diterima kembali, pade tahun
anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran

berikutnya.
Pazal 36

Pengaturan APBED dalam peraturan Draerah Ini meliputi pengaturan
mengenaj :
a. struktur APBD;
b. Pendapatan Daerak;
¢. Belanja Dacrak;
d. Pembiavagn Daerah:
e, surplus dan defisit;
I optimalisasi SiLPA untuk Belanja Deerah; ¢an
B pembentukan Dana Abedi.
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Bagian Kedua
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Pasal 37

{1} Struktur APBD merpakan satu kesatian yang terdirl atas:

a. Fendapatan Diacrah;
b. Belanja Dagstah; dan
c. Pembiayaan Dasrah.

{2} APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1] diklasifikasikan
menyrat Urisan Pemerintahan Daerah dan organizesi vang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
un .

{3} Klasifikasi APBD menunit Urusan Pemerintahan Daerah dan
oTganisasi sebagaimane dimaksud pada ayat (2) disesuaikan
dengan kebutuhan Daecrah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-urdangan,

(4] Klasifikasi AFBD dalam rancangan Peraturan Cracrah tentang
APBL dirinci menurut Urusan Pernerintzhan Daerah, bidang
urusan, organisasi; Program, Kegiatan, sub Kegiatan, akun,
kelompek, dan jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan.

: Pasal 38

(1} Pendapatan Daerah sebagaimens dimaksud dalam Pasal 37
ayat {1] buruf a meliputi s¢mua penerimaan wang tmeialud
RKUD yang tidak perlu dibayat kembali cleh Dasrah dan
penerimaan lainnya yang sesuai dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan diakui schagai penambah Eluitas yang
merupakan hak Daerah dalam 1 [gatu) tahun anggaran.

(2] Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(1) huruf b meliputi semna pengellamn dard RKUT yanga tidak
perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya
yang =esuat dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan diakui scbagai pengurang Ekuitas yang merupakan
kewajiban Dacrah dalam 1 [satu)] tabun aneparan.

{Z} Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
ayat {1] hurul ¢ meliputi semuea penetimaan yang perhu dibayar
kembali danfataw Pengeluaran yang skan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun
anggarah benkutnys.

Bagian Ketiga
Pendapatan Diacrah

Pasal 39

Pendapatan Daerah dirinei memurat Urusan Pemerintahan Daerah,

organisasi, jenis, ubjek, dan rincian objek Pendapatan Daerah,
Pazal 40

Pendapatan Daerah terdin atas:

a. PAL;

b. pendapatan transfer; dan

c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 41
(1} PAD sebagairnana dimaksud dalarm Pasal 40 huruf a meliputi:
a. pajak Daerah;
b, Retribusi Deerah:
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(<)

13)

[4)

(5}

<. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yvang dipisahkan; dan

d. Lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1} hural a dan huruf b meliputi

pendapatan sesusi dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur mengenal Pajak Daersh dan

Rettibusi Daerah,

Hasill pengelolaan  kekayaan Daerah  yang  dipisahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ merupakan

Pencrimaan Daerah atas Hasil penyertaan maodal Diaerah.

Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1]

hurul 4 terdiri atas:

a. Hasi] penjualan BMD yang Hdak dipisahkan:

Hagil pemanfaatan BMD yang tidak dipizahkan:

Hasil kerja sama Dacrah;

Jasa giro;

Hasil pengelolaan dang bergulir;

pendapatan bunga;

penerimagn  atas tuntutan ganti kerugian Keuangan

Daerah;

. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebapai
akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi,
danfateu pengadaan barang dan  jasa termasuk
penerimaan atau  penerimaan  lain  sebagai  akibat
penyimpanan ueng pada bank, Penerimaan dari Hasil
pemanfagtan barang Daerah atau dar Kegiatan lainnya
merupakan Pendapatan Daerah;

i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai takar rupiah
terhadap mata uang asing;
pendapatan denda  atas  keterdamhbatan pelalcsanaan
pelerjaan;
pendapatan denda Pajak Daerah:
pendapatan denda Retribusi Daerah,

. pendapatan Hesil ek=elmigi atas jaminan;
pendanatan dari pengembalian;
pendapatan dari BLUD; dan
pendapatan lainnys sesuai denpan ketenfuan peraturan
perundang-undangan.

Ketentuan lebih lanjut menpenai lain-lain PAD vang sah

sebagaimana dimaksud pada ayat {4) diatur dengan Peraturan

Daerah.

F RSO ADD

—_.
.

Bodag TR

Pasal 42

kewenangan pengelolagn PAD meliputi:

B

b.

c.

Pajalk Daerah dikelola oleh SKPKD atau SKPD yang memiliki

tugas dan wewenang pengelolaan Pajak Diaerah:

Retribusi Daerah dikelola oleh SKPD terkait;

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dikelola

aleh SKPED,

Lain-lain PAD yang sah dikelola oleh SKPED, kecuali ;

1. hal yang terkait dengan pajek dan Retribusi Daerah tetap
diktelola oleh Bendahara Penerimann di SKPD terkait;

2. pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD terkadt; dan

3. pendapatan  lainny:  yang  dikelola oleh  Bendahara
Penerimaan Khusus,
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(1]

{2}

-3

[

(1)

{2]

[H

{1)

2]

(3

Paszal 43

Pemerintah Daerah dilarang :

a. melakukan pungutan atau yang disebut nama lalnmya yang
dipersamakan dengan punguten di luar yang diatur dalam
undang-undang; dan

melakukan pungutan yaneg menyebabkan ekonomi biaya
tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang
dan jasa antar Deeralt, dan Kegiatan ekspor/impor yang
merupakan Program stratepis nasional.
Bupati yang melakukan pungutan atau vang disebut nama
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a dikenai
sanksi admnnistratil tidak dibayarkan hak-hak keuangannya
vang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undanpan
selama & (enem) bulan.
Bupat yang melakinkan pungotan sebagaimena dimaksud
pada ayat [1) huruf b dikenai sanksi administratif sesuai
dengen ketentuan peraturan perundang-undangan,

Hasil pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana

dimaksud pada ayat {1] wajib dizsetorkan seluruhnya ke kas

negara,

Fazal 44
Pendapatan transfer =ebagaimena dimaksud dalam Pasal 40
huruf b meliputi:
a. transfer Pemerinlah Puset; dan
b. transier antar-Daerah.
Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1} hurnud a merupakan TKD yang tecdiri atas:

a. DEH;
b. DAL
c. DAK; dan

d. dana desa.
Tranaler antar-Craerah sebagadmana dimaksud pada ayat [1)
huruf b terdiri atas:

a. pendapatan begi Hasil; dan
b. bantuan keuangan.

Pasal 45
DBH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat [2) hurul a
terdin atas:
a. DBH pajak; dan
b. DBH sumber daya alam.
DBH pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huraf a terdiri
atas:
a. pajak penghasilan,
b. pajak bumi dan bangunan; dan
c. cikai Hasil tembakau.
DBH sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
huruf b terdiri atas:
a. kehutanan;
b. minera] dan batubara;
¢. minyak bumi dan gas bumi;
d. panas burmi; dan
e perikanan,
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Paszal 4G

Persentase pembapgian DBEH untuk Daerah dilaksanakan sesuai
dengan kétentuan peraturan penindang-undangan.

{1)

k)

&

[4)

{1]

(2

i)

(4)

(2}

(1]

(1)

. Pasal 47
DAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b
diglakagkan oleh Pemerintah Pusat ke Deerah =esuai
ketentuan peraturan perundang-undangan,
DALl zsebagaimana dimaksud pada ayat {1) digunakan untuk
memenuhi  péncapaian Standar  Pelayaman Minimal
berdasarkan tingkat capaian Kinerja layanan Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-tindangan.
Penggunaan DAU sebagaimana dimeksud pada ayat {1] terdin
atas bagian DALV yeng tidak ditentukan penggunaannya dan
bagian DAL yang ditentukan penggunaannya.
Penggunaan DAU szebapaimana dimaksud pada avat {3}
dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43
DAK =zebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat [2) hurul e
dialokasikan sesuai dengan kebipaken Pemerdntah untok
mendanai program, Kegiatan, danjatan kebijakan tertsntu
dengan tujuan:
mencapai prioritas nasional;
mmcmpercepat pembangunan Daerah;
mengurangi kesenjangan layanan publik;
mendorong periumbuhan perekonomian Daerah; danfatan
mendukung cperasionalisasi layanan publik,
AI{ sebagaimans dimaksud pada ayat {1) terditi atas:
DAK  fisik, yang dipunakan wuntuk mendukung
pembangunan/ pengadaan sarane dan prasarana layanan
publik Daerah:
b, DAK non fisik, vang digunakan untuk mendukung
operasionalisasi layanan publik Daerah;dan
c. hibah kepada Daerah, yang dignnalten untuk mendubung
pembangunan fsik danfatau layanan publik Daerah
tertentu  yang didasarken pada perjanjian  antara
Pemerintah dan Pemermmtah Daerah.
Perencanaan dan pengalokasian DAK sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] dapat disinergikan dengan pendanaan lainnya.
DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap
tahun  dalam APBD berdasarkan peraturan perundang-
undangan.
DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk
mencapal  tarpet Kinerja Daerah wvang ditetapkan gleh
Bemeriptah.
Hibah kepada Darrah sebagaimana dimaksud pada ayat (3]
huryl ¢, yang bersumber dari luar negen, dilakukan melatii
Petnenitaby,

PUSAn g

Fazal 49
Dana desa sebapaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat [2)
huruf d bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Nagari
yang ditransfer melaiwi AFBD dan  digunalan untuk
membiaya]  penyelenggarnan  pemerintaban, pelaksanaan
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pembatigunan, pemnbinaan kemasyarakatan, dan
pemberdayaan masyarakat Nagari.
2] Dana desa schagaimana dimalcsud pada ayat (1) diatar sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal S0
Daerah dapat memperaleh insentif fiskal atas pencapaian Kinerja
bherdasarkan kKrnitetia tertentu sesuail dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Pasal 51

Pengalokasian transfer Pemeriniah Pusal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 44 ayat [1] hurid a dilaksanakan sesual dcngan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 53
Pendapatan bagi Hazil sebagaimana dimelktaud dalam Pasal 44 ayat
(3] hurul a mergpakan dana yang bermumber dari Pendapatan
Daerah yang dialokasikan kepada Dacrah lain berdazarkan angka
persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Fasal 53

(1) Bantuan keuangan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 44
ayat (2] huruf b merupakan dana yang diterima dari Dactah
lainnya baik dalam rangka kera sama antar Daerah maupun
untuk tujuan terténtu lainnya.

{2} Bantuan ktuangan sebapaimans dimaksud pade ayat (1)
terdiri atas:
&4 bantuan keuangan dari Daerah provinsi; dan
b, bantuan keuangan dari Daerah kabupaten/kota lainnya,

{(3) Bantuan Ikeuangan yang berasal dari provinei dan/fatau
kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat {2) terdiri
atag.

a. bantuan keuangan umum vang merupakan dana yang
diterime dari Daerah lainnya dalam rangka kerjnsama
Daerah stau pemeratnan peningkatan  Kemampuan
keuangan; danfatany

b. bantuan kevangan khusus yang merupakan dana yang
diterime dari Daerah lainnya untuk tajuan tertent.

Pasal 54
Lam-lam Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 huruf ¢ meliputi;
a. Hibah:
b. dana darnirat; dan/atau
C. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan,

Pasal 55
(1] Hibah se¢bapmmana dimaksud dalam Pasal 54 hurad a
menipakan bantuan berupa vang, barang, dan/atau jass yang
berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintab Deaerah lain,
masyarakat, dan badan usaha dalam nf:gc:n atau luar negeri
yang tddalt mengikat untuk  menunjang  peninghatan
penyelenpgaraan  Urusan Pemerintahan yang menjadi
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kewenangan Dacrah sesuai dengan  ketemtuan peraturan
perundang-undangan.

{2) Hibeh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengikat,
tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai
konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada
penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekoneini
biaya tinggi. '

Pasal 56
Dane darurat sebagaimana dimaksud delam Pasal S4 horual b
merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan Lepada
Dacrah pada tahap pasca bencane untuk mendanai Keperluan
mendesak yang diskibatkan oleh bencana yang tidak mampu
ditanggulangi oleh Daerah dengan menpgunakan sumber APBD
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pagal 57
Lain-lain  pendapatan sesuai  dengan  ketentuwan  peraturan
perundang-undangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 54
huruf ¢ merupakan pendapatan yang meliputi ;
#. pendapatan Hibah Dana Bansos; dan
b. pendapatan pengembalian hibah tahun sebelumnya,

Bagian Keempat
Belanja Dagrah

Pasal 5&

(1} Belanja Daerah disusun dengan mengpunakan pendekatan:

4. Herangka Penpgeluaran Jangica Menengah Daerah;
b. penganggaran terpadu, dan
¢. penganggaran berbasis Kinera.

(2] BEelanja Deerah =ebagaimens dimaksud pada ayat {1]
diprioritaskan dalam rengka mendanai pelaksanzen Urisen
Femerintahan yang menjadi kewenanpgan Daerah,

t3] Urusan Pemerintahen yang menjadi kewenangan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undenpgan.

(4] Urusan Pemerintahan Wajit sebagaimana dimaksad pada ayat
(2) terdiri atas Urusan wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan
Urusan Pemerintahan Wajibh yang tidak terkeit Pelavanan
Pasar,

(3] Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud pada
ayat [2) sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

(6] Belanja Daerah sebagaimena dimaksud pada ayat {1]
dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan
Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka
pemenuban Standar Pelayanan Minimal.

(7} Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib
yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dialokasikan sesuat
dengan kebutuhan Daerah.

{#] Belarmja Daerah wntuk pendanaan Urusan Pemerintahan
Fiihan dialckasikan sesual dengan pricritas Daerah dan
potensl yang dimiliki Dacrah.
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(1)

(2)

(1]

(2]

(3}

[4]

{5]

{6

i7)

1)

19

Pasal 09

Daerah wejib mengelokasikan belanjs untuk mendanai Urusan
Pemermtahan Daerah tertentu yang  besarannya  telah
ditetaphkan sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.,

Belanja Daerah yang berasal dari TED yang telah ditentukan
penggunaannya dianggarken dan dilaksanakan sesuai dengan
lketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60
Belanja Dacrah berpedoman pada standar harga satuan
regional, analisis standar belanje, danfatau standar teknis
gesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.,
Belanja Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat {1} dirinci
menunat:
Urusan FPemerintahoan Daerah:
organisasi;
Frogram,
Kegiatan;
sub Kegiatan
Jenis;
objel;
rincian objelk Belanja Daerah; dan
i. sub rincian objek Belanja Dacrah.
Standar harga satuan regional sebagai pedoman Belanja
Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat [1) ditindalklanjuti
dengan penetapan standar harga saruan oleh Bupati.
Standar harga scbagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup
standar harga untuk belanja operazi dan standar minjangan
Kinerja aparatur =ipil negara pada Pemerintah Daerah.
Standar harga untuk belanja operasi sehagaimans dimnaksud
pada gyat (4} disusun berdazarkean standar harga satuen
regional dengan mempertimbangkan kebubtihan, kepatutan,
dan kewajaran.
Standar tunjangan Kinerja apaeratur sipil negara pada
Pemerintahan Dacrah sebagaimens dimeksud pada ayat (4]
disusun denpgan paling sedikit mempertimbangkan capaian
reformasi birokrasi Dacrah, kelas jabatan, dan kemampuan
Kevangan Dacrah yang bersangkutan.,
Analisis standar belanja danfatay standar teknis sebagalmeana
dimaksud pada ayat (1] disusun berdasarkan penilaian
kewsjaran atas Beban kerje dan biaya vang diganakan untuk
melaksanakan suatu Kegiatan.
Analisis standar belanja dan/atau standar teknis dan standar
harga satizan sebapaimanea dimaksud pada ayat [1) dipunakan
untuk menyusun. rencana kerja dan angparan  dalam
penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang AFBD.
Ketentuan lebil: lanjut mengenai analisis standar belanja dan
startdar leknis sebagaimans dimaksud pada ayat {1)  dan
standar harga satman sebagaimana dimeksud pada ayat diatur
dengan Peraturan Bupati.

TR e R o

Pasal 61

Urusan Pemerintahan Dacrah serbagaimana dimaksud dalam Pasal
60 ayat {2} huruf a diselaraskan dan dipadukan dengan belanja

|
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negara yang diklasifikasiken menurut fungsi vang terdin atas:
. pelayanan umum;

ketertiban dan keamanan;

elanomi;

perlindungan linghungan hidup:

peruimahan dan fasilitas umum;

kesehatan:

pariwisata;

pendidikan; dan

perlindungan asosial.

L N

Belanja Daerall menurut organisasi sebagaimans dimeaksud dalam
Pasal 60 ayat (2} huruf b disesuaikan dengan susunan crganisasi
vang ditetapkan berdasarkan ketentian peraturan perundang-
undangan.

(1)

(2]

[3

(1]

<]

{3}

(4]

[S)

Fasal &2
Belanja Daerah menurnut Program, Kepiatan dan sub Kegiatan
zsebagaimana dimalksud dalam Pazal 60 ayat (2) huouf o, hural
¢, dan hwaf ¢ dizsesuaikan dengan Urusen Pemerintahan
Caerah  Dberdasarkan  ketentuan peraturan  perundang-
undangan.
Program, Kegiatan den sub Kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat {1] rinciannya paling sedildt mencakup:
a. target dan Sasaran;
b. indikater capaian Keluaran; dan
¢. indikater capaian Hasil.
Nomenklatut Program dalam Belanja Daerah scrta indikator
capaian Hasil dan indikator capaian Keluaran yang didasatkan
pada prioritas nasional disusun berdesarkan nomenklatur
Program dan pedoman penentuan indikator Hasil dan
indikator Keluaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 63
Klasifikasi Belanja Diaerah terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. helanja modal;
¢. belanja tidak terdupe; dan
d. belanja transfer.
Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat [1) haruf a
merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari
Pemerintah Dacrah yang memberti manfaat jangha pendek,
Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1] hurul b
merupakan pengellaran anggaran untuk perolehan asct tetap
dan aset lainnya yang member manfaat lebih dad 1 (satu)
pericde akuntansi.
Belanja tidak terduga sebagsimana dimaksud pada ayat (1)
hurnf ¢ merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD
untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak vang
tidak dapat diprediksi sebelummnya,
Belanja transfer sebagaimana dimeaksud pada ayat (1) hurul d
merupakan pengeluaran vang dari Pemerintah Daerah kepada
Pemerintah Daerah lainnye dan/atau dari Pemerintah Dacrah
kepada Pemerintah Magari.
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Pasal &4
Brlanja operasi sebagaimana dimaksnd dalam Pasal 63 ayat {1}
huruf a dirinci atas jenis:
belania pegawad;
Lelanja barang dan jasa;
Lbelarga bunga;
helarya subaidi;
kelanja hibah; dan
belanja bentuan sosial;
E-Elanja modal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1]
hurul b dirinei atas jenis:
belanja tanakh;
helanja peralatan dan mesin;
belanja gedunpg dan bangunan;
belanja jalan, jaringan dan irigasi:
belanja aset tetap lainnya; dan
belanja asét lninnya.
Eﬁlanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63
ayat (1) hurnf ¢ merupaks_n prngeluaran anggeran aias Beban
APBD untuk:
a. keadaan darurat termasik keperluan mendesak yang tidak
dapat diprediksi sebelumnya; dan
b. pengembalian atas kelebihan pembayaran ates petetitmaan
Daerah tahun sebelumnya.
Belanja (ransier acbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
{1} huruf d dirinci atas jenis:
a. belanja bapi Hasil; dan
b. belanja bantuan keuangan.

s on oo

MR an T

Pagsal 63

Belanja pegawal scbagaimana dimaksud dalam Fasal 64 ayat
[1) huruf a digunakan untuk menpangparkan kompensasi vang
ditetapkan aesitai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,

Kompensasi sebapaimane dimaltsud pada ayat (1) diberikan
kepada Bupeti/Wakil Bupati, pimpinan/anpggota DPRD, dan
Pegawaij ASN,

Belanja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan sczuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undanpan.

Pa=al 6&
Pemerintah Daerah dapat metmberikan tambahan penghasilan
kepada Pegawai ASN  yang disusun  paling  sedikit
memperimbanghan capaian reformasi birokrasi Daerah, kelas
jabatan, dan kemampuan Kevangan Dasrah, dan memperoleh
rersetujuan DFRD  sesuai dengan  ketentuwan peraturan
perundang-undangan,
Fersctujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaloulcat hersamaan dengan pembahasan KA.
Tambahan penghasilan sebhagaimana dimaksud pada avat (1)
diberikan berdasarkan perlimbangan:

35



[4)

(3]

(&)

(7]

(8}

{2

[10]

{1}

(2)

(3]

(1}

Beban kerja;

tempat berbagas;

kondisi kerja;

kelangkaan profesi;

prestasi kerja; dan/atan

- pertimbangan objektf lzinnya.

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan Beban
kerja scbagaimana dimaksud pada ayat (2] haruf a didasarkan
pada Beban keija yung diberikan kepada Pegawai ASN yang
melampaui Beban kerja normal.

Tambahan penghesilan  berdasarkan  tempat bertugas
sebagaimana dimaksud pada avat i2) huruf b diberikan kepada
Pegawal ASBN yang dalam melaksanaken tugasnya berada
dilraerah yang meriliki tingkat kesulitan tinggi dan Dacrah
terpencil.

Tambahan  penghasilan  berdasarkan  kondisi  kerja
zebagaimana dimalrsud pada ayat (2) hurul ¢ diberikan kepada
pegewat ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada
lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
sebagaimana dimaksud pada ayat [2) huruf d diberikan kepada
Fegawai ASN wang dalam mengemban tugazs  meruliki
keteramnpilan khusus dan langka.

Tambahan  penghasilan  berdasarkan  prestasi  kegja
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf e diberikan kepada
Fegawai ASN yang memilili prestasi kerja yang tinggi dan/atau
INoOYVaEL,

Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektil
lainnya sebagaimane dimaksud pada ayat {2) huruf £ diberikan
kepada Pegeawai ABN sepanjang diamanatkan oleh peraturan
perundanpg-undangan. :
Pemnberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN Daerah
scbagaimana dimaksud pada ayat (J) ditetapkan dengan
Peraturan Bupati sesuai ketentuan  peraturan perundang-
undatigen.

RS ODE

—h

Paszal 67
Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah di luar
tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi
30% [tiga puluh persen) dari total belanja APED,
Dalam hal persentase belanja pegawai s¢hagaimana dimaksud
pada ayat (1) telah melebihi 30% [Hga puluh persen), Dasrah
harus menyesuaikan porsi belanja pegawai delam waktu 5
(lima) tahun sesuad dengan Ketcntuan peraturan perundang-
undangati,
Besaran persentase belanja pegawai sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pazal 63
Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
B4 ayat (1) huraf b digenakan untuk menganggarkan
pengadaan barang/jasa vang nilaj manlzatnya kurang dari 12
(dua belas) bulan, (ermasuk barang/jasa wang alcan
diserahkan atau dijual kepada maayarakat, pihak ketipa.
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Pengadaan barang/jusa sebagaimana dimaksud pade ayat (1)
dalam rangka melaksanakan Program dan  Kegiatan
Pemenntahen Deaetral:,

Fenggunaan dan penganggaran objek dan jenis belanja barang

dan jasa terdird atas:

a. belanja Barang digunakan wntuk  menganggarkan
péngadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak
habis pakei, dan barang bekas dipakai;

b. belanja jase digunakan untuk mengangearkan pengadean
Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 {dua belas)
hulan;

¢. belanja pemeliharaan;

d. belanja perjalanan dinas; dan

e. belanja uang dan/atau jasa.

Belanja barang daen jasa berupa pemberian usng yang

diberikan kepada masyarakat/pihak lain dianggarkan untuk

pemberian uang kepada ASN dan Nan ASN, masyarakat dalam
rangka mendukung pencapaian target Kinerja Kegiatan dan

Sagaran Program yang tercantum dalam RPJMD dengan

memperhatikan  kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan

efektifitas.

Belanja barang dan jasa berupa pemberian uvang vang

diberikan  kepada masyarakat/pihak lain sebagaimana

dimaksud pada ayat [4) diberikan dalam bentuk:

pemberian hadiah yang bersifat perlombaan:

penghargaan atas suanl prestasi,

pemberian beagiswa kepada masvarakat;

penanganan  dampak  sosial kemasyarakatan akibat

penggunaan  tanah milik Pemerintah Daerah untuk

pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan
non proyek strategis nasional sesusi denpgan ketentuan
peraturat perundang-undanpgan;

€. transfer ke Daerah dan dana desa yang penggunaznnya
sudah ditentukan sesuai dengan keteptuan peraturan
perundang-undangan;

. bantuan fagilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau

g- belanja barang dan jasa berups pemberian vang lainnya
yang diamenatkan oleh peraturan perundang-undangan,

e OR

Fasal 50
Belanja bunga scbagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1)
hurul ¢ digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga
Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan
perjanjian pinjaman.
Belanja hunga sebagsimana dimaksud pada ayat (1] berupa
belanja bunga Utang pinjaman dan belanja bunga Utang
obligasi,
Kewajiban  pembayaran bunga Utang  dianggarkan
pembayarannya olch Pemerintgh Daerah dalam APBD Tahun
Anpggarat herkenaan, :
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan bunga Utang
yang tidak berazal dari pembayaran ates kewajiban pokok
Utang, vang dianggarkan pembayarannya delam APBD tahun
anggaran berkenaan.
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Pembayaran dianggarkan pada SKPD/Unit SKPD yang
melaksanakan PPK BLUD dan SKPD yang rnelaksanakan
fungsi PPED /SKPD terkait.

Pogal 70
Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal &4 ayat {1}
huri! d digunekan agar harga jual produksi atew jase yang
dihasilkan oleh badan ussgha milik negara, BUMD dan/atau
badan usaha milik swesta, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan  schingga dapat  terjangkau  oleh
masyarakat.
Badat useha milik negara, BUMD dan /atau badan usaha milik
swasta =ebagaimena dimaksud pada ayat (1) merupakan
badan yang menghasitkan produk atau jasa Pelayanan Dasar
masyaralat,
Badan usaha milik negara, BUMD, badan usaha milik swasta,
danatau badan hukum Iain sebagaimane dimaksud pada avat
{2} yang akan diberikan subaidi terlebih dahuly dilakukan
audit keuangan cleh kantor akuntan publik sesuai denpan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik sebagaimana
dimaksud pada ayat (3], pemeriksaan dengan tujuan tertentu
dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan
ditetapkan oleh Bupati.
Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3 mcrupakan
bahan pertimbangan untuk memberilan subsidi.
Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBED,
penerima subeidi sebagaimena dimaksud pada ayat (1} wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan
dana subsidi kepada Bupati.
Pemerintah Paerah menganggarkan belanja subsidi dalam
APBD tahun anggaran berkenaan pada SKPD terkait.
Ketentuan lebih lanjut mengenaj tata cara pemberian dan
pertanggungjawaban subsidi diatur dengan Peraturan Bupati
scsuai dengan Kettntuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71
Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1]
huruf e diberikan kepada:
Permerintah Pusat,
Petritnntah Daerah lainoys;
Badan usaha milik negara;
BUMD:
Badan dan lembagsa; dan /atau
Organisasi kemasyarakatan vyang berbadan hulum
Indonesia.
Belanja Hibah sebapgaimana dimaksud pada ayat 1] dapat
berupa uatg, barang, dan/ateu jasa untuk menunjang
peningkatan penyclenggaraan urusan pemerintahan sesuad
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
Pemberian belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak
wajib dan tidak mengikat, serta tdak secara terus mencrus
setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
kctentuan peraturen perundang-undangan.
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Pemberian hibah scbagaimana dimaksud pada avat (1)
ditujulzan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan
Kegiatan Pemerintah Daerah sesual kepentingan Daerah
dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan,
pembanpunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan
asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk
masyarakat.
Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan
Eeuangan Daerah setelah mempriontaskan pemenuhan
belanja  Urusan Pemerintahan Wajibh dan Urusan
Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-uindangai,
Penpangparan Belanja hibah dianggarkan pada SKFD terkait
dan dirinci menurut cobjek, dan sub dncian objek pada
Program, Kegiatat, dan sub Kegiatan sesuai dengan tugas dan
fungsi perangkat Dacrah terkait.
Dalam hal terdapat belanja hibah yang bukan merupakan
wrusan dan kewenangan Pemerintah Daerah scsual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yanp menunjang
Program Pemenntah Deerah, belanja hibah dianggarkan pada
perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan
Umum sesuai dengan ketentuan peraturan  perandang-
undangan.
Pemberian hibah memenuhi kriteria paling sadikit
&, peruntukannya secara spesilik telah ditetapkan;
b, bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
e. tidak tarus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

1. kepada Pemerintah Pusat dalam rangka menduloung
penvelenggaraan Pemerintahan Daerah sepanjatip tidak
tampang tindih pendenaannya dengan APEN sesuni
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

2. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah
atau Pemerintah Craerah sesuai dengan
kewenangannya berdasarkan Letentuan peraturan
petundang-undangan:

3. partai pohtk; danfatay

4. ditentukan lain oleh peraturan perundang-vndangan.

d. memberikan niled manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam
mendukung  terselenggaranya  [ungsl  pemerintahan,
pembangunan den kemasyaralatan; dan

c. memenuhi persyaratan penerima hibah.

Peneritna hibah bertangpungjawab secara fortnal dan material

atas penpgunaan hibabh yang diterimanya.

ketentuan lebih lanjut mengenal perayvatratan dan tata cara

pemberian hibah diatur dengan Feraturan Bupati sesuai
denpgan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 72
Belanja bantuan sogial scbagaimana dimaksiad dalam Pasal 64
ayatl (1] hurwl I dipunakan untul menganggarkan pemberian
bantuan berupa vang danfataun barang kepada:
a. individu;
b. keluarga;
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c. kelompok; dan/atau

d. masyaralkat.

Belanja bantuan sosial sebagaimans dimaksud pada ayat [1j

bersifat tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan

untuk melindung dari kemungkinan terjadinya risiko sosial,

kecuali dalam kendaan tertentu sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dapat berkelanjutan.

Risiko sesial sebagaimana dimaksud pada ayat (2] merupakat

kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis

sosial, krists chonomi, kiisis politik, fenomena alam, atau

bencana alamm yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial

akan semalin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi

wajar,

Eeadaan tertenty dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksnd

Pada ayat (2) diartikan bahwa bantian sosial dapat diberikan

setlap tahun anggaran =ampai penerima bantuen telah lepas

dari risiko sosial,

Belanja bantuan sosial sehagaimana dimakaud pada ayat [1}

diangearkan dalam APBD  zesuaj dengan  ketmampuan

Kevangan Daergh  sctelah  memprioritaskan  pemenuhan

belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan

Pilihan, kecuali ditentukan lain sesual dengan Ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja bantuan sesial sebagaimana dimaksud

pada ayat (3] dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci

menurut ehiek, dan sub rincian objek pada program, Kepiatan,

dan sub Kegiatan sesuai dengan tuges dan fungsi peranpkat

Dragrah terkait,

Pembrerian bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:

a, seleldil

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan,

c. bergifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam
keadaan tertenty dapat berkelanjutan: dan

d. sesuai tujuan pengpunaan, yang meliputi;

rehahilitazi sosial;

. perlindungan sosial;

- pemberdayasn sosial;

- jerminan spsial,

. penanggulangan kemiskinan: dan

. penanggmalangan bencana,

Fenerima bantuan sgsial bertanpgungiawab sccara formal dan

material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaraten dan tata cara

pemberion Bantuan Sosia! diatur dengan Peraturan Bupati

zgsual dengan ketentuan peraturan perundang-undanpan.

mcn.nmmr

Pasal 73
Belanja medal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2]
digunakian untuk menganggarkan penpeluaran yang dilakulan
dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
Pengadaan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memenuhi britersa:
2. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
b, digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah: dan
¢, batas minimal kapitalisasi aset.
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Stlain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengadaan

aset tetap juga memuat kriteria lainnya:

8. bernrajud;

b. biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;

c. tidak dimalksudkan untuk dijual dalam coperasi normal
cntitas; dan

d. dipercleh atau dibangun dengan  maksud  untuk
digumakan,

Batas minimal kapitalisasi aset sebagaimana dimakeud pada

ayat (3] huruf ¢ diatur dengan Peraturan Bupati. '

Aset tetap scbagaimana dimaksud pada ayat [2) dianggarken

dalam belanja modal sebesar harga beli atau bangun aset

ditambah  zeluruh  belanja yang  terkait  dengan

pengadaan/pembangunan aset sampai eset slap digunakan.

Pazal 74

Belanja modal sachagaimana dimaksud dalam Pasal 73

meliputs:

2. belanja tanah, dipunakan untuk menganggarkan tanah
yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam
Kegatan operagional Pemerintah Daecrah dan  dalam
kondisi siap dipakasi;

b. belanja peralatan  den mesin, digunakan untuk
menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan
kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan
peradatan leinnya yang oilainya signifikan dan masa
manfaamya lebih dari 12 [dua belas) bulan dan dalam
kondisi siap pakai:

c. belanja bangunan dan gedung, digenakan untuk
Imenganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh
gedung dan bangunan vang dipcreleh dengan maksud
untuk dipakai dalam Kegiatan operasional Pemerintah
[raerah dan dalam kondisi siap dipakad;

d. belanja jalan, jaringan, dan irigasi digunakan untuk
menganggarkan jalan, jaringan, dan irigasi mencakup
jalan, janngan, dan irigasi yang dibangun oleh Permnerintah
Daerah serta dimilild danfatay dilkuasai oleh Pemerintah
Daerah dat dalam kendisi siap dipakei;

€. belanja  aset tetap lainnye, digunakan  untule
menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap
yang tidak dapat dikelompekkan ke dalam kelompok aset
tetap sebagaimana dimaksud pada huruf a sampad dengan
huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk Kegiatan
operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap
dipakai; dan

. belanja a=et lainnya, digunakan untuk menganggarkan
ascl  tetap yang tidak digunakan untuk  keperluan
operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi
aset (etap, dan harus disajikan di pos aset lainnys scsuai
dengan nilai tercatatnya.

Belanja aset lainnya sebagaimana dimeksud pada ayat {1)

huruf { berupa aset tidak berwujud dengan kriterda;

a. dapat diidentifikasi:

b. tidak mempunyai wujud Reik;

e. dimilidd untuk digunakan dalam menghasitkan barang atan
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jasa atan digunaksn untuk tujuan lainnya termasuk hak
atas kekayaan intelekhaal:

d. dapat dikendalikan oleh entitas; dan

¢. memiliki manfaat ckonomi mesa depan.

Pasal 75
Daecrah wajib mengalcleasikan belanja infrastrgkiar pclayanan
publik paling rendah 40% {empat puluh persen) dari total
belanja, APBD di luar belanja bagi Hasil danfatau transfer
kepada Nagar.
Dalam hal persentase belanja infrastrulitur pelayanan publik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belumn mencapai 40%
[empat pulub persen), Daerah harus menyesuaikan porsi
belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 flima)
tahun  sesuai dengan ketentuan peraturan  perundang-
undangan.
Besaran persentase belanja scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dapat disesuaikan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan, '

Fagzal 76

Belanja tidal terduga sebapaimana dimaksud dalam Pasal 64

ayat (3] huruf a dalamn keadaan darurat meliputi:

A. bencana alam, bencana non-zlam, bencana  soszial
dan/atan kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertelongan; dan/atau

¢. Keruzakan sarana prasarana yang dapat mengganggu
Kegiatan pelayanan publik,

Belanja tidak terduga scbagaimana dimaksud dalam Pasal 65

ayat [2) huraf a untuk keperluan mendesak meliputi:

a. kebutuhan Daerah dalam rangka Pelayanan Dasar
masyarakal yang angparannya belum tersedia dalam tahun
anggaran berjalan;

b. Belanja Dagrah vang bersifat mengikat dan belanja yang
bersilat wajib sebagal berikut:

1. Belania Dacrah yang bersilat mengikat merapakan
belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan
harus dialgkasikan ol¢h Pemerintah Daerah dengan
jumlah yang cukup untuk kepertuan setiap bulan
dalam tahun angparan berkenaan; dan

2. Belanja Dacrah yang bersifat wajib merupakan belanja
untuk  terjaminnya Kelangsungat  pemenuhan
pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat.

e, Pengeluaran Daerah yanp berada diluar kendali Pemerintah
Dacrah dan tidak dapat diprediksikan sehelumnya, seria
atnanat peraturan perundang- undangan; dan fatag

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan
menimbulkan kerugian vang lebih besar bagt Pomerintah
Daerah danfatawn masyarakat,

Kriteria keadasn darurat dan  keperluan mendesak

sebagaimana dirpaksud pada ayat (1} dan ayat (2] ditetapkan

dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.
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Pasal 77
(1) Dalam hal belanja tidak terduga tidak menculoupl,
pengeluaran uniuk keperluan keadaan darurat dan kepecluan

mendesak sebagaimana dimaksud dalam  Pagal 76,

penganggaraniya menggunakan:

a. dana dari Hasil penjadwalan ulang capaian Program dan
Kegiatan lainnya serta pengeluaran Fembiavaan dalam
tahutl angearan berjalan; dan/etax

b tmemanfaatkan kas yang tersedia.

{2} Penjedwalan ulang capaian Program dan Kegiatan
sebagzumnana dimaksud pada ayat (1) huryl a diformulasikan
terlebih dahulu dalam perubahan DPA SKPD,

Pasal 78

{1] Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum
tersedia anggarannys, diformulasikan teriebih dahulu dalam
RKA SKPD, keecuali untuk kebutuhan tangpap dararat
bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

(2] PBelanfa untuk lkebutuhen tangpap darurat bencana, kenflik
sosial dan/atau kejadian Juar bigsa sehagaimana dimaksud
pada ayat {1} digunakan stsuai dengan ketentuan peratiran
perundang-undangan,

(3] Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang
belum tersedia angearannya danfateu tidak cukup tersedia
angegarannya, diflormulasikan terlebibh dabulu dalam RKA
SKPD dan/atau Perubahan DFA SKPD.

Pasal 79
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran,
pelaksanaan, pertanggungjawaban, pelaporan, serta monitoring
ddan evaluasi belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal ¥5 sampal dengan Pasal 78 diatur dengan Peraturan Bupati,

Pasal 80
Belanja bagi Ha=il sebagaimeana dimaksud dalam Pasal &4 ayat (4
hurnaf a dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

FPasal 81

(1} Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 64 ayat [4) hurul b diberikan kepada Daerah lain dalam
rangka Kerja sama Dacrah, pemerataan peningkatan
kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertenty lainnya.

(2) Bantuan keuangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daeraly setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan
Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan scrta alokasi helanja
yang diwajiblkan gleh peraturan perundang-undangan, kecuali
ditenfukan lain sesual dengan  ketentuan peraturan
perundang-undangan. '

(3] Bantuan keuangan sebageimana dimsksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a, bantuan keuangar kepada Pemerintah Daerah provinsi;
b. bantuan  keuangan  kepada  Pemerintah  Dacrah
kabupaten/kota; atau
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¢. bantuan keuangan kepada Magari.

Bantuan keuangan sebagzimana dimaksud pada ayat (3}
bersifat urmum atau khusvs, _
Feruntukan dan pengelolasn bantuan keuangan yang bersifat
umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4 diserahkean
kepada Pemerintah Daerah provinsifkabupaten fkota ! Nagan
penerima bantuan,

Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat lthusus
sebagaimena dimaksud pada ayvat [4) ditetapkan oleh
Pemerintah Diaerah dan pengelolaannya diserahkan kepada
prenenme bantuan.

Pemenntah Daerah dapat mensyaratkan penyediaan dana
pendarmnping dalam APBL Pemerintah Daerah
provinsifkabupaten fkota penerima bantuan ataw anggaran
pendapatan dan belanja Nagari penerima bantuan,

Ketentuan lebih lanjur mengenai tata cara penpanggaran,
pclaksanaan, pertanggungjawaban dan  pelaporan  serta
monitoring dan evaluasi belanja bantian keuangan ditetapkan
dengan peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Fembiayaan Daerah

FPargpral 1
Umum

Fazal 82
Pembiavaan Daerah terdiri atas:
a.  penerimagt Pembiayaan; dan
h. pengeluaran Pembiayaan,
FPemnbiayaan Daerab sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dinnci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi,
Jenis, objek, dan rincian objek Pembiayaan Daerah,
Penerimaan Pembiayaan Daerah sebapeimana dimaksud pada
ayat {1} hurul & bersumber dari:
SiILEA;
pencairan Dana Cadanpan;
Hasil penjualan:kekayaan Daerah yang dipisahkan;
petertinasan Pinjaman Daergh;
penerimaen kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
dan/atau
{. penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan Lketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran Pemblayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1}
hurul b dapat digunakan untuk Pembiayaan:
pembayaran cicilan pokok Utanp yang jatuh tempo;
penyertaan modal dasrah:
pembentukan Danga Cadangan;
Pemberian Pinjaman Daerah; dan fatay :
pengeluaran pembiayaan lainnya  sesuad dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Fembiayaan neto merupakan selisth penerimaan Pembiayaan
terhadap pengeluaran Pembiavasan.
Pembiayaan neto sebapeimana dimaksud pada ayat (5
digunakan untuk menutup defisit anggaran.
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Paragraf 2
Penerimaan Pembiayaan

Pagal 32

BiLPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3] hursf a
bersumber dari:

a.
b.
c.

d.
e
I

2
{1}
r2)

[3)

(<

[}

{6]

(1

2]

(3]

pelampavan Penerimaan PAD;

pelampauan Penerimaan Pendapatan transfer;

pelampauan Penerimaan lain-lain  Pendapatan Daerah yang
sah;

pelampavan Penerimaan Feoibiayaan;

pernghematan belanjs;

kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahum
behum ter=elesaikan; dan/atan

tisa dana akibat tidak tercapainya capaian tarpst Kinerja dan
siza dana pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 84
Pencairan Dana Cadangan =ebagaimana dimaksud dalam
Pasal B2 ayat (2} hurof b digunakan untuk menganggarkan
pencairan Pana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke
Rekening Kas Umum Dasrah dalam  tshin  anpgaran
berkenasan,
Jumlah Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
se=zual dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan
Daerah tentang pembentukan Dana Cadangan bersangkutan.
Pencsuran Drana Cadangan datarn 1 (satu) tahun angparan
menjadi penerimaan Fembiayaan APBD datam tahun anggaran
berkenagn.
Dalam hal Dana Cadangan sebagaimansa dimaksud pada ayat
(1] belum digunakan gesual dengan peruntukannya, dana
tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yanpg memberilcan
Hasil tetap dengan risiko rendah.
Posisi Dana Cadangan dilaporkan sebapai bagian yang tdak
terpiaahkan dari laporan pertanggungjawaban AFBD.
Penggunaan atas Dana Cadangan yang dicairkan dari rekening
Dana Cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah =sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam SKPD pengguna
Dana Cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesnai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85
Hasil penjualan kekayaan Daerah vyang dipisahlkan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) hurul c
dilakukan szesuai dengan ketentuan peraturan perundabg-
undangsn.
Penerimean atas Haszil penjualan kekayaan Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat {1} dicatat herdasarkan
bukti Penerimaan yanp =ah,
BEulkti penerimaan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] meliputi:
dokumen lelang;
akta jual heli;
nota kredit; dan
dokumen sejenis lainnya.
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Pazal &

(1} Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pazal 82 ayat (3] huref d didasarken pada jumlah pinjaman
yang akan diterirna dalam tahun anggaran berkenasn sesuai
dengan yang ditetapkan  dalam  perjanjian  pinjaman
bersangkutan.,

{Z} Penerimaan Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dapat bersumber dari:

&, Pemerintah Pusat:

b. Pemerintah Daerah lain;

v. lembaga kenangan bank;

d. lembaga keuangan bukan bank; dan/atau
¢, masyarakat,

{3} Penerimean Pinjamen Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat [l} dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Pasal 87
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Fasal 82 ayat {(3) huruf ¢ dipunakan untgk
menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yanp diberikan
kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan  Retentuan
peraturan perundang-undangarn.,

Pazal 88 :
Penerimaan Pembiayaan lainnya sehagaimana dimaksud dalam
Pagal 82 ayat {3 huruf { dipunakan untuk menganggarkan
pencrimaan  Pembiaysan lainnya sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Patragraf 3
Pengeluaran Pembiayaan

Pasal 83

Pembayaran cicilan pokok Utang sebapaimana dimaksud dalam
Pasal 82 ayat (4) huruf a digunakan untuk menganpgarkan
pembayaran pokoek Utang yang didasarkan pada jumlah yang harus
dibayarkan  sesuei  dengan  perjanjiian  pinjaman  dan
pelaksanaannya merupakan prierite: utama  dari seluruh
kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam tahun
anggaran berkenaan berdasatkan perjanjian pinjaman.

Pasal 90

(13 Fembiayaan Utang Daerah terdiri atas:

2. Pinjaman Cacrah;
b. Obhgasi Daerah, dan
¢. Sukuk Daergh,

{2} Pembiayaan {tang Daerah sebapgaimana dimaksud peda ayat
[1] digunakan untuk membiayal Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan Dacrah.

{3} Pemenntah Daerah dilarang melakukan Pembiayaan langsung
dari pihak luar negeri.

(4] Nilai bersih maksimat Pembiayaan Utang Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat {1} dalam 1 [sati) tahun anggaran terlebih
dahulu mendapat persetujuan DPRD,
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(32
{6}

(1

(2}
(3}

(1)

(2]

(1]
{2)

(1]
(2]

(3]

(1

Persetujuan DPRD scbagaimana dimaksud pada ayat [3)
diberikan pada saat pembahasan APBD,

Dalam hal tertentu, Bupati dapat melakukan Pembiayaan
melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui DPRD
eebagaimana dimaksnd pada ayat [4) dan dilaporkan sebagad
perubahan APBD tahun yang bersangicitan,

Pasal o1
Finjaman Dacrah sebagaimeana dimaksud dalam pasal %8 ayat
(1) dapat bersumber dari:
a. Pemetintah;
b. Pemerintah Daeralh lain;
¢. lembaga kenangan bank:; dan fatan
d. lembaga keuangan bulan bank.
Pinjaman Daerah dapat berbentuk konvensional atau syariah.
Pinjaman Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
pemberi  pinjaman  dan  sesuai ketentuen  peraturan
perundatgar.

Pasal 92
Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah sebagaimana
dimaksud Pasal 90 ayat {1) horuf b dan ¢ dilalkoukan dalam
rangka:
a, pembiayaat pembangunan infrastruktur Daerah;
b. pengelolaan portofolio Utang Daerah; dan/ ataw
C. Penerlsan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada
BUMD atas dana Hasil penjualan Obligasi Dacrah dan
Sukuk Daerah.
Ubbgasi Daersh dan Sukuk Daerah sebagsimana dimaksud
pada ayat (1] dilaksanakan scsuai ketentuan peraturan
perundang-undanpan,

Pasal 93
Pemerintahh Daerah dilarang memberikan jaminan  atas
Pembiayaan utang pihak lain.
Barang rmlik Daerah tidak dapat dijadikan jaminan atau
digadaikan untuk mendapatkan Pembiayaan Utang Daerah,
FPasal 44
Pemerintah Dacrah wajib membayar kewajiban Pembiayaan
Utang Draerah pada saat jatuh tempo.
Dana untuk membayar kewajiban Pembiayaan Utang Daerah
scbagaimana dimaksud pada ayat {1) dianggarkan dalam AFED
zampai derpgan berakhirnya kewaijiban.
Dalarm hal Pemerintah Daerah  tidak menganggarkan
pernbayaran  kewajiban  Pembiayaan Utang  Daersh
sebagaimana dimaksud pada ayat [2}, Bupati dan DFPFRD
dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak
keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
ufidangan =elama & (enam) bulan.

Fazal 95
Dacrah dapat melalueken penyertaan modal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 ayat (4] hurw! b pada BUMD
dan/atau badan usaha milik nepara.
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(2]

(3]

(4)

(1)

(2

(1

[2)

(3]

(<

(2}

(1)

(L}

(3]

Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebapaimana dimalksad
pada ayat (1] dapat dilaksanakan apabila jumlah yang
akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah
ditctapkan dalam Peraturan [Daersh mengenai penyertaan
modal Daerah.
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada avat (2)
ditetapkan sebelum persetijuan bersama antara Bupati dan
DPED atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBED,
Fenyertaan modal sebagaimane dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan sesual  dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 96

Pemenuhan penyertaan modal pada tahun schelumnya tidak
diterbitkan Peraturan Daerah tersenditi scpanjang jumlah
anggaran penycrtaan madal tersebut tidak melebili jumntah
penyertaan medal yang telap ditetapkan dengan Peraturan
Lvacrah mengenal penyertaan modal Daerah.

Dalamn hal Pemerintah Daerah akan meénambah jumlah
penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang
telah ditetapkan . dengan Peraturan Daerah  mengenai
penyertaan modal, Pemerintah Daerah melalukan perubahan
Peraturan Dacrah mengenal penyertaan model yang
bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. '

Pasal o7
Dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal, Pemetintah
Dacrah menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah
yang dituangkan dalam doltumets rencana Kepiatan investasi,
Dolumen rencana Kegiatan investasi sebagaimena dimaksud
padea ayat (1) disusun oleh FFKD selaku pengelola investasi dan
disctujui oleh Bupati,
Berdasarkan  dolumen  rencana  Kegistan  investasi
sebapaimana dimeksud pada ayat (2] Pemerintah Daerah
menyLsuh anahais penyertaan modal.
Analisis penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dilakukan aleh penasehat investasi Daerah yang ditetapkan
oleh Bupati.
Analizis penyertaan medal sebapaimana dimaksud pade ayat
{4) berupa Haszil analisis penilalan kelayakan, analisis
portofolio dan analizis resike.

Paszal S&
Pembentubkan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 82 ayat (4) huruf ¢, penggunasnnya diproritaskan untuk
mendanai kebutuhan pombanpunan prasarana dan sarana
Daerabh yang lidak dapat dibebankan dalam 1 {sanl) tahun
ANTEATaLT,
Pembentukan Dana Cadangan scbagaimana dimaksud pada
ayat |1) dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pembentukan Dane Cadangan sebagaimana dimaksud pada
ayak (1) bersumber dari penyizikan atas Penernmaan Dacrah
kecnali dari:
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DAK;
Finjaman Daerah; dan
C. peonerimaan lain yang penggunasnnya dibarasi unmk
pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan
perlindang-undangan.
{4} Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud padea
ayat (1) ditempatkan delam rekening tersendiri delam FKUL,
(5] Pembentukan Dana Cadangan scbagaimana dimalsud pada
avat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang
pembentukan Dana Cadanpgan.
6] Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
ditetapkan sebelum persetuijuan bersama antars Bupati dan
DPED atas rancangan Peraturan Diacrah tentang APBD.

A

Pasgal 09

(1} Pemberian Finjaman Daerah scbagaimana dimaksud dalam
Fazal 82 ayat (4 hurul d digunakan untuk menganggarkan
Pemberian Pinjaman Daerah yang diberikan kepada
Pemerintah Pusat, Pemerintah Dagrah lainnya, BUMD, badan
usaha milik negara, koperasi, dan/atau masyarakai.

(2] Pemberian Pinjaman Daerah dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan DPRLDY

(3} Persetujuean DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
menjadi bagian yvang disepakati dalam KUA dan PPAS.

(4} Kctentuan mengenei tata cara pemberian Pinjaman Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} sampai dengan ayat (3]
diatur dengan Peraturan Bupat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Fasal 100
Pengeluaran Pembiayaen lainnya sebagaimana dimaksud daldm
Fasal 32 ayal {4) huruf e digunaken untuk menganggarken
pengeluaran  Fembjayaan lainnya sesual dengan ketcntuan
peraturan peruandang-undangan.

Bagian Keenam
Sutplus dan Defisit

Pasal 101

(1) Seligih attara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran
Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit
AFBD.

[d) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan
uniuk pengeluaran Pembiayaan Dacrah yang ditetapkan dalam
Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksangennya sesuai
denpan ketentuizan peraturan perundang-undanpan.

(3] Dalarm hal APED diperkirakan defizit, APBD dapat didanai dari
penerimaan Pembiayaan Daerah yang ditctapkan dalam
Feraturan Daerah tenteng APBD yang pelaksanaannya sesuai
dengan ketentuen peraturan perundang-undangan.

Paosal 102
Penggunaan surplus AFBD divtamakan untuk:
a. pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo;
b, penyertaan modal Daerah;
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pembentuken Dans Cadangan;

Pemberian Pinjaman Dagrah; dan/fatau

pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengen ketentuan
peraturan perundeng-nndangan.

Pazal 103

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada
Menteri dan menteri yang menyclenggarakan Urusan Pemenntahan
di bidang keuanpgan setiap semester dalam  tahun anggaran
berkenaan,

Pasal 104

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi defisit APBD kepada
Menterr dan menteri yang menyclenggarakan Urusan Pemerintahan
i bidang kevangan sctiap semester dalam tahun anpgaran
berkenaan.

{1
[

(1]

(2]

(1

(2]

{3}

. Pasal 105
Defisit APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 harus
dapat ditutup dar Pembiayaan neto.
Pembiayaan neto sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan selisih antara penerfmaan Pembiayaan dengan
pengeluaran Pembigyaan.

Pasal 106

Penerimaan Pembiayaan Dacrah yang bersumbetr dard jenis
SILPA tahun sebelumnya dikecvalikan yang penggunaannya
dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan,
Palam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan Pembiayaan
untuk menutupi defisit tersebut yang diantaranya dapat
bersumnber dari :
a. SILPA tahun sebelumnya;
b. petcairan dana cadangan:
c. Hasil penjualan kekayaan Dracrah yang dipisahlan;
d. Pinjaman Daerah; dan
e. penenmaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangarn,

Eagian Ketujuh
Optimalisasi SiLPA untuk Belanja Deerah

Pasal 107

Dalam hal terdapat 3iLPA  yang telah ditentukan
penggunaatinya berdasarkan peraturan perundang-undangan
pada tehun anggaran  sebelumnys, Daerah  wajib
menganggarkan SiLPA dimalcsud SESL1A] dengan
PEOgEUNnaannya.

Dalam hal SiLPA Daerah tinpgi dan Kinerja layanan tinggi,
SILPA dapat diinvestazikan danfatau digunakan untuk
pembentukan Dana Abadi Dasrah dengan memperhatikan
kebutuhan yang menjadi prieritas Daerah yang harus
dipenuhj.

Dalam hal SiLPA Daerah tinggi dan kinerja layanan rendah,
Pemerintah dapat mengarahkan pengeunaan SiLPA dimaksud
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(4]

(S

{1]
(2]

(3]

()

(3]
{5)

untuk belanja infrastruktur pelayanan publik Dacrah yang
bercrientas) pada pembangunan ekonomi Daerah.

Pemilaian Kinerja layanan sebapgaimana dimaksud pada ayat [2)
dan ayat {3} menggunakan Hasil penilaian Kinerja yang herlal
untuk penghitungan DAU.

Optimalisas=i SiLPA untak Belanja Dasrah berpedomean kepada
ketentuan perafuran perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pembentukan Dana Abadi

Pagal 108

Daerah dapat membentuk Dana Abadi D'aerah yang ditetapkan
dengan Peraturan Dacrah.
Fembentukan Dana Abadi Dacrah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1} déngan mempertimbangkan kapasitas fiskal
Daerah dan pemenuhan kebutnhan ifrusan Pemerintahan
wajib yang terkait dengan Pelayanan Dasar publilc.
Hasil pengelolaan Dana Abadi Dacrah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditujukan untuk:
&, mempergleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau

manfaat lainnya yang ditetapkan sebelurnnys;
b. memberikan sumbanpan kepada penerimaan Dagrah;dan
c. menyelenggarakan kemanlaatan umurm lintas generasi.
Dana Abadi Daerah sebagaimana dimabsud pada ayat (1)
dikelola oleh BUMD atauw BLUD,
Pengelelaan Dana Abadi Daerah dilabukan dalam investasi
vang bebas dan risike penurunan nilal.
Hasil pengelolaan Dana Abadi Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat [3) menjadi Pendapatan Daerah.

BAB 1V
PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Bapgian Kesaty
UImugn

Pasal 109

Fermyusunan Rancangan APBD dalam Peraturan Daeragh ini
meliput penpaturan mengenai:

a.
b.
e.

KUA dan PPAS;
REA SKPTy: dan

Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kedua

Kebijakan Umum Anggatan Pendapatan dan Belanja Daerah dan

2y

12)

Prioritas Piafon Anpgaran Sementarag
[Pasal 110
XUA mempakan dokumen  yang memuat  kebijakan
pendapatan, belanja dan Pembiayaan serta asumsi untuk
perwode | (satu| tahun.
EUA sebagaimana dimaksud pada ayat [1] dijabarkan dalam
PPAS yang merupakan program prioritas dan batas maksimal
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{3}

tH

(1]

(2]

{1]

{2}

(-3

(4]

(1]

f2)

anggaran yang diberikan pada SKPD untuk setiap program,
Kegiatan dan sub Kegiatan.

Rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaltsud
pada ayat (1) dan ayat (2} disusun oleh Bupati berdasarken
REFD dengan mengacu pads pedoman penyvusunan APED
yang ditetapkan oleh Menteri.

RKFD gebagaimana dimaksud pada ayat (3] wajib disampaikan
oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
Pemerintah Daerah bidang perencanasn paling lambat minggu
kedua bulan Juni.

Pazgal 111

Rancengan KUA =zebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat

[-3) themuart:

kondisi ekongmi makro Daerah:

asumsi penyusunan APBD:

kebijalkan Pendapatan Daerah;

kebijaken Belanja Daerah:

kehyakan Pembieyaan Dacrah; dan

. Sstrategi pencapaian.

FRancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat

(3] disusun dengan tahapan:

d. menentukan skala prioritas pembangunan Daerah;

b. menentukan prioritas Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan
untuk masing-rasitg urusan yang disinkronkan dengan
prioritag dan program nasional yang tercantum dalam
rencand kerja Pemerittah Pusat setiap tahun: dan

L. MENYUSUN capaien knecrja, Sazaran, dan plafuon anpgaran
scmentira untuk masing-masing Program, Kegiatan, dan
sub Kegiatan,

moon g

Pasal 112
Bupati menyampaikan rancangan KUA dan rancanpan PPAS
sebagaimana dimaksud datam Pasal 111 kepada DPRD paling
lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati
bersama antara Bupati dan DPRD.
Kesepakatan terhadap rancangan KUA den rancangan PPAS
sébagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani aleh
Bupati dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan
ARLIELUE,
KUA dan PPAS vang telah disepalati Bupati bersama DPRD
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman bagi
Feranghkat Daeral dalam menyusun RKA SKPD.
Tata cara pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS
sebagaimana dimaksud pada ayat [1) dan ayat (2] dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undengan.
Pagsal 113
Dalam hal Bupat Lerhalangan tetap atau berhalangan
sementara, Wakil Bupati bertugas untuk:
a. menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS
kepada DPRIDY; dan
b. menandatangani nota kesepakatan KUA dzn nota
kesepakatan PPAS.
Dalam ha! Bupati dan Wakil Bupati berhalangan tetap atau
sementara, penjabat pengganti Bupati vang ditunjuk dan
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ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas untuic

8. menvampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS
kepada DPRD; dan

b. menandatangani nota kesepakatan KUUA dan nota
kesepakatan PPAS,

{3} Dalam hal seluruh pimpinan DPRED berhalangan tetag atau
sementera dalam waktu yang bersamaan, pelaksana tupas
pimpinan DPFRD bertugas untuk menendatangani nota
kesepakatan KUA dan PPAS.

Pasal 114

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menyepakati bersatna rancangan
KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112
ayat (1), paling lama & [¢nam) minggu sejak rancatnpan KUA dan
rancangan  PPAS  disamnpaikan  kepada DPFRD, Bupatd
menyampajkan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada
DFRED berdasarkan RKPD, rancangan KUA, dan rancangan FPAS
yang disusyn Bupati, untuk dibahas dan disetujui bersama antara
Bupati dengan DPRD sesuai denpgan  ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Pasal 115

(1] EKegiatan sebagaimana dimalrsud delamn Pasal 110 ayat [2)
dapat dianggarkan:

a. untuk 1 (satu) tahun atggaran; atau

b. lekih dari 1 {satu) tahun anggaran dalam bentuk Kegiaten
Tahun Jamalk,

(2} Kegiatan Tahun Jamak =sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hurul b harus memenuhi kriteria paling sedikit:

a. pekerjaen konstruksi atas pelaksanaan Kegiatan wang
sccara  tekmis  merupakan  satu kesatuan untuk
menghasilkan 1 (satw) Keluaran yang memerhakan waktu
penyelesaiat lebih dar 12 (dua belas) bulan; ataw

b, pckerjman atas pelaksenasn Kegiatan yang menuruat
sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun
anggaran.

(3] Fenganggaran Kegiatan Tahun Jameak sebagaimana dimaksud
pada ayat (2] berdesarkan atas persetujuan bersamma antara
Bupati dan D'PRD.

(4) Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3]

' ditandatanpgani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan
PPAS.

(5} Persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 4)
dituangkan dalam nota kesepalatan Kegiatan Tahun Jarnak.

(§) Persetujuan bersamna sebageimana dimaksud pada ayat [3)
paling sedikit menat:

2. narmma Kegiatan;

b. jangka waktu pelaksanaan Kegiatan;

£. jumlah anggaran; dan

d. alokasi anggaran per tahurn,

{7] Jangks welttu penganggaran pelaksanaan Hegiatan Tehun
Jemak sebagaimana dimaksud pada ayat {1} hunif b tidak
melampaui akhir tahun masa jabatan Bupati, kecuali Kegiatan
Tahun Jamak dimaksud merupakan prioritas nasional
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(1)
12]

{3]

)

dan/atau kepentingan strategis nasional sesual denpan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Eencana Kerja dan Anggaran Satian Kerja
Perangkat Daerah
Pasal 116
Kepala SKFD menyusun HKA SKPD berdasarkan KUA dan
FPAZ sebagaimaena dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3).
REA SKPD scbepaimana dimaksud pada ayat (1) disusun
dengan menggunakan pendekatan:
a. Kerangks Pengeluaran Janghka Menengah Dacrah;
b. penganggaran terpadu; dan
Cc. penganggatan berdasarkan kinerja.
EKA BKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada FPPKD =ebagai bahan penyusunan rancangan
Feraturan Dagrah tentang APBD sesuai dengan jadwal dan
tahapan yang diatur dalam Peraturan Menteri tentang
pedoman penyusunan APED vang ditetapkan setap tahun.
Untuk kesinambungan penyusunan REA SKPD, Kepala SKPD
mengevaluasi Hasil pelaksanaan Program, Kegiatan, dan sub
Kegiatan 2 [dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan
sémester pertarmna tahun anggaran begalan.

Pasal 117

Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran ekibat
keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak,
kepala SKPD dapat menyusun REA SKPD diluar KUA dan PPAS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (3).

(1)

{2}

(3]

(4)

Pasal 115
Pendekatan Ecrangka Pengeluaran Jangka Menengah Daerah
scbagaimana dimakesuwd dalam Pasel 116 awyat (2] huruf a
dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju.
Freliraen maju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi
perkiraan kebutuhan anggaran untuk Program, Kegiatan, dan
sub Kegiatan yang direncanskan dalam tahim anggaran
keriluinya dari tahun enggaran vang direncanakan,
Fendekatan penganggaran terpadu sebagaimena dimaksud
dalam Pasal 116 ayat (2] hurnf b dilabukan dengan
memadukan seluruh proses perencanaan dan penpganpgaran di
linglungan SKFD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja
dan ARZEATan.

Pendekatan penpanpgaran berdasarken Kinerja scbagaimana
dimaksud datam Pasal 116 ayat (2] burnf ¢ dilakukan dengan

memperhatiban:

8. keterkaitan antara pendanaan densan Keluaran yang
diharapkan dari Kegiatan,

k. hsasil dan manflaat yang diharapkan; dan

c. efisiensi dalam pencapaian Hasil dan Keluaran.
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{2]

3]

(1}

(2]

3]

)

i3

(&)

{7}

Pazsal 119
Untulk terlaksananys penyusunan REKA SKPD berdasarkan
pendaltatan sebagaimana dimaksud dalam Paszal 116 ayat [2)
dan terciptenya kesinambungan EKA SKPD, kepala SKPD
mengevaluasi Hasil pelakeanean Program, Kegiatan, dan sub
Kegiatan 2 {dua) tahun anggaran sebelumnya sampal dengan
sefnester pertama tahun anggaran berjalan,
Evaluasi sebhagaimmana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk menilai Program, Kegiatan, den sub Kegiatan yang
belum dapat dilaksanaken atau belum disclesaiken tahun
sebelumnys untuk dilaksanakan ataw diaelesaikan pada tahun
yvang direncanalan atau I (saty) tabun berikutnya dari tahun
yvang direncanakan.
Dalarn hal Program, Kepiatan, dan sub Kegiatan merapakean
tahun terakhir untuk pencapaian prestasi Kerja  vang
ditctapkan, kebumhan dananya harus dianggerkan pada
tahun vang direncanekan.

Pasal 120
Fenyusunan RKA SKPD dengan menggunaken pendekatan
pengangearan berdasarkan Kinerja scbagaimana dimaksud
dalam Pasal 116 ayat {2) huruf ¢ berpedoman pada:
indikater Kinerja;
trloke vkour;
Sasaran Kinerja;
analisis standar belanja,
standar harga satan;
rencana kebutuhan BMD; dan
#. Standar Peglayanan Minimal.
Indikator Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat {1} hurul a
mecrupakan ubkuran keberhasilan yang akan dicapai dari
Program, Kepiatan, dan sub Kegiatan yang direncanaian
meliputl masukan, Kelugran, dan Hasil,
Talok ukur Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) huruf
b merapakan ulkuran prestast kerja yang alkan dicapai dari
keadaan semula dengan mempertimbangkan faktor kualitas,
kuantitas, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan dari setiap
Program, Regialan, dan sub Kegatan,
Sasaran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul ¢
terupakan Hasil yang diharapkan dari suatn Program atau
Keluraran yang diharapken dari suatn Kegiatan yang akan atau
telah dicapal sthubungan dengan penpgunaan angparan
dengan kuantitas dan kualitas yvang teraloar,
Annhisiz standar belanja sebagaimana dimakaud pada ayat [1)
hurul d merupakan penilaian kewajaran atas Beban kerja dan
blaya vang dipunakan untuk melakzsanakan suam Kegiatan,

MO RD g

Standar harga satuan sebagmimena dimaksud pada ayat {1)
huruf & merupaitan harga satuan barang dan jasa yang
ditetapkan cleh Bupati melalul Keputusan Bupati, dengan
mempettimbanpkan  standar harga  satwan  regional
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60.

Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimakesud pada ayat
(1) huruf g merupakan tolok uloor Kinerja dalam menentukan
capaian jeniz dan mum Pelayanan Dasar yang merupakan
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(1]

{2}
(3]

(1)

[

{3]

{4]

(L)

(2}
{3]

Urusan Pemerintahan Wajit yang berhak dipergleh setiap
WHArEA NCEATA Secard minimal,

Pazal 121
EEA SKFD memuat rencans pendapatan, belanja, dan
remiayasan untuk tabun yang direncanakan serta prakiraan
maju untuk tahun berikutnya.
Rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dinnei sampai defigan rincian objek.
RKA SKPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat
informasi mengenai Urusan Pemerintahan Dacrah, organisast,
standar harga satian, dan Kinerja yang akan dicapai dari
Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan,

Pasal 122
Fencena pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121
ayat [1) memuat Urusan Pemerintahan Daerah, orpanisasi,
kelompeok, jenis, objek, dan rincian cbjek Pendapatan Daerah,
Rencana pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diterima oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya serta
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundanp-
undangan.
Rencana belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat
(1) diring atas: '
d2. Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan tupas dan
fangsi SKPD,
arganises) memuat nama BKPD selalog PA;
standar harga satuan ;
RIKBMD;
Kinerja yang hendak dicapai;
Program memuvat nama propram yvang akan dilaksanakan
SKPL dalam tahun anggaran berkenaan;
g HKegiatan memuat nama Kegiatan yang akan dilaksanakan
SKPD dalam tahun angegaran berkenaan;
h, sub Kegiatan memuat nama sub Kegiatan yang akan
dilaksanakan SKPD dalam tahun anggaran berkensan; dan
i. akun, kelompok belanja yang diuraikan menurut jenis,
abjek, rincian objek belanja dan sub rincian objek,
Rencana Pemnbiayaan sebagaimana dimalisud dalam Pasal 122
ayat (1] memuat kelompok:
a. Penerimaan Pembiayaen yang dapat digunakan wntpk
menutup delisit AFBD; dan
b. Pengeluaran Pembiaysan vang dapat digunakan untuk
memaniaatkan surplus APBD,
yang masing-masing diuraikan mmenuvrut jenis, objek, dan
rincian phiek Pembiayaan.

—_h oo

Pazal 123
Urusan Pemernntahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 122 ayat (2) memuat Uruzan Pemerintahan Daerah yang
dikelola sesuai dengan tugas dan fungs: SKPD.
Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat [3)
memuat nama SKPD selaku PA.
Kinerja yang hendak dicapal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 122 ayat (3] terdir dad indikater Kinerja, tolok wukur
Kinerja, dan Sasaran Kinerja.
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(4]

Fa)

(O]

Program scbageimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3]
mettiat nama Program yvang aken dilaksanakan SKPD dalam
tabiun anggaran berkenaan,

Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 asyat (3]
memuat name Kegistan yang akan dilaksanakan SKPD dalam
tahun anggaran berkenaan.

Sub Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (3]
memuat namea gub Kegiatan yang akan dilaksenakan SKPD
dalam tahun angegaran berkenaan.

Fasal 124

Dalam hal térjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja
SKFD, dalam masa transisi penyusunan RKA SKPD disusun oleh
TAPD atau TAPD menunjuk SKPD terkait,

{1]

(2

1]

(2]

(3}

(]

Paszal 123

Dalarn hal penyusunan RKA SKPD, bagi SKPD/ Unit SKPD yang
melaksanakan pola keuangan BLUD, menpgunakan kode
rekening APBD. .

Permyusunan REA SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD yang
melakeanakan pola keuangan BLUD sebagaimana dimaksud
rade ayat (1] dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Bagnan Keempat
Penyiapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 126
EkA SKPD yang telah disusun oleh Kepala SKPD berdasarkan
KUA dan PPAS disampaikan kepada TAPD melalui PPED untuk
diverifikasi.
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan cleh
TAPE untuk menelaah kesesuaian antarag RKA SKPD dengan
a. KUA dan PPAS;.
b. prakirean majn yang telah disetujui tahun anggaran
gebelumnya;
dokumen perencanaan lainnya;
capaian Kinerja;
indikator Kinerja;
anahais standar belanjs;
standar harga satuan;
perencanaan kebutuhan BMD;
Btandar Pelayanan Minimal;
proyekei perkiraan maju untuk tahun berikutnya; dan
Program, Kegiatan, dan sub Hegiatan antar RKA SKPD.
Da]a_m hal Hasll verilikasi TAPD sebagairmana dimaksud pada
ayat {l1) terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan
PENYCIMPUINEAn.
Dalam hal kepala SKPD tidak melakvkan penyemplumaan
lerhadap Hasgi] verifikasi TAPD sebagaimana ditnaksud pada
ayei (3], penyempurnaan RKA SKPD dapat dilakuliap cleh
TAPD.

e LUl
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Paszal 127

Selain diverifikasi oleh TAPD sebagaimana dimeksud dalam Pasal
126, RKA 8KFD juga dirsviu oleh aparat pengawas internal
Pererintah Daerah sesugi dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(1]

(2]

(3]

(4]

Paszal 128

PFKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

dan dokumen pendukung berdasarkan RKA SKPD yang telah

disempurnakan cleh Kepala SKPD atawu TAPD.

Rancangan Feraturan Daerah tentang APBD sebapgaimana

dimaksud pada ayat [1] memuat lampiran paling sedikit terdiri

atas:

a. ringhasan AFBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan
jenis pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

b. ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daergh dan
organisasi;

c. rincian APBD menurat Urusan Pemerintahan Daerah,
organigasi, Program, Kegiatan, sub Kegiatan, kelempok,
jenis pendapatan, belanja, dan Permbiayasan;

d. rekapitulasi belanja dan kesesusian menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan,
dan sub Kegiatat:

e, rekapitulasi Belanje Daerah untuk keselargsan dan
keterpacduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Rangsi
dalam kerangha pengelolaan keuangan negara;

[. =mnkronisasi program pada Rancangan Peraturan Daerah
tentang AFBD dengan REJMD;

g. sinkronisasi program, kegiatan dan sub kcgiatan pada
rancangan Peraturan Daerah tentang AFBD dengan RKPD
dan PPAS;

h. sinkronisasi program prioritas deerah dengan program
pricritas nasional;

. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;

j. daftar Piutang Decrah;

k. daftar penyertaan mogdal Daeral dan investasi Daergh
lainnya;

|. daltar perkiraan penambahan dan penpurangan aset tetap
Daerah;

m. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-
lain;

n. daftar Keglatan tahun anggaran sebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
anpggarai vang direncanakan:

¢, daitar Dana Cadangan: dan

p. daftar Finfaman Daerah.

Dokumen pendulung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdirl atas nota kenangan dan rancangan Peraturan Bupati

tentang penjabaran APBD,

Eancangan Peraturan Bupati tentang penjaberan AFBD

scbagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat lampiran paling

sedikit terdin atas:

8. ringkasan penjabaran APBD yatwe diklasifikasi menunat

kelompek, jenis, objek, dan rincian objek Pendepatan,
Belanja,dan Pembiayaan;
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b. penjabaran APBED menurut Urusan Pemerintahan Dacrah,
organizaszi, Program, Kegiatan, sub Kegiatan, kelompeok,
jenis, objek, rincian obick pendapatan, belanja, dan
Fembiayaan;

c. daftar nama penerime, alamat penerima, dan besaran
hikah: dan

d. daftar nama penerime, alamat penerima, dan hesaran
bantian sosial. - '

Pasal 129
Rancangan Peraturan Dacrah tentang APBD vang telah disusun
oleh PPEKD disampailkan kepada Bupati.

BAB Y
PENETAPAN ANGGARAN PENDAFATAN DAN BELAN.JA DAERAH

Bagian Kezatny
Unrum

Fasal 130

Fenetapan AFRD dalam peraturan Daerahl ini mengatur mengenai:
a, penyampaat dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD;
persefujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD:
Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
evaeluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang AFBD dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Rancangan APBD; dan-
€. penetapan Peraturan Dagrah tentang APBD dan Peraturan

Bupati tentang Penjabaran APBD.

B

Bagian Kedua
Penyampaian dan Pembahasan
Rancangan Peraturan Dacrah tentang
Anggarat Pendapatan dan Belanja Daerah
Paszal 131

1] Eupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daersh
tentang APBD disertal penjelasan dan dokumen pendubung
kepada DFRD paling lambat 60 [enam puluh) Har sebelum 1
{satu] bulan tahun anggaran berakhir untuk memperoleh
persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD.

(9) Bupati yang tidak mengajukan rancangan Peraturan Dacrah
lentang APBD sebapgaimana dimaksud pade ayat (1} dilkenai
zanksi administratil =esupi dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Pasal] 132

(1] Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
dilaksanalkan oleh Bupati dan DPFRD  setelah  Bupat
menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
beserta penjelasen dan dokumen pendukung sesuai dengan
ketentuan peraturan perundeng-undangan,

{2] Pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang AFPBD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedomean pada RKPD,
KUA, dan PPAS,
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FPasal 133
Dalam hal Bupati berhalangan tetap, wakil Bupati bermgas:
a. mengajukan rancangan Perattran Daerah tentang APBD
kepada DPRD: dan
b. menandatangani persetujuan bersama tethadap rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD,
Dalam hal Bupati berhalangan sementara, Bupati
mendelegasikan kepada waldl Bupati untuk:
a. mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD
kepada DPFRD: dan
b. menandatangani persefujuen bersama terhadap rancangan
Feraturan Daerah tentang APBD.
Dalarn hal Bupat dan wakil Bupati berhalangan tetap atau
sementara, penjabat pengganti Bupati yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, menyampailian
rancangan Feraturan Dacrah tentang APBD kepada DPRD, dan
menandatangani persstujuan bersamna terhadap rancangan
Peraturan Dasrah tentang AFBD.
Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau
sementara dalam wektu yang bersamesan, pelaksana tugas
bimpman DPFRE menandatatigani  persebijuan  bersama
terhadap rancangan Perahiran Daerah tentang APBD,

Bagian Ketign,
Fersetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 134
Bupatl dan DPRD wajib menyemyjui bersama rancangan
Feraturan Dacreh tentang APBD paling lambat 1 {satu] bulan
sebelum dimulainya tshun anggaran setigp tahun.
Berdasarkan persetnjuan berzama sebagaimana dimaksud
pada ayat (1], Bupati metyiapkan rancangan Peraturan Bupati
tentang petyabaran APBD.
DFRD dan Bupati yang tidak menyetujui bersama rancangan
Peraturan Dacrah tentang APBD dalara 1 [satu) bulan sebelum
dimulainya tahun anggaran setisp tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikenaj sanksl administratil sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal keterlambatan penetapan APBED karena Bupati
terlambatl menyampaikan rancangan Peraturan Dacrah
tentang APBD  kepadn DPRD dard jadwal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1), sanksi sebagaitmnana
dimaksud pada ayat (3} tidak dapat dikenakan kepada angpota
OPRD.

Pazal 135
Dalam hal Bupati dan DPRD tidak mengambil persetjuat
bersama dalam wakty 60 {enam puiuh) Harl sejak disampaikan
rancangan Peraturan Daerah tentang APBD cleh Bupad
kepada DPRED, Bupati menyusun rancatigan Peraturan Bupati
tentang Penjabaren APBD paling tinggl sebesar angka APBD
tahurn atgparan sebelumnya.
Rancangan Peraturan Bupat tentang Penjabaran APBD
sebagaimeana dimalsud pada ayal ‘1) diprioritaskan untuk
bclanja yang bersifat mengikat dan belenia yang bersifat wajib.
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(3]

Angka APBD tabun anggaran sebelumnya secbagaimana

dirmaksud pada ayat (1] dapat dilampaui apabila terdapat:

a. kebijakan Pemerintah Pusat yang mengakibatkan
tamnbahan pembebanan pada APBD; dan/atau

b. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuad
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pazal 136

Rancangan Peraturan Bupali tentang Penjabaran APED
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (2} memuat lempiran
yang terdiri atas:

a,
b.
C.

d.

=

H

(1

12]

[}

ringkasan APHD;

ringkazan penjabaran APBD sampad dengan rincian objek,
ringkasan APBD menunut Unusan Pemerintahan Dacrah dan
organisas,

rinciann  APBD menurut Urusan Pemerintahan Daergh,
organisasi, Program, Kegiatan, dan sub kegiatan kelompol,
jenis, objek, rincian objek  pendapatan, belanja, dan
Pembiayaan;

rekapitulasi dan  kesesumian  belanja  menunit  Urusan
Pemerintahan Daerah, organisasi, Propram, Kepiatan, dan =ub
kegiatan;

rekapitulasi  Belanja  Deerah untuk  keselarasan  dan
keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam
kerangka pengelolaan keuangan negara;

daftar jumlah pecgawal per polongan dan per jabatan;

daftar Piutang Daerah;

daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;

daftar perkiraan penambahsn dan pengurangan aset tetap
DRacrah;

daftar perkiraan pehambahat dan peonpgurangsn aset lain-lain;
daftar Hegiatan tahun enggaran sebelumnya vang belum
diselesaikan dan diangparkan kembali dalam tahun anggaran
ini;

daltar Dana Cadangan;

daftar Pinjaman Daerah;

daftar nama pencrime, alamat penerima, dan besaran hibah;
dan

daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan
g208ial.

Pasal 137

Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran APED
sebagalmana dimaksud dalam pasal 135 ayat {2] dapat
ditetapkan menjadi Peraturan Bupati setelah memperoleh
pengesahan dan gubernur.

Untuk memperoleh pengesahan sebhagaimana dimaksud pada
ayat (1], rancangan Peraturan Bupati tentang Fenjabaran
APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima
belas) Hari terhitung sejak DFRD tidak mengambil keputusan
bersama detgan Bupat terhadap rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD. :

Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 {tiga puluh) Hari
soaual ketentuan perafuran perundang-vndangan,
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pengesahan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dipergleh, Bupalh menctapkan rancangan Peraturan Bupati
tentang Penjabatran APBD menjadi Peraturan Bupati.

Pasal 138 :
{1} Dalam hal penetapan APBD mengalami keterlambatan, Bupati
melaksanakan pengeluaran setap bulan paling tinggi sebesar
seperdunbelas jumlah pengeluaran APBD tahun anggaran
gebelumnya.
(2] Pengeluaran sebiap bulan sebagaimans dimaksud pada ayat (1)
dibatazi hanya untuk mendanai keperluan mendesalt sesuad
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

EBagian Keemnpat
Rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 139
Bupati menyiapkan rancangan FPeraturan Bupat tentang
Penjabaran APBD setelah persetujuan  bersama  rencangan
Peraturan Daerah tentang APB[D,

Pasal 140

Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran  APBD

sebageimana dimaksud dalam Pasal 132 memuat lampiran :

a. ringkasan penjabaran APBD vyang diklasifilkasi menmuarut
kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub nncian objek,
pendapatan, belanja, dan pemblayaan;

B penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan Daerah,
organisasi, program, Kegiatan,sub Kegiatan, kelompok, jenis,
objek, rincian objel, sub rincian objek, pendapatan, belanja,
dan pembiayaan,

t. deftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah;

d. dafltar nama penerima, alamat peneriméa, dan besaran bantuaarn
sosial; dan

€. informasi lainnya yeng menunjang kebutuhan informasi pada
rancangan Peratiran Bupat tentang Penjabaran APBD,

Eagian Kelima
Evaluasi Rancangen Peraturan Dacrah tentang APED dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Rancangan APBD

Pagal 14]

{1] Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah
dizetujui bersame dan rancangan Peraturan Bupati tentang
Penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur paling
lambat 3 (tiga) Harl sejak tanggal persetujuan rancangan
Peraturan Daerah tentang APBD untuk dicvaluasi sehalum
ditctapkan ocleh Bupatt.

(2} Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APED sebagaimana
dimaksud pade ayat (1) dizertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS
yvang discpakati antara Bupati dan DPRD,

{3] Evaluasi sebagaimana ditmaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk mengyji Kesesuaian rancangan Peraturan Daerah
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tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang

penjaberan APBD dengan:

a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi;

Ir. kepentingah umum;

c. RKPD, KUJA, dan PPAS; dan

d. RPJMD. _

(4) Dalam hal Hagil evaluasi rancangan Peraturen Daerah tentang
APBD dan rencengan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
AFBD =ebageimana dimaksud pada ayat [3) scsuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan, kepentingan
umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Pupab menetapkan
rancangan Peratuiran Dacrah tentang APBD menjadi Peraturan
Daerah dan rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran
APBD memgadi Peraturan Bupati =csuai dengan Ketentuan
peraturan perundang- undangan.

(5] Dalam hal Hasil evalugsi rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dan rancangan Peraturan Bupat tentang penjabaran
AFBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3] tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
kepentingan umur, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, Bupati
berzama DPRD melabukan penyempurnaan paling lama 7
(tujuh) Hari sejak Hasil evaluasi diterima.

Pasal 142
(1] Penyempurnaan Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud datam
Pasal 141 ayat (5) dilakukan Bupati melalui TAPT bersama
dengan DPRD melalui badan anggaran.

{4] Hasil penyempurnaan sebagaimana dimeksud pada ayat {1
ditetapkan dengan keputuzan pimpinan DFRD.

(3] EKeputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat
[4) dijadikan dasar penctapan Peraturan Dacrah tentang
APED.

[4) Keputusat: pimpinan DPRD scbagaimana dimaksud pada ayat
(2} dilaperkan pada sidang paripurna berikuinya.

[5] Keputusan pimpinan DFRD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2] dissmpaikan kepada gubernur paling lambat 3 (tiga} Hari
setelah Keputusan tersebut ditetapkan.

Pasal 143
Dalam hel pimpinan DPRD berhalanpan tetap atau sementara
dalam waktu yang bersamasn, yang melaksanakan tugas sebagai
pimpinan scmentara DPRD menandatangani keputusan pimpinan
DFRD mengenai Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud
talam Pasal 142 ayat (2).

Fasal 144
Dalam hal keputusan pimpinan DPRD mengenai Hasil
penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat [2)
tidak diterbitkan sampeai dengan 7 (tujuh} Harl sejak diterimanya
Hasil evaiuasi, Bupati menetapkan Peraturen Daerah tentang APERD
berdasarkan Hasil penyermnpurniaan.
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Bapian Keenam

Penetapan Peratiran Daerall tentang APBD dan Peraturen Bupati

(1]

(<]

(2]

(4]

tentang Penjabaran APBD

Pazal 145
Rencangan Peraturan Dagrah tentang APBD dan rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD yang telah
dievaluaszi ditetapkan oleh Bupati menjadi Peraturan Daerah
tentang APBD dan Peraturan Bupset tentang Penjabaran
AFPBD,
Penictapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan
rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD
scbapaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat
tanggal 31 Desernber tabun sebelurmnya,
Dalamm hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang
menetaplkan Peraburan Dasrabh tentang APBD dan Peraturan
Bupati tentang penjabaran APBD.
Bupati menyampaikan Peraturan Daergh tentang APBD
Daeralh dan Peraturan Bupati tentanp Penjabaran APBD
kepada Gubernur- paling lambat 7 (tujuh) Har setelah
ditetapkan, :

BAB V]
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatn
Lmum

Pasal 146

Pelaksanasan dan penatavsahaan delam Peraturan Daerah ini
mengatur mengenai ;

=L

(2]

(1)

ptlaksanasn dan penatausahaan Kas Umum Dacrah;
penyiapan Dokutnen Pelaksanaan Anggaran SKPD;

Anggaren Kas dan surat penyediaan dana;

pelaksanaan dan penatansahaan Pendapatan Daerahy
peclaksanaan dan penatausahaan Belanie Dacrah;

pelaksanaan dan penatausahasn Pembiayaan Daerah,
pelaksanaan dan penatausahaan Belanja yang melampaui
tahun enggaran;dan

pengelolaan BME.

Fasal 147

Semua Penerimasn dan Pengeluaran Daerah dianggarkan
dalam APBD dan dilakulean melalui RKUD yang dikelola oleh
BUD.

Dalam hal Penerimean dan Pengeluaran Daerah sebapaimana
dimak=ud pada ayat (1} sesual dengan Ketentuan peraturan
rerundang-undangan tidak dilakuken melalut RKUD, BUD
melalukan pencatatan dan pengezahen Penerimaan dan
Pengeluaran Daerah tersekmt,

Pasal 148
PA/KPA, Bendahara Penerimaean {Bendahara Pengeluaran, dan
orang atauw badan yang menetitma  aftaw  menguasai
vang/kekayaan Dacrah wajib menyelenggarakan
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penatansahaan seseai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undengarn.

(2] Pejabat  yang menandatangani danfatau mengesahkan
dolumen yang berkaitan denpan surat bukti yang menjadi
dagar penerimasan atay pengeluaran atas pclaksanaan APED
bertangpung jawah terhadap kebenaran material dan glkibat
yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

(3} Kebeénaran material sebagaimana dimalksud pada ayat (2]
merupakan kebenaran atas penpgunaan anggaran dan Hasil
yang dicapai atas beban APBD sesuai dengan kewenangan
pejabat yanpg bersanglutan.

Pasal 1459
Bupati dan Peranghtat Daerah dilarang melakukan pungutan selain
dari yang diatur dalam Peraturan Daerah, kecuali ditentukan lain
sezuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasgal 120
Penerimaan Perangkat Daerah yang merupakan Penerimaan
Daerah tidak dapat dipergunekan langsung untuk pengeluaran,
kecuali ditentukan lain sesusi denpan ketentuan peraturan
perindang-undangan.

Pasal 151

(1] Betiap pejabat dilareng melakukan tindakan vang berakibat
pengeluaran atas Bebatn APBD apabila anggaran untuk
membiayal pengeluaran terscbut tidak tersedia atau tidak
cUkup tersedia.

(2) Setiap pengeluaran atas Beban APBD didasarkan atas DPA dan
2FD atau dekumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

(3} Bupati dan Perangkat Daerah  dilarang  melakukan
penipeluaran atas Beban Angpgaran Pendapatan dan Belanja
Deerah untuk tijuan lain dari yang telah ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali ditentukan
lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,

Pasal 152
{1] Untuk pelaksanaan APBD, Bupati menetapkan:
a. pejabat yang diberd wewenang menandatangani SPD;
b. pejabat vang diberi wewenang menandatangani SPM;
¢. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat
pertanggungjawaban,
d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
¢. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran:
{. Bendahara Penerimaan Pembantu dan  Bendahara
Pengeluaran pembanty; dan
g Pejabaet lainnya dalam rangka pelaksanaan APBD.
(2] Keputusan Bupati tentang penstapan péjabat sebagaimana
dimalsud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun
anggaran berkenaan.
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(7}

{1)

{2)

Bagman Kedua
Pelaksanaan dan Penatansahaan
Kas Umum Daerah

Pasal 153
Dalam rengka pengeiclaan vang Dacsrah, PPKD selalu BUD
membuks RKUL pada bank umum vang schat.
Bank umum sebagaimana dimaksud pads ayat (1) ditetapkan
oleh Bupati sesuai dengan ketentban peraturan perundang-
undangan.
Penetapan bank umum sebagaimana dimeaksud pada avat (2}
dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan bank umum yang
bersanghutan.

Paszal 154
Dalam pelaltsanaan operasional Penerimaan Dacrah dan
Pengeluaran Daerah, BUD dapat membuka rekening
penerimaan  dan rekening penpeluaran pada bank yang
ditetapkan oleh Bupati.
Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untulf menarnpung Penerimaan Daerah setiap Hari.
kekening penerimaan ssbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dioperasikan schbagai rekening bersalde nihil vang seluruh
penerimaannya dipindahbukukan ke RKUD paling kurang
seleali gehan pada akhir Hari.
Lalam  hal kewajiban pemindahbukuan sebapaimana
dimaksud pada ayat [3) secara teknis belum dapat dilakulan
setiap Hari, pemindahbuliuan dapat dilalukan secara berkala.
Rekening pengeluaran scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dioperasikan sebagai rekening yang menampung pagu dana
untuk membiaya: Kepiatan Pemerintah Daerah sesuai rencana
pengeluaran, yvang besarannya ditetapkan oleh Bupati,
Pemindahbuluan dana dari rekening penerimaan dan/atau
rekening pengeluaran pada bank umum ke RKUD dilakukan
atas perintah BUD.
Ketentuan lebih  lanjut  pemindahbukuan  sebagaimana
dimak=ud pada ayat {4) dan besaran pagn dana sebapaimana
dimaksud pada ayat {5) diatur dengan Peraturan Bupati,

Pagal 153

Bupati dapat memberi izin kepada kepala SKPD untuk
membuka rekening penerimaan melalui BUD yang ditetapkan
oleh Bupat pada bank umum,

Bupati dapat memberikan izin kepada kepala SKPD untuk
membuka rekening pengeluaran melalui BUD yang ditetapkan
eleh Bupati pada bank umum untuk menampung UP kecual
ditentukan  lain oleh ketentyan  peratiran  perurdang-
undapgail.

Pasa] 156

Pemerintah Daerah berhak memperolch bunga, jasa girg, dan/atau
imbalan lainnya atas dena yang disimpean pada bank berdasarkan
tinghkat sulu bunga dan/atan jasa giro yang berlaku sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pa=al 157

Biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan yang diberikan
oleh bank didasarkan pada ketentuan yang herlaku pada benk yang
bersangkutan dan sesuai dengan ketentusn petatltat perundang-
undangan.

{1]

(2]

13

(4]

13

i1
2]

(3

(1

(2}

(3

Pasal 158
Dalam ranglka tmangemen kas, Pemerintah Daerah dapat
mendepositokan dan/atau melakukan investasi jangka pendek
atas wvang milik Dacrah yang scmentara belum digunakan
sepanjang tidak menpgangeu likuiditas Keuangan Dasrah,
tugas Dacrah, dan kualitas pelayanan puhblik,
Scbelum  mengalokasiken Kas Umum  Daerah  kedalam
investasi jargka pendek scbagaimana dimaksud pada ayat (1),
BUD harus memastikan bahwa dana yang digunakan
merupakan dana yang belum akan digunakan dalam walktu
dekat [(dle cosh),
EUD menviapkan rencana penempatan dana pada investasi
Jangka pendek kepada Bupati,
Bupati menetapkan jenis investagi janglka pendek berdasarkan
rencang sebagairnana dimaksud pada ayat (3] dengan
Keputuzan Bupat,
Depositc dan/atau investasi jangka pendek sebagaimena
dimaksud pada ayat (1} harus dizsetor ke Rekening Kas Umum
Daerah paling lambat per 31 Desarmber.

Pazal 159
Dalam ranghea ptlaksanaan dan penataan Kas Umum Dacrah
dilakukan pengelolaan Kas Transitons.
Pengelolaan Kag Transiteris sebapaimana dimaksud pada ayat
{1] merupslkan pengelolaan atas kas neon anggaran yang
diterima bersifat transit untuk disetorkan pada rekening pihak
ketiga vang telah ditentukan.
Penerimaan Kas Transitoris tidak boleh digunakan untuk
eperagsional belanja Daerah,

Bagian Ketipa
FPenyiapan Dokumen Pelaksanaan Angparan
Satuan Kerja Perangkat Daerah

Pasal 160
PPRD memberitahukan kepada kepala SKEPD agar menyusun
dan menyampaiken rancangan DPA SKPD paling lambat 3
{tiga] Hari setelah Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD
ditetaplai:,
Rancangan DPA SKFD sebagaimana dimaksud pada ayat [1)
memuat Sasaran yang hendak dicapai, fungsi, Program,
Kegiatan, anggaran yang disediaken untuk mencapai Sasaran,
rencana pencrimaan dana, dan rencana penarikan dana setiap
satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan,
Kepala 3KPD menyerahkan rencangan DPA SKPD yang telah
disusun kepada PPED paling lambat & [enarm) Hari setelah
pcmberitahuan  sebapaimana  dimeaksud pada  ayat (1)
disampaikan.

67



[4)

{1}
]

(3}

{4]

=)

(5}

(1}

(2]

i1

(2]

3

{4}

(3]

FPKD menyampaikan rancangan DPA SKPD sebagaimang
ditmiaksud pada ayat {3} kepada TAPD untuk dilakukan
verihkasi.

Pasal 161
TAPD melakukan veriikasi rancangan DPA SKPD bersama
dengan kepala SKPD.
Verifikazi atas rancangan DPA SKPD schagaimana dimaksud
pada ayat (1] distlezaikan paling lambat 15 {lima belas) Hari
sejak ditetapkannys Peraturan Bupab tentang penjebaran
APBED,
Berdasarken Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
{1}, PPKD mengesahkan rancangan DPA SKPD  setelah
mendapatkan persehujuan Sekretaris Daerah,
Dalam hal Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tdak sesual dengan Peraturan Bupati tentang penjabaran
AFBD, 3KPD melakukan penyempurnaan rancangan DPA
SKPD untuk disahkan oleh PPED dengan persetujuan
Sekretaris Daerah.
DFPA SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada
ayat {J) dan ayat (4} disampaikan kepala SKPD kepada satuan
kerja yang secara fungsional melakukan pengawasan Daerah
paling lambat ¥ (tujuh) Hari sejalk tanggal disahlean.
DPA SKEPD scbagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4]
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala
SKPD zelaloa FA

Bagian Kecmpat
Anggaran Kes dan Surat Penyedigan Dana

Pasal 162

PPKD selaku BUD menyusun Angpgaran Kas Pemerintah
Daerah untuk mengatur ketersediaatt dana dalam mendanai
pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dane yang
tercatitum dalam DPA SKPD.

Anpgaran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat {1) memuat
perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimagn
den perkiraan arus kas keluar vang digunakan untuk
mendanai Pengehiaran Daerah dalam setiap periode.

Pasal 163
Kepala SKPD menyusun Anggaran Kas SKPD berdasarkan DPA
SKPD.
Kepala 3KPL} menyampaikan Anggaran  Kas  SKFPD
sebagaimana dimaksud pada ayat [1) kepada Kuasa BULD,
Kuasa BUD melakukan verifikasi atas Angparan Kas SKFD
sebhagaimana dimaksud pada ayat [2) paling lambat 2 (dua)
Hari scjak diterimanya Angparan Kas dari SKPD.

Kuasa BUD berdesarkan Anggaran Kas SKPD yang telah
diverifikasi stbagaimana dimaksud pada avat {3 menyusun
rancangan Anpggaran Kas Pemenntah Dacrah.
Kuasa BLUD menyampaikan rancangan Angegaran Kas
Pernerintah Dacrah kepada PPKD selaky BUD,
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(3]
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(1)

(2]

(3)

Pagzal 164

PPKD selakn BUD mengesahlkan Anggaran Kas Pemerintah
Dacrah  untuk mengatur ketersediaan dana dalam mendanai
pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dane vang
tercantum dalam DPA SKPD.

Anggaran Kas sebagaimana ditmaksud pada ayat (1) memuat
perkiraan arus kaz masuk yang bersumber dan penerimaan
dan perldraan arus kas keluar yeng digunaken untuk
mendanai Pengeluaran Dacrah dalam setiap perjode,

Pazal 165
Dalam  rangks manajemen kas Daerah dan menjamin
ketersediaan dana, dilaluksn penerbitan  3PD yang
merpakan dasar permintaan pembayaran sesuai kebutizthan
SKPD atau unit SKPD setiap petindlk,
Rancangan SFD sebagaimena dimakswsd pade ayat (1]
dizsiapkan aleh Kuasa BUD berdasarkan -
a. Anggaran Kas Pemerintah Daerah:
B ketersedisan dana di Kas Umum Daerah: dan

£. penjadwalan pembayaran pelaltsanaan anggaran yang
tercanturn dalam DRA SKPD,

Kuasa BUD menyampaikan rancengan SPD sebapaimana

dimaksud pada ayat (2] kepada PPKD =elabu BUD untuk

disahkan dan ditandatangani.

Kuasa BUD menyampaikan SPD yang telah  dizsahkan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3] kepada kepala SKPD,

Pasal 166
Untuk pembayaran kebutuhan tanggap darurat bencana,
kanilik sozial, dan fatau kejadian luar biasa, PPED gelaku BUD
dapat melakukan perubahan SPD yang bersumber dari
anggaran yang ditctapken pada DPA  SKPD  vyang
menyelenggarakan fungsi SKPKD.
Petubahan SPD  sebagaimans dimeksud pada avat (1)
dilakukan dalam kondisi
a. ketersediaan dana pada RKUD yang tidak scsuai perkiraan
penerimaan dalam Anpgaran Kas: atan
b. perubahan jadwal pe]aksanaan sub Kegiatan aklbat
keadaan darurat termasuk keperluan mendesak,
Perubahan S5PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
dasar permintaan pembayaran berikutnya,

Pasal 167

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Anpgaran
Kaz dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 sampai
dengan Pasal 166 diatur dengan Peraturan Bupati.
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(1]
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[3}

(4}

(3]
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{1]
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Bagian Kelima
Pelaksatigan dan Penatausahasn
Pendapaten Dacrah

Pasal 163
Bendahara Pengrimaan wajib tnenyetor seluruh
pencrimaannya ke RKUD paling lambat dalam wakg 1 [satu)
Hat1 yeng sam#.
Dalam hal kondisi geografis Dasrah sulit dijanglkau dengan
komunikasi, transportagi, dan keterbatasan pelayanan jasa
keuangan, serta kondisi objektif lainnya, penyetoran
penerimaan  sebagaitnana dimaksud pada ayat (1) dapat
melebihi 1 [satu) Heari yang diatur datam Peraturan Bupati.
Setiap penerimaan harue didulming oleh bukti yang lengkap
dan sah atas setoran,
Bukti scbagaimana dimaksud pade ayat [(3) dapat meliput
dokumen slektranik,
Penyetoran peneritnasn pendapatan sebagaimana dnmal-:sud
pada ayat [1) menggunalkan surat tanda setoran.

Pazal 16%

Penyctoran penerimaan pendapatan zebagaimana dimaksud
dalam Pasal 165 ayat (3 dilakukan secera tunai dan/fatau
nos L nad,
Penyetoran athagmmﬂna dimaksud pada eyat (1) dianggap sah
setelah Kuasa BUD menerima nota kredit ataw dokumen lain
yang dipersameakan.
Beéndahara Penerimaan dilarang menyimpan vang, cek, atau
surat betharga yang dalam penguasaannya:
a. lebih dari 1 (satw} Heri, kecuali terdapat keadaan

s¢bagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat [2); dan/atau
b. atas nema pribadi.
Bendehara Penerimaan yvang melangpar laranpgan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3] dikenaken sanksi administratif
e bl
8. teguran lisan;
b teguran tertulis; danfatan
¢. sanksi kepegawaian lainnya sesusai ketenhian peraturan

perundang-undangan,
Banksi administratif sebagaimena dimaksud pada ayat
(4/huruf a dan huruf b diberikan oleh pejabat yang berwenang
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang kepegawaian setelah berkoordinasi dengan perangkat
Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pengawasan.
Sanksl administratil sebagaimana dimaksud pada ayat [4)
huruf ¢ dibetikan oleh Bupati.

Pasal 170
Bendahara Penerimasn pada SKPD wajib menyelengearakan
pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran
atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
Bendzhara Penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PA melalui
FPK S3KPD paling lambat tanggal 3 {tiga) bulan berikutnya.
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{2)
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(1}
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{1}
[2)
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Bendahara Penenmazn pada SKPD wajib menyampaikan
laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling
[amnbat tanggal 4 (empat! bulan berikutnya.

Pagal 171
PPED melakukan verifikasi, evaluas, dan analisis atas laporan
pertanggungjawahan hendahara penerimaan peada SKPD
sebagaimana dirnaksud dalam Pasgal 170 ayat (3).
Calam ranghka verifikasi, evaluasi, dan analisis sebagaimana
dimaltsud pada ayat (1) PPEKD melakukan rekonsiliasi
pecnerimaan secara periodik yang dituangkan dalam berite
acara Hasil rekonsiliagi.
Jika dalam melakukan rekonsiliasi penenmaan sebapaimana
dimalsud pada ayvat (2] PPED menemukan ketidaksesuaisn
dan/atau ketidaklengkapan, FPEKD meminta perbaikan kepada
Bendahara Penenmaan SKFD,
Dalam melakukan rekonsiliasi penerimaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) PPED melakukan identifiksasi,
transaksl pecodapatan yang diterima oleh BUD tetapi tidak
tercatat oleh buku Bendahara Penerimaan/Bendahara
Penetitnaan Pembantu,
PPKD) menyiapkart laporan realisasi pendapatan dengan
menampilkan data setiap bulan.

Pasgal 172
Pengermnbalian ataz kelebihan Penerimaan Dacrah  vang
sifatnya berulang dan terjadi pada tahun yang sama maupun
tahun =sebelumnya dilakulcan dengen membebankan pade
rekening peneronaan yang bersangkutan.
Pengemnbalian atas keleblhan Penerimaan Daersh yang
zifatniya tidak berulang yang terjadi dalam tabun yang sama
dilalukan dengan membebankan pada rekening penerimasn
yang bersangkutan.
Fengembalian atas kelebihan Penerimaan Deaersh yang
sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya
dilakukan dengan metnbebankan pada rekening belanja tidak
terduga.

Bagian Keenarm
Pelaksanean dan Penatausahaan Belanja Daerah

Fasal 173
Setiap pengeluaran harus didukung bukt yang lengkap dan
sah mengenai hak yang diperoleh oleh piheak yang menagih.
Fengeluaran kas yang mengakibatkan Beban APBD tldak dapat
dilakulkan sebelum rancangan Peraturan Dacrah tentang
AnggeranPendapatan dan BelanjaDaerah ditetaphkan dan
divtndangkan dalam lembaran Daecrah.
Ketentuan pengeluaran kas sehagaimana dimaksud pada ayat
(2] dikecualikan terhadep penetapan APBD wvang menpalami
keterlambatan sebagaimana dimakzud dalam Pasal 138,
Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidal
termasult pengeluaran keadaan darurat dan/fatau keperluan
mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan,
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Fagsal 174
Bendabata Penpeluaran mengaudikkan SPP Kepada PA melalws
FPK S5KFD berdasarken 5PD ateau dokumen lan yang
dipersamaltan detgan SFD,
Pengajuan 3PP kepada KPA  berdasarlaan  pertimbangan
besaranSKPD  dan  lokasi, disampaikan  Bendahara
Pengeluaran pembantu melalni PPK Unit 3KPD berdasarkan
SPD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.
Pengajuan SPP kepada KPA berdasarlan  pertimbangan
besaran anggaran Kegiatan SKPD, dizsampaikan Bendahara
Peageluaran pembantu melahia PP SKPD berdasarkan SPD
atau dokumen lain vang dipersamakan dengan SFD,
SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1] terdir atas:
a. SFPUR
k. 8PP CGU,
c. 8PP TU; dan
d. 3PP L3,
S5PP =ebagaimana dimaksud pada ayat [2] dan ayat (3] terdiri
atas:
a. SPP TU; dan
k. 3PP LA.

Pasal 175
FPenerbitan dan pengajuan dokumen SFF UFP dilakukan oleh
Bendahara Pengeluaran dalam rangka pengisian UP.
Penerbitan dan pengajuan dekumen 3PP GU dilakukan oleh
Eendahara Pengeluaran dalam rangka mengpant UP.
Ketentuan lebith lanjut mengenai besaran UP dan GU
gebagaimana dimaksud pada ayat (1] dan ayat (2] ditetapkan
dengan Keputirsan Bupati.
Pengajuan SPP UP scbhagaimena dimaksud pada ayat (1)
digjukan dengan melampirkan Keputusan Bupatl tentang
besaran UP sebagaimana ditmaksud pade avat (3).
Fengajuan 8PP GU schapaimana dimaksud pads ayat (2]
dilampiri dengan dolkamen asli  pertangpungjawaban
pengeunmaan UP.

Pasal 176
Bendahara Pengeluaran  atau Bendahara Pengeluatan
pembantu mengajukan SPF TU untak melaksanalen Kegiatan
yang bersifat mendezalk dan tidak dapat mengpunakan SFP
L3 dan/atau SPF UP/GU.
Batas jumlah pengajuan SPP TU haris mendapat persetujuan
dari PPRD} dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan
wakiu pengpunaannya.
Dalarn hel sisa TU tidak habis digunakan dalam 1 {satu) bulan,
sisa TU disctor ke Rekening Kas Umum Daerah.
Ketentuan batas wakty penyetoran sisa TU scbageimana
dimaksud pada ayat (3] dikecualikan untuk:
a. HKegiatan yang pelaksanaznnya melebihi 1 {satu} bulan;
dan/ataly
b. Kegiatan yang mengalami perubahan jadwal dari yang telah
ditetapkan sebelumnya alibat peristiwa di luar kendal
PA/KPA,
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(L]
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fLh

(2}

(3]

(L)

(2]

(3

Fengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud pada ayat {1
dilampin dengan daftar rincian rencana pengeunaan dana,

Pasal 177

FPenerbitan dan pengajuan dokumen SPP LS dilakukan aleh
Bendahara Pengehraran untuk pembayaran:
8. gaji dan tunjangan,
b. kepada pihak ketiga atas pengadaan barang dan jasa; dan
c. kepada pihak ketiga lainnye sesuai dengan ketentian

peraturan perundang-undangan.
Fengajuan dolumen SPP L8 untulk pembayvaran pengadaan
barang dan jasa sebagaimana dimeaksud pada ayat (1) hurul b
dapat juga dilakukan cleh Bendahara Pengeluaran pembantu
dalern hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada
KFPA.

Pazal 178

Pengajuan dokumen 3PP LS untuk pembayaran pengadaan
barang dan jasa sebapgaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat
(1) bhuruf b oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara
Fengeluaran pembantu, dilekulean paling lambat 2 (tiga] Hari
sejake diterimanya tagihan dad pihak ketige mclalui PPTE,
Pengajuan SPP LS dilampic dengan kelengkapan perayaratan
yang ditetapkan sesuai dengan  ketentuan peraturan
p<¢rundang-undangan.

Pasal 179

Berdasarkan pengajuan SPP UP sebagaimana dimaksud dalam
Fagal 175 ayat (1), PA mengajukan permintaan UP kepada
Kuasa BUD dengar menerbitkan SPM UP.

Berdagsarkan pengajuan SPP GEJ sebagaimana ditmaksud dalam
Pagal 175 ayat [2), PA mengajukan penggantian UP yang telah
digunakan kepada Kuasa BUD denpan menerbitkan SPM GUJ.
Berdasarkan pengajuan SPP TU sebagaimana dimaksud dalam
pasal 176 ayat (1), PA/KPA menpajukan permintaan TU leepada
Kuasg BUD dengan tenerbitkan SPM TU,

Pasal 180

Berdasarkan SPP 12 yang diajukan oleh PBendahara

Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembanty sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1], PPK SKPD fPPK Unit SKPD

melakukan verifikazi atas:

a. kebenaran material surat bukti mengenai hak pihak
penagih;

b. kelengkapan dokumen yang menjadi
persyaratan {sehubungan déengan ikatan fperjanjian
pengadasn barangfjssa;dan

c. ketersediaan dana yang hersangkutan.

BEerdasarkan Hasil veriftkasi svbagaimana dimaksud pada ayat

(1}, pa/kpa memerintahkan pembayaran atas beban aphbd

melalui penerbitan SPM LS kepada kuasa bud.

dalam hal Hasil verifikasi tidak memenuhi syarat, Pa/KPA

tidak menerbitkan SPM LS dan mengembalikan dolumen SPFP

LE paling lambat 1 (saty) Hari terhitung sejak diterim anya SPP.
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Pasal 18]

Kuasa BUD menerbittan SP2D berdasarkan 5P yang

ditétnima dari FA/KPA yang ditujukan kepada bank operasiona)

mitra kerjanys.

Fenerbitan S5P2D sebagaimana dimaksud pada avat (1] paling

lama 2 (dua) Hari sejak SPM diterima.

Dralam ranghka penerbitan SP2D asebagaimana dimaksng pada

ayat {2), Kuasa BUD berkewajiban untuk:

g, meneliti kelenghapan SPM vang diterbitkan oleh PAJKPA
berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA fKPA;

b. menguji kebenaran perhitungan tapihan atas Beban APEID
vang tercantum dalam perintah pembayaran,

c. menguji ketersediaan dana Kegiatan vang bersangkutan
dan

d. memerintahkan pencairan dana sehagai dasar Pengeluaran
Daerah.

Kuass BUD tidak menerbitkan $P2D yang diajukan PA/HPA

apabila;

a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab
PA/KPA;

B. tdak dilengkapi surat pernyataen verifikasi FPK SKPD{ PPK
Unit SKPD vang dilampinl centang kelenglapan dokumen;
dan/atau

¢. péngrluaran tersebut melampani pagu.

Kuasa BUD mengembalikan dokumen 8PM  dalam hal

ketentuan sebagrimnana dimaksud pada ayat (4] paling lambat

1 {satuz) Hari terhitung sejak diterimanya SPM.

Pasal 182
Bendehara Pengeluaran/Bendehara Pengeluaran pembanty
melakzsanakan pembayaran setelah:
. meneliti  kelengkapan dokumen pembayaran vang
diterbitkan aleh PA/KPA beserta bukti iransaksinya:
b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yvang tercantum
daiam dokumen pembayaran; dan
c. menguyi ketersedinan dana yang bersanpglogtan,
Bendahara Pengeluaran/Bendahare Penpgeluaran pembantu
wajib menolak melakukan pembayaran dari PA/KPA apabila
persyaratan sebegaimana dimaksud pada ayat [1) Hdak
dipenuhi.
Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengelusran pembanty
bertanggung jJawab secara pribadi atas pembayaran yang tidak
memenuhi gyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Paszal 183

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran pembantu
seliagal  wajib pungut Pajak Penghasilan  dan  pajak
pertambehan nilai wajib menyetorkan selurub penerimaan
potongan dan pajak yang dipungutnya ke Refening Kas Umum
Megara.

Bendahara PengeluaranfBendahara Pengeluaran pembanty
sebagai wajib pungut Pajak Daerah wajib menyetorkan seharuh
penerimaan potongan dan pajak yang dipunguthya ke REUD.
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Paszal 184

PASEPA dilarang menetbitkan SPWM yang membebani tahun
anggaran berkenaan setelah tahun anggaran beratchir.

(1

(2]

(3]

(4

[}

{1}
[2)

[3}

(1}

Pasal 185
bendahara  Penpeluaran secara administratf  wajib
mernpertanggungiawabkan pengpuinaan UP/GUSTO/LSE

kepada PA melalui PPK BEPD peling lambat tanpeel 3 (tiga)
bulan benkuinya.

Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluarsan pembantu
pada SKPL} wajib mempertanggungiawabkan secara fungsional
atas pengelolaan uenp yang menjadi  tanggungjawabnya
dengan  menyampaikan laporan  pertanggungjawaban
rengeluaran kepada FPKD selabu BUD paling lambat tanggal
4 [etmpat) bulan berikutnya.

ketentuan batas waktu penerbitan surat pengesahan laporan
pertangsungjawaban penesluaran dan sanksi keterlambatan
penyvampaian laporan pertanggungjawaban ditetapkan dalatn
Peraturan Bupati tentang Sistem dan Prosedur Pengelolann
Eeuangan Daserah.

Penyampeian - pertanggungiawaban Bendahara
FPengeluaran/Bendahara  Penpeluaran  pembonog  secora
hingsional sebagaimana dimaksud pada avat [2) dilaksanakan
sciclah diterbitkan surat pengesahan pertanggungjawaban
pengeluaran oleh PAfKPA.

Untuk tertip laporan pertanpgungjawaban pada akhir tahun
anggaran, pertangpungjawaban pengelusran dana  butan
Desember disampaikan paling lambat tanggal 31 (tpa puluh
satu] Desember.

Begian Ketujuh
Pelalkspnaan Dan Penataysahaan
Pemnbiayaan Daerah

Pazal 186

Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran
Pembiayaan Daerah dilalaoikan oleh kepala SKPKD.
Petierumaan dan  pengeluaran  Pembiayaan — Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakulcan melzaiui RKUD,
Dalam hal penetimaan dan penggluaran Pembiayaan Dacrah
scbagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan
peraturat petundang-undangan  tidak  dilakukan melalat
RKUD, BUD melakukan pencatatan dan  pengesahan
penerimazan dan penpeluaran Pembiayaan Daerah terscbut.

Fazal 187

Keadaan yang menysbabkan BSiLPA tzhun sebelumnya

digunakan dalam tahun anggaran berjalan untuk:

4. menatim delizit angparan;

b. mendanai kewajiban Pemerintah Daersh vang befum
tersedia anggarannys;

c. membayar bunga dan pokok Utang danfatau Obligasi
Daerah  yang melampaui anggaran yang tersedia
mendahulul perubahan APBLD:

d. melunasi kewajiban bunga den pokok Utang,
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c. mendanai kenaikan pgaji dan tunjangan Pegawai ASN aliibat
adanya kebijakan Pemerintah,

. mendanai Program, HKegiatan, dan sob Keglatan yang
belurn tersedia anggarannya; dan/fatan

g. mendanai Kegiatan yang capaian Sasaran kinerjanya
ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DFA SKPD
tahun angearan berjalan, yang dapat diselesaikan sampai
dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam tahun
anggaran benalan.

(2) Pengpunaan SiILPA sebagaimana dimaksud pada ayat [1}
dilalzganakan sesual denpan ketenbuan peraturan perundang-
undangan.

Fa=al 188

(1} Pemindahbuluan dari rekening Dana Cadangan ke RKUD
dilakukan berdasarkan rencana penggunaan Dana Cadangan
zesual peruntulkannya.

(2] Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadanpan ke REKUD
sebagaimana dimaksud pada eyat (1) dilakukan setelah jumlah
Dana Cadangan yang ditctaplan berdasarkan Peraturan
Daerah tentang pembentukan Dana Cadanpan vyang
bersangkutan mencukup.

(3] Permndahbukuan scbhapaimana dimaksud pada ayat [2] paling
tingel sejumlah pagu Dana Cadangan yvang akan digunakan
zesual peruniukatinya pada tahun anggaran berkenasn se=zuai
dengan yang ditetapkan denpan Peraturan Daerah tentang
pembentukan Dane Cadangan.

(4] Pemindahbukuan dari rekening Dana Cadangan ke REUD
zebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat
petititall pemindahbulkusn oleh Kuasa BUD atas persetyjuan
FPKD.

Pasal 189

Dalamn rangha pelaksanaan pengelnaran Pembiayaan, Kuasa BUD

berkewajiban untuk:

8. menelin kelengkapan perintah pembayaran vang diterbitkan
oleh kepala SKPKD;

b,  menpgwi letbenaran perhitungan pengeluaran Pembiayaan
yang tercantuin delatn perintah pembayaran;

€. tengwil ketersediaan dana yvang bersangkutan; dan

d. menclak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas
pengeluaran Pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang
ditetapkan.

Bagian Kedelapan
Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja
vahg Melampaw Tahun Anpgaran

Pasel 190
{1] Pelaksanaan pekerjaan { pembayaran atas ikatan
perjanjian { kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentian
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pereturan perundatg-undanpan pada  tahun anggaran

berkenaan yang dapat melampaui tahun anpgaran berkenaan.
(2] Belanja yang melampaw tahun anggaran  berkenaan

sebagaimana dimaksud pada ayat {1) dapat terjadi apabila :

a. keterlambatan pembayaran terhadap pekenaan yang telah
digelesadkan 100% (seratus persen) pada tabun berkenaan:

b. perpanjang an waktu pelaksanaan pckegean sesuai
ketentuan  peraturan  perundang-undangen di bidang
pengadann barang dan jasa pemerintaly;

c. keadean dilnar kendali Femerintah Deerah  dan/atau
penyedia barang dan jasa termasuk keadean kahar sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap; dan/atau

e. kewajiban ilainnys Pemerintah Dacrah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 191

Felaksanaan pembayaran atas  keterlambatan  permbayaran
terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100 % (seratus persen)
pada tahun berkenaan dan pelakssenaan pembaveran atas
perpanjangan waktu pelaksansan pekerjaan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan
jasa acbagaimana dimalisud dalam Pasal 190 avat (2] huruf & dan
huruf b, ditakukan vleh Pemerintah Daerah dengan tahapan :

a. melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Fenjabaran
APBD den memberitahukan kepads pimpinan DPRD unmuk
ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APED;

b. pembavaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, Kegiatan, sub Kegiatan serta kode rekening; dan

c. mengesahltan DPA SKPD atau perubahan DPA SKPD schapai
dasar pclaksanaan pembayaran.

Pasal 192

Pelaksangan pembayaran atas keadaan diluar kendali Pemerintah

Daerah dan/atau penyedia barang dail jasa termasuk keadaan

kahar sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan

sebapaimana dimaksud dalam Pasal 190 avat [2) huruf e, dilakukan
olah Pemerintah Da¢rah dengan tahapan :

a. kepalsn SHPD meneliti zebab terjadinya keterlambaran
penyelesaian pelierjpan pada tahun angparan yang berkenaan
untuk metmastikan keterlambatan penyelesainn bukan karena
kelalaian penyedia barane/jasa dan/atan penpguna barang dan
Jasa;

b. Bupati menetapkan keadaan kahar sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. melakukan perubahan Peraturan Bupad tentang Penjabaran
APBD dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD untuk
ditampung dalam Peraturan Dacrah tentang Perubahan APBD;

d. pcmbayaran ates kewsjiban pihak ketiga dianggarkan dalam
program, Kegiatan, sub Kegiatan zerte kode rekening; dan

c. mengesahkan DPA SKPD atau perubahan DPA SKPLD sebagai
dasar pelaksanaan pembeyaran.
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Pasgal 193

Pelaksanaan pembayaran atas Hasil pubasan pengadilan yang

Lersifat tetap dam kewajiban lainnya Pemerintah Daerah sesuai

ketentuan peratlran perundang-undangan scbagaimana dirnaksud

dalam Pasal 191 avat (2] hurw! d dan hurnal e, dilakukan oleh

Pemerintah Dagrah dengan tahapan ;

a Kepala SIKPD menehtt dasar  Remampuan kewajiban
Pemerintah Dastah scbaga dasar peneanpgaran dalam APBDy;

B, melalukan perubahan Peraturan Bupati tentang Peryabaran
APRD dan membentahukan kepada pmmpinan DPFRD untuk
ditampung dalam. Peraturan Daecrah tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

¢. pembayaran ates kewajiban pihak ketipa dianggarkan dalam
Program, Kegiatan, sub Kegiatan serta kode rekening,; dan

d. mengesahkan DPA BKPD atau perubshan DPA SKPD sebagal
dasar pelakisanaan pembayaran.

Pagal 194
Dalam ranghka pelaltsanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan
perjanjian/kontrak/penkatan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan pada tehun anggaran berkenasarn
yang melampani tahun anpggaran, haros dilakukan reviy terlebih
dahuly cleh aparat pengawas internal Pemerintah Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangat.

Pasal 195
Retentuan lebih lanjut menpenail tata cara penpanggaran dan
pelaksanaan belanjs yang melampaui tahun anggaran sehagairmana
dimaksud dalam Pasal 190 sampai dengan Pasal 194 diatur dengan
Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Pengelolaan Barang Milik Dacrah

Pagal 196

(1} Pengelolaan BMD merupakan keseluruhan kegiatan wyang
meliputi  perencansen  kebutuhsn dan  penpanpggaran,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnehan,
penghapusan, penetausahaan dan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian.,

(Z) Penpelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat 1) diatur
dalam Peraturan Daerah mengenai Barang Milik Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAD V1
LAFQRAN REALIZAS] SEMESTER PERTAMA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DAN PERLUIBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

Bagen Keaatu
LImum

Pasaf 197

Laporan realizasi semester pertama APED dan perubahan APBD
dakam peraturan Desralt ind mengatlr metgenai:

Lboge

= e L

{1]

(<)

[1}
(21

Laporan Kealisasi Setnester Pertama APBLY;
prrubahan APED;
PErgeseran anggaran; _ .
peng@unaan 3iLPA tahun scbelumnya dalam  perubshan
APBLy;
pendanaan keadaan darurat dan keadaan luar biasa;
penyusunan perubahan APED,
panetapatl peruabahan AFBD,
persetujuan rancangan Peraturan Daecrah tentang Perubahan
APBD; dan
evaluasi Rancangan Peraturan Dacrah tentang Perubahan
APED dan Rancangen Peraturen Bupall tentang Penjabaran
Perubahan AFBD.
- Bagian Kedug
Laporan Realisasi Semester Pertama
Anggaran Pendapetan dan Belanja Daerah

Pasal 108
Pemerintah Dacrah menyusun laporan realisasi semester
pertama  APED dan  prognosis untulk 6 [enam] bulan
beribgtya,
Laporan aebagaimana dimaksud pada ayat (1) disempailcan
kepada DPFRD paling lambat pada akhir bulan Juli tabun
anggaran berkenaan.

Eagian Ketiga
Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dasrah

Pasgal 19%

Laperan realisasi semester pertarna APBD  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 198 menjadi dasar perubahan AFBD,

Perubahan APBD scbagaimans dimaksud pada ayat (1) dapat

dilakukan apabila terjadi:

8. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumst KUA;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
anggaran Antar Orgarisas), antar unit organisasi, antar
Program, antar Kegiatan, sub Kegiatan, dan antar jenis
belanja;

. keadaan yang menyebabkan SILPA  tahun  anggaran
sehelumnya harus digunekan dalam tabun anggaran
berjalan;
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(1]

(2]

(3

(4]

(1
[2)

(3]

(4]

d. keadaan daruvrat; danfatau
. keadaan luar hiasa.

Pasal 200

Perkembangan yang tidek sesuai dengan asums KUA

sebagaimana dimaksud dalamn Pasal 199 ayat {2} hurul a dapat

bérupa terjadinya:

a. pelampauan etau tidak tercapainya p-my:km Fendapatan
Daerah;

b. pelampauan atay tidak terealisasinya alokasi E-El.El.n_]a
Daerah; danfatan

¢. perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan Daerah.

Bupati memfarmulasikan perkembengan yang tidak sesuad

dengan asumsi KUA scbagaimena dimalsud pade avat [1) ke

dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS
berdasarkan perubahan RKFD.

Dalamm rancangan perubshan KUA sebagaimana dimalsud

pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi

dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

Dealam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud

pada ayat {2] disertal penjelasan:

a. Program, Kegiatan, dan Sub Hegiatan yang depat divsulkan
untuk ditampung dalam  perubahan  APBD  dengan
mempertimbangkan sisa wakfu pelaksanaan APBD tahun
anggaran berjalan;

b. capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatanyang harus dikurangi dalam perubahan APED
apabila agumsi KUA tidak tercapai; dan

c. capajan Sasaran Kinerja Program, Kepiatan, dan Sub
Kegiatanyang harus ditingkatkan dalam perubahan AFBD
apabila melampaui asumsi KUA.

Pasal 201
Bupali menyampaikan rancangan perubahan KUA dan
rancangatl perubahan PPAS kepada DPRD.
Bupati dan DPRD melakukan pembahasan rancangan
perubahan KUA dan rancangan perubahen PPAS,
Bupati dan DPED melakukan kesepaksatan bersama Hasil
pembahasan rancangen perubahan KUA dan rancangan
pcrubahan PPAS,
Kesepakatan bersama terhadap rancangan perubahan KUA
dan rancangan perubahan PPAS scbagaimana dimaksud pada
ayat (4) dituangken dalam nota kesepakatat perubahan KUA
dan nata kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani
bersama ofeh Bupatidan pimpinan DPRD.

Bapian Keempat
Fergeseran Anggaran

Pasal 202

Pergezeran anggaran dapat dilakukan antar crganisasi, antar unit
organisasi, antar Program, antar Kegiatan, 3ub Kegiatan dan antar
Jenis belanja, antar objek belanja, dan/atanr antar rincian objek
belanja.
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Pasal 203

Pergeseran angearan sebagaimana dimaksud dalam Paszal 202,
terdiri atas:

A. PEergescran anggaran Vang menyebabkan perubahan APRBD: dan

i1

()

(3

{4}

()

&)

(1)

12}

(3}

(4

pergeseran anggaran yang tidak menjyebabkan perubahan
APBD.

Pasga) 204

Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahen APBD

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203 huraf & meliputi:

pergescran antar organisasi;

pergeseran antar unit rganisasi;

Pergescran antar program;

pergeseran antar Kegatan,

pergeseran antar sub Kegiatan,

pergeseran antar kelompok; dan

K. pergeseran antar jems.

Pergeseran anggaran yang tidak menycbabkan perubshan

APBD scbagaimana dimakstud dalam Pasal 202 hunaf b

mecliputi:

g, pergeseran antar objek dalam jenis yang sema, yvang dapat
dilakukan atas persetujuan Sekretaris Dasrah;

b. pergescran antar rincian objck dalam objek vang sama,
yang dapat dilakukan atas persetujuan PPED:

€. pergeseran antar sub rincian eobjek dalam rincian objeic
Yang sams, yang dapat dilakultan atas persetujuan PPKD,
dan/etan

d. perubahan atau pergeseran atas uraian dar sub rincian
objek dapat dilakukan atas persetujuan PA.

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan

AFBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat

dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Eupatl

tentang Penjabaran APBD terlebih dahulu,

Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran

sechapaimana dimaksud pada ayat {3) ditetapkan dalam

Peraturan Bupati tentang perubahan penjabaran APBD.,

Forgeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan

APBD yang dilakukan szetelah perubahan APBD ditampung

dalam laporan realisasi anggaran.

femua  pergeseran dapat  diaksanakan  berdasarkan

perubahan DPA SKPD,

mapn D

Fasal 205
Fergeseran angparan sebagaimansa dimaksud dalam Pasal 203
huwruf a dilalukan melalui perubahan Peraturan Daerah
tenitang APBD.
Pergezeran anggaran entar objek belanja danfatau antar
rincian objek belanja sehagaimana dimaksud dalam Pasal 203
huruf b dilakukan melalui perubahan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran APBL,
Fergeseran anggaran antar objek belanja dalam jenig belanja
dun  antar ringian objek belanja dalam abjek  belanja
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) ditetapkan oleh Bupati.
Pergeseran anggaran schagaimana dimaksud pade avat (1) dan
avat (2) diflormulasitan dalam Perubahan T°'PA SKFPD.
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) Perubahan Peraturan Bupati tentang penjabaran APED
sehagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan
dalam rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD
atal ditampung dalam laporan realisesi angparan.

(&) Perubahan Peraturan Bupati {entang penjabaran APBD
sebagpaimana dimaksud pada ayat (5 ditampung dalam
laporan realisasi anggaran apabila:

a. tidak melakukan perubahan APED; atau
b, pergeseran dilabukan setelah ditetapkannya Peraturan
Deerah tentang perubahan APBD.

Pagal 206

(1] Dalam kendisi -tertentu, pergeseran anggaran  yang
menyebabkan perubahan AFPBD dapat dilakukan sebelun
petfubahan APBD  melalui  ketetapan  Bupati  dengan
dibenitahukan kepada pimpinan DPRD,

(2] Kondisi tertenin sebagaimana ditnaksud pada ayat (1) meliputi
kondisi mendesak. atau perubahan proritas pembangunan
baik ditingkat nasional atau Daerah.

(31 Jika pergeseran teracbut dilakukan sebelum perubahan AFBD,
pergeseraniperubahan anggaran ditampunpg dalam Ferda
perubahan APBD.

(4] Jika pergesecran tersebut dilalkokan setelah perubaban AFBD,
dilaperkan dalam Laporan Realizasi Anggatan.

(2} Pergeseran anggaran dilakultan dengan menyusun perubahan
DIPA-SKPD,

(6) Pergeseran anggaran yeang menyebablkan perubahsn APBD
mengikutl ketentuan mekanisme perubahan APBD.
(7} Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.

Pasal 207
ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anpgaren
sebagaimana dimaksud delam Pasal 202 sampai dengan Pasal 206
diatur dengan Peraturan Bupati.

Baplan Kalima
Fengpunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Sebelumnya Dalam Perubahan Angparan
Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 208
Penggunaan SiLPA tahun sebelumnys untuk pendanaan
pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2) huraf
c diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD
darnfatay RKA SKPD.

Begian Keenam
Fendanaan Keadaan Derurat dan Keadoaan Luar Biaaa

Pasal 209
(1] Pemerintah Dacrah mengusulkan pengeluaran untuk
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(2]

(1}

(4]

f1)

(]

(1)

(2}

(1)

[Z]

sehagaimana dimaksud datam Pasgal 199 ayat [2) huraf d dalarm
rancangan perubahan AFBD.

Dalam hal pengeluaran untuk mendanal keadaan darurat
sebagaimana dimaksud pada ayar [1) dilatukan setelah
perubahan APBD atayu dulam ha! Pemerintah Dasrah tidak
meclakukan perubashan APBDY maka pengeluaran tersebut
disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 210

Ferubahan APED hanya dapat dilakukan 1 (satw) kali dalam 1
[satu] tahun enggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa
stbagaimana dimaksud dalam Pasal 199 ayat (2] huruf e
Keadaan hrar biass sebagmimana dimaksud pada eyat (1)
merupakan keadaan vang menyebabkan estimasi peneritnaan
danfatau pengeluaran delam APBD mengalami kenaikan atau
penurunan lebin besar dari 50% (lima puluh persen),

Pazal 211

Dalam hal keadaan luar biasa yang mecnychabkan estimasi
penernmeaan dalam APBD mengglami Kenaikan lebib dari 50%
{ima puluh persen) scbapgaimana dimaksyd dalam Pasal 210
ayat (2} dapat dilakukan penambahean Kegiaten, sub Kepiatan
baru, dan/atau peningkatan capaian Sasaran Kinetja Program,
Kegiatan dan sub Kegiaten dalam lahun anggaran berkenaarn.
Dalam hal keadaan luar biasa vang menyebabkan estimasi
penerimaan dalam AFED mengalami penurunan lebih dari 50%
(lim& puluh persen) sebapaimana dimaksud dalam Pagal 210
ayat {2] dapeat dilakukan penjadwalan ulang dan/atau
pengurangan capaian Sasaran Kinerja Program, Kegiatan dan
sub Kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berkenasan.

Bagian Ketujuh
Penyusunan Perubahat Anggaran Fendapatan
dan Belanjs Daerah

Pasal 212

Kancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
se¢bagaimana dimeksud dalam Pasal 201 ayat |1) disampaikan
olch Bupati kepada DFRL paling lambat minggu pertama bulan
Agustus dalam tahun anpggaran berkenaan,

Eancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PEAS
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dibahas bersama dan
disepakati Bupati dan DPRD menjadi perubahan KUA dan
perubahan FPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus
dalam tahun anggaran berkenaan.

Pasal 213

Dalem hal Bupati berhalangan 1ictap, waldl Bupati
menyampaikan rancangan peruobahan KUA dan rancangan
perubahan FPAS kepada DPRD, menandatangani kesepakatan
terhadap rancangan perubahan KUA  dan  rancangan
perubahan PPAS serta menandatangani nota kesecpakatan
perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS.

Dalarm  hal Pupati berhalangan sementara, Bupat
mendelegasikan kepada wakil Bupati untuk menyampaikan
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(3]

4

(1}

(2}

(3

(1}

2

rancangan pefubaben KUA dan rancangan perubahan PPAS
kepada DPRD, menandatangani kesepakaten terhadap
rancangan perubaban KUA dan rancangan perubahan PPAS
serte menandatangani nota kesepakatan perubaban KUA dan
nota kesepakatan perubahan PPAS,

Dalam hal Bupati dan wakil Bupati berhalangan tetap atau
sementara, penjabat pengganti Bupatt  menvampaikan
rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS
kepada DPRD, menandatangani kesepakatan terhadap
rancangan perubzhen KUA den rancangan perubahan PPAS
serta menandatangani nota kesepakatan perubahan KUA dan
nota Kesepakatan perubahan PPAS.

Dralam hal pimpinan DFRD berhalangan tetap ataw sementara
delarm waktu yang bersamaan, pelaksana tugas pimpinan
OPRD menandatangatti kesepakatan terhadap rencangan
perubehan KUA dan rancangan perubahan FPAS serta
menandatanpani nota kesepakaran perubahan KUA dan nota
Resepakatan perubahan PPAS.

. Pasal 214
Perubahan KUA dan perabahan PPAS vang telah disepakati
Bupati bersama DPRD sebhagaimana dimaksud dalam Pasal
213 ayat [2) menjadi prdoman Perangket Daerah dalam
menjyusun perubahan REA SKPD,
Ferubahan KUA dan perubahan FPAS sebapaimana dimalksud
pada ayat (1) disarmpaikan kepada Perangkat Deerah disertai
dengan:
a. Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan baru;
k. kriteria DPA S3KPD yang dapat diubah;
c. hatas wakhy penyampaian perubahan RKA SKPD kepada
PPELD; danfatau
d. dekumen sebagai lampiran meliputi kode rekening
perubahan APBD, format perubahan REKA SKPD, analisiz
standar belanja, standar harpa satuan dan perencanaan
kebutuhan BMD serta dokurmen lain yang dibutuhkan,
Penyampajan sebagaimana dimak=ud pada ayat [(2) dilakukan
paling lambat minggu ketiga bulan Agustus tahun anpggaran
berkenaan.
Pasal 215
Kepala SKPD menyusun perubahan EKA SHPD berdasarkan
perubahan KUA dan perubahan PFAS sebagaimana dimalisud
dalam Pasal 206 ayat [1].
Perubahan REA SBKPD sebagaimana dimaltsud pada ayat [1)
dieampaikan kepada PFKD setbapai bahan penyusunan
rancatygan Peraturan Daergh entang Perubahan APBT.

Pasal 216

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan REA 3KPD sebagaimana
dimaltsud dalam Pasal 116 samnai dengan Pasal 125 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap penyusunan perubahan RKA SKPD
pada perubahan APRD,

(L)

Pasal 217
DPA BEPD yang dapat diubah scbagaimana dimaksud dalam
Pazal 214 ayat (2] hurwf b btenepa peninglatan atau
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(2]

(3]

{1]

[2)

{3

(4

(=)

(1}

(2]

pengurangan capaian Sasaran Kinetja Program, Kegiatan, dan
aub Kegiatan dari yang telah ditetapkan semula.

Peningkatan atau pengurangan capaian Sasaran  Kinerja
Program, Kegiatan, den sub Kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diformulasikan dalam perubahan DPA SKP[.
Perubahan DPA SKPD memuat capaian Sasaran Kinera,
kelompok, jenis, objek, rincian objck dan sub rincian ohijck
pendapatan, belanja, dan Pembisyvaan baik sebehim dilakukan
perubahan maupon setelah perubahan.

Pasal 218
Perubahan REA SKPD yate memuat Progran, Keglatan dan
sub Kegiatan bami dan perubashan DPA SKPD yang akan
dianggarkan dalam perubahan AFPBD yang telah disusun clgh
SKPD disampaikan kepada TAFD melalai PPED  untuk
diverifilkasi.
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1] dilalukan oleh
TAPD untuk menelagh kescauaian antara perubahan REA
SKPT dengan:
perubahan KUA dan perubahan PPAS;
prekiraan maju yang telah disetuju;
dokumen perencanaan lainnya;
capaian Kinerja!
indikator Kinerja;
analisis standar belanja;
standar harga saroan:
perencanaan kebutuhan BMD;
Btandar Pelayanan Minimal; dan
Frogram, Kegiatan dan sul Kegiatan antar RKA SKPD.
Dalam hal Hesi! verifikasi TAPD acbagaimana dimalksud pada
ayat 1) terdapat ketidaksesuaian, kepaia SKPD melakukan
penyempurnaan,
Dalam hal kepala SKPD tidak melakukan penyempurnaan
terhadap hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3],
penyempurnaan Hasil verifikasi dilakukan oleh TAPD.
Selain diverifikasi TAFD, perubahan REA SEPD juga direviu
vleh aparat pengawas intermal Pemerintah Daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Frzal 219
PFED menyusun - rancangan FPeraturan Daerah  tentang
perubehan APBD dan dokumen pendultung berdasarkan
perubahan RkA BKPD yang telzh disempurnakan olch kepala
SKFPD atan TAPD.
Rancangen Peraturan Daerah tenteng Pcrubahan APBD
scbagaimana dimaksud pada ayat {1} memuat lampiran pating
sedikit terdir atas:
a. ringkasan APBED yang diklasifikasi menurat kelompok dan
jenig pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;
b ringkasan APED menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan ocrganisagi;
¢, rincian APBD menurut Urusan Pemenintahan Daerah,
organmast, Program, Kegiatan, sub Kegiatan, kelompolk,
jenis pendapatan, beianja, dan Pemnbiayaan:

@ T e An T
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(3

(4}

qQ,
P-

rekapitulasi Belanja Daerah dan kesssuaian menurut
Urusan Pemerintahapn Dacrah, orpanizasi, Program,
Kegiatan, dan sub Kegiatan;

rekapitulasi Belanmja Dacrah untuk  keselsrasan dan
keterpaduan Urusan Pemerintshan Daerah dan fungsi
dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
sinkronisasi Frogram pada RPJMD dengan rancangan
perubahan APBL,

sinkronigasi Program, Kegiatan dan sub Kepiatan pada
RKFD dan PPAS dengan rancangan perbahaty APBTY,
sinkronisasi Program prioritag nasional dengan Program
priaritas Dacrah;

daftar jumleh pecgawai per golongan dan per jabatan;
daftar Piutang Dacrah;

daftar penyertasn modal Daerah dan investasi Draerah
lainnya,

daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap
Gaerah:

daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-
lain;

daltar Kegiatan tahun anggaran zebelumnya yang belum
diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun
angparan berkenaan:

daftar Dana Cadangan Dacrah; dan

daftar Pinjaman Deeraty.

Dolumen pendukling sebageimana ditnaksud pada ayat (1)
terdini atas nota keuangan dan rancangan Peraturan Bupati
tentang penjabaran perubahan APBD.

Rancangen Peraturan Bupati tentang penjabaran perubahan
APBL sebagaimana dimaksud pada ayat [3) memuat lampiran
palimg =edikit terdir atas:

a.

ringkaszan penjabaran perubahan APBD yang diklasifikasi
menurut jenis, objelk, rincian abjek, dan aub rincian ohjek
pendapatan, belanja, dan Pembiayaan;

penjabaran perubahan APBD menurat Uruasan
Pemerintahan Daerah, organisasi, Program, Kegiatan, sub
Kegiatan, jenis, objek, dan rincian objek pendapatan,
belanja, dan Pembiayaan,

daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
hibah; dan

daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran
bantuan sosial.

Pazal 220

Rancangan Peraturan Daerzh tentang perubahan APED yang telzh

dizusun oleh PPKD disampaikan kepada Bupaii,

Bagian Kedelapan
Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah

Pagal 221

Bupall wajib menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD kepada DPRD discrtal penjelasan dan dokumen
pendukung untuk dibahas dalam rangks mempercleh persetujuan
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bersama paling lambat minggu kedua bulan Seprember tahun
anggaran berkenaan.

Pasal 222

(1) Dalam hal Bupati berhalangan tetap, walkil Bupati bertugas;

a, mengajukan rencangen Peraturan Dacrah tentang
Petubahan APBD kepada DPRLD; dan

b. menatdatangan persetuyuan bemsamaea terhadap rancangan
Peraturan Dacrah tentang Perubahan APBD.

(2] Dalam hal Bupati berhalangan sementsara, Bupati
mendelegasikan kepada wakil Bupati untuk:

a. mengajukan rancangsn  Peraturan Daerah  tentang
Perubahan APBD kepada DPRD; dan

b. menandatangani parsenliuan betrsanta terhadap
raticatigan Fetaturan Daerah tentang Perubaban APBDN

(3] Dalam hal Bupatl dan wakil Bupati berhalangan tetap atau
sementara, penjabat pengganti Bupati yang ditunjuk dan
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menyampaikan
rancangan Peraturat Daetal tentang Perubahan APBD kepada
DPRLD, menandatangani persetujuan bersama terhadap
rancangan peraturan Daerah tentang Perubahan APBDO.

(4 Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap aksu
sementara dalam waktu vang bersamaan, pelaksana tupas
pitnpinan DPED menandatangani persetujuan bersama
terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
AFBD. :

Pasal 223

(1} Pembahasan rancangan Peraturan Dasrah tentang Perabahan
APBD dilaksanakan oleh Bupati dan DPFRD sctelah Bupati
menyainpaikan rancangan Peraturan Daerah  tentang
Perubahan APBD beserta penjelasan dan doloamen pendukung
sesuai dengan ketentuan peraturan perundanpg-undangan.

[2) Pembahasan rancangen Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD berpedoman pada perubaban RKPD, perubaban KUA,
dan perubahan FPAS.

Eagian Kesembilan
Fersetuyjuan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Angpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pagal 224

{1) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Peraturan
Dacrah tentang Perubzhan APBD dilakukan olehh DEFRD
bersama Bupad paling fambat 3 [tiga) bulan sebelum tahun
anggaran berkenaan berakhir,

{2] Dalam hal DPRD sampai batas wakiu sebagaimana dimalesud
pada ayat (1) tidak menpgambil keputusan hersama dengan
Bupati terhadap rancangan FPeraturan Daerah tentang
Perubahan AFBD, Bupati melaksanalian pengelusaran yang
telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkensan.

(3] Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan
APBD dilalukan setelah ditetapkannya Peraturan Daerah
tentang  pertangmungiawaban  pelaksanaan  APBD  tahun
sebelumnya.
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(1}

(2

[3)

(4)

(1)

{<})
{3

{4}
(3]

Bagian Kescpuluh
Ewvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tenitang
Ferubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan Rancangan Peraturan Bupat tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belama Daerah

Pasal 235
Eancangan Peraturan Dacrah tentang perubahan APED yang
telah disetujul bersame dan rancangan Peraturan Bupati
tentang penjabaran perubahan APBD disampeikan kepeada
Cubernur paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal persefujoan
Rancangan Peraturan Dgerah tentang perubahan APRD untuk
dievalhuas] sehelum ditetapltan oleh Bupati.

Fancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD} dan
rancangan FPeraturan Bupati tentang penjabaran perubahan
APBD sehagaimana dimaksued pada ayat (1) disertai denpan
perubahan RKED, perubahan KUA, dan perubahan PPAS yang
disepaliati antara Bupati dan DFRD.

Dalam hal Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD} dan rancangan Peraturan Bupati tentang
pecrjabaran perubazhan APBD sebapaimana dimeksud pada
ayat (1] sesual dengan kelentuan peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi, kepentingatl wnum, perubaban
RKPD, perubahan KUA, perabahan FPAS, dan RRJMD, Bupati
menetapkan rancangan lersebut menjadi Peraturan Daerah
dan Peratutan Bupati sesuzi denpan ketentuan peraburan
pcrundang- undangarn.

Dealam hal Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang
petubahan APBD dan rancangan Peraturan Bupati tentang
penjabaran perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada
ayat(l] tidak sesuai dengan ketentuan peraturen perundarig-
undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, perubahan
REPD, perubahan KUA, perubahan PPAS, dan REIMD, Bupati
bersama DPRD melalrkan penyempurnaan paling lama 7
{tujrih) Hari sejak Hasil evaluasi diterima.

Pazal 226
Penyvempurnaan Hazil evaluasi sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 225 ayat (4) dilakukan Bupati melaloi TAPD bersama
dengan DPRD relalui badan angparan,
Hasl penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan keputusen pimpinan DFRD.
Keputusan pimpinan DPRD =ebagaimana dimalksud pada eyat
(2] dijadiken dasar penetapan Peraturan Daerah tentang
perababian APBD.
Keputusan pimpinan DPRD gebapaimana dimaksud pada ayat
(2} dilaporkan pada sidang paripurma berikutnya,
Keputusan pimpinan DPED sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dizampaikan kepada Gubermur untuk perubahan APBLD
paling lambat 3 ({tga) Hari sectelah keputusan tersebut
ditetaplean.
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Paszal 227
Dalam  hal  keputusan pimpinah DPFRD mengenai  Hasil
penycmpurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 236 ayat (2)
tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujub) Hari =ejak diterimanys
Hagil evaluasi, Bupati menctapkan Peraturan Daerah tentang
perubahan APBD berdasarken Hasil penyempurnaan.

Pasal 228

(11 Rancangan Peraturan Dacrah tentang Perubahan APBD dan
rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
AFBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Bupati menjadi
Peraturan Daerah tentang Peribahan APBD dan rancangan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

(2} Dalam hal Bupati berhalangan, pejabat yang berwenang
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBED dan
rancangan Peraturan Bupeat tentang Penjabarsn Perubghan
APBD,

Paszal 229

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan laporan

realisasi semester pertama APBD dan tata cara perubahan APBD

diatur dengan Peraturan Bupali,

BAB VIII
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Akuntansl Pemerintah Daerah

Pasal 230
(1) Akuntansi Pemerintah Daerah dilaksanaken berdasarkan:
a. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
b. SAPD: dan
c. BAS untuk Daerah,
se3uai dengan ketentuan peraturan perundang-undangat,
(4] Alintansi Pemerintah Dacrah sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas
pelaporan,

Pazal 231

[1] Kebijakanr Aluntansi Pemcrintah Daerah schagaimana
dimaksud dalam Pasal 230 ayat (1) huruf a, meliputi kebijakan
akuntansi pelaporan keuangan dan kebijakan akuntansi akun.

{2} Hebijakan akuntansi Pemerintah Dacrah sebagaimana
dimaksud pade ayat (1) dibatgun secars dinamis memuat
prakick spesifik yang dipilih oth Pemerintah Daerah yang
berfungsi  sebagal panduan proses pemyusunan laporan
keuangan mulai dari entitas akuntansi sampaj dengan entitas
pelaporan,

(3} HKebijakan akuntansi pelaporan keuangan sebagaimana
dirmaksud pada ayat (1) memuat penjelasan atas unsur laporan
kevangan.

(4] Eebijakan altuntansi akun sebapaimana dimaksud pada ayar
(1} menganir dehnisi, pengakuan, pengukairan,
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(1}

{2}

(3

(1]

(2]

(3]

(1]

121

(3]

penilaiandan/atan pengungkapan (ransaksi atau peristiwa
sesal detgan SAFP.

Fazal 232
SAPD acbhbagaimana dimeksud dalam Pasal 230 ayat (1] hurui
b, memuat piliban prosedur dan telmik akuntansi dalam
melalukan adentiflkasi transaksi, pencatatan pada jumnal,
posting kedalam buku besar, penyusunan neraca saldo, dan
penyajlan laporat keuangan.
Penydjiat lapotan Kevangan sebeagaimana dimaksud pada ayat
(1] paling sedikit meliputi:
laperan realisasi anggaran;
laporan perubahan salde anggaran lebib;
IETAcH;
laporan r:-perasmnal
lapgran amis kas;
laporan perubahan Ekuitas, dan
catatan atas laporan kevangan.
EPLFD schagmmana dimaksud pada ayat (1] meliputi gistem
alkuntansi SKPKD dan sistern alntatns SKPD.

womEoTE

Pazal 233
BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 230
ayat (1] hurul ¢ merupalkan pedoman bagi Pemerintah Daerah
dalam melabmkan: kodefikasi akun yang menggambarkan
struktur APBD dan laporan keuangan secara lengkap.
BAS untuk Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertujuanuniok mewujudkan astatistik keuangan dan laporan
kcuangan secara nasional yang =elaras dan terkonsolidasi
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahh Dacrah, yang
meliputi penganggaran, pelaksanaan enggaran dan laporan
keuan
BAS untuk Daerah schagaimana dimaksud pada ayat (2)
diselaraskan dengan hagan skun standar Pemerintah Pusat
sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Bagian Kedua
Pelaporan Keuatipan Pemerintah Daerah

Pasal 234
Felaporan keuvangan Pemnerintah Daerah merupakan proses
penyusunan dan penyajian taporan keuangan Pemerintah
Daerah oleh entitas pelaporan sebagai Hasil konsolidasi atas
laporan keuangan SKPD selaku entitas aloantansi.
Laporan keuangen SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat {1}
disusun dan disajiken oleh kepala SKPD selaku PA sebapai
entitas aluntansi paling sadikit meliputi:
a. laporen realisasi anggaran;
b. neraca;
¢, laporan operasional;
d. laporan perubahan Elmnitas: dan
€. rcatatan atas laporan kevangan.
Laporan keuangen SKPD sehagaimana dimeaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati melalui PPED paling lambat 2
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{1]

i)

(3}

(1

(2}

13

{1]

(2}

f{dua) bulan setelah tahun angparan berakhir sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undengan.

Pasal 233
Laperan keuangan Pemerintah Dacrah sebagaimana dimakandg
dalam Pasal 234 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala
SKPKD sclaku PPED sebapai entitas pelaporan  untuk
disampaikan kecpada Bupatd dalam rangka memenuhi
pertangpangjawaban pelaksanaan APBD,
Laporat kewangan Pemerintah Daerah sebagalmana dimaksud
pada ayat (1] paling sedikit meliputi:
laporan realisasi anggaran;
laporan perubahan salde anggaran lebih;
NeTACA,
laporan operasional;
laporan anis kas;
laporan perubahan Elitas; dan
B. catatan atas laporan kewangan.
Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dirnaksud
pada ayat (1) disampaikan Kepada Bupati melalui Sekretaris
Dacrah paling lambat 3 {tiga} bulan eetelah tahun anpggaran
berakhir aesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

oo T

Pasal 236

Laporan keuangan Entitas Aluntansi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 235 ayat (1), baik 8KFD maupun SKPKD dilampirt
dengan Surat Pemnyataan Kepala SKPD/SKPKD yang
menyatakan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung
Jawabnya telah  diselenggarakan  berdasarkan  sistem
pengendalian  intérn yang memadai, Standar Akuntansi
Pemerintahan, dan-pedoman lainnye sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

Laporan Arus Kas dan Laporan Perubshan Salde Anpgaran
Lebih disusun dan disajikan oleh BUD sebagai bagian dari
Laporan Keuangan Konsolidasi Entitas Pelaporan.

Laporan Arus Kas dan Laperan Perubahan Saldo Anggaran
Lebih  dilampiri  dengan surat pernyatagn BUD  yang
menyatakan pengelelaan kas yang menjadi tanggung jawabnya
telah diselenggarakan berdasarkan sistern pengendalian intern
yang memadai, Standar Akuntansi Pemerintahan, dan
pedeman lainnya sesuai dengan peraturan  perundang-
undangat,

Pasal 237
Dalatn rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi
Kevangan Daerah, PA menyusun dan menyajikan laporan
keuangan SKPD bulanan dan semesteran untuk disampaikan
kepada Bupati melahi PPED =esuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dalam rangka memenuhi kewajiban penyampaian informasi
Keuangan Diaerah, PPED menyusun dan menyajikan laporan
keuangan bulanzn dan semesteran unttk dissmpaikan kepada
Menteri dan menteri yang menyelenggaralean  Urasan
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Pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangar.

(3] Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk  bulanan
sehagrmimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat [2) berapa
Laporan Realisasi Anpgaran,

(4) Laporan Keuvangan Pemerintah Daerah untgk  laporan
gernedler sehagaimana dimaksuzd pade ayat (1) dan ayat (2)
berapa Laporan Realisasi Anpgaran, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Eluitas, dan Neraca.

(+) Proses  penyusunan  Laperan Keuangan  mengandung
informasl, aliran data, penggunaan, dan penyvajian do¥umen
vang dilalculcan secara elelcronik.

. Paga| 238

{1} Laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimalsud
dalem Pasal 236 dan Pasal 237 dilalnakan revia oleh aparat
pengawas  intérnal  pemerintah  Dacrah  sesuai  dengan
kectentuan peraturan perundang-undangan sebelum
disarapaikan kepeda Badan Pemeriksa Keuangan untuk
dilakukan pemeriksaan.

(2] Leporan keuvangan Pemerintah Dacrah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] disampaikan kepada Badan Pemeriksa Kevangan
paiing lambat 3 (tiga] bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Fasal 23¢
Bupati memberikan tanggapan dan melakukan penyesualan
terhadap laporan Hagil pemernksaan Badan Pemeriksa Keuangan
atas laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 238 gyat 12).

Pasal 240
Ketenluan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan kcuangan
Pemerintah Daerah schagaimana dimaksud dalam Pasal 234
sampei dengan Pasal 239 diatur dengan Peraturan Bupati tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

BAB IX
FENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJIJAWABAN
PELAESANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
-BELANJA DAERAH

Pasal 241

{1] Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daersh tentang
Pertangmingjawaban Pelaksanaan APBD kepads DFRD dengan
dilatnpiri laporan keuangan yeng tclah diperiksa oleh Badan
Femeriksa HKevangan serla ikhtizsar laporan Kinetja dan
laporan keuangan BUMD paling lambat 6 {enam) bulan setelah
tahun enggaran berakhir.

(4] Rancangan Peraturan Dsaerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anpgaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas Bupati bersama
DFRD untuk mendapat persetujuan bersama.

(3] Persetujuan  bersams  rancangan  Peraturan  Daerahb
sebapmmana dimmalesud pada ayat (2) dila'cukan pafing Jambat
7 {tuguh)] bulan setelah tabmn angearan berakhir.
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(4]

0y

)

(3]

1)

(<]

{3)

Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada
ayat [3), Bupati menyviepkan rancangan Peraturan Bupatl
tentang Penjabaran Pertangpungjawaban Pelaksanaan APRD.

Pasal 242

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertangpungjawaban
Felaksanaan AFBD vyang telahdisetujui bersama dan
rancangan Fetaturan Bupat tentang Penjabaran
Pertangpungjawaban Pelaksanaan APBD disampaikan kepada
Gubernur untuk dicvaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati,
paling lambat 3 (tiga) Hari terhitung sejak tangpal persetujuat
rancangan Peraturan Daecrsh tantanpg Pertangpungjawaban
Pelaksanaan Anpgparan Pendapatan dan Belanja Daerah.
Bupati menetaplkan rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dano rancangan
Peramuran Bupati tentang penjabaran Pertangoungjawabat
pelaksanaan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati, dalam hal Haasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] menyatekan rancangan telah =sesuai dengan :
Peraturan Daerah tentang AFBD;
Pergturaty Daerah tentang perubahan APRL
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD,
Peraturan Bupati tentang penjabatan perubahan AFPBD;
dan
e. telah menindaklanjubi ternuan laporan Hasil pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan,
Dalam hal Hasil ¢valuasi rancangan Peraturan Daerah tentang
Fertangpungjawaban Pelaksanasan APBD dan rancangan
Feraturan Bupati tentang penjabaran pertangpunpglawaban
pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertentangan dengan Peraturan Daerab tentang APBD,
Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, Peraturan Bupati
tentang penjabaran  AFBD, Peraturan Bupati  tentang
renjabaran perubahan APBD, dan fatan Hdak menindaklanjut
temuan lapeoran Hasil pemeriksaan Baden Pemeriksa
Keuangan, Bupati bersama DFED melalikan penyempurnasn
paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung szejak Hasil evaluasi
diterima.

ap g

Fasal 243

Dalam hal dalam wektu 1 [satu] bulan sejak diterimanya
rancangan Peraturan Daerah tentang pertanpgungiawaban
pelaksanean APED dari Bupati, DPRD tidak mengambil
keputusan bersama dengan Bupatd terhadap rancangan
Feraturan Daerah tentang pertangpungjawaban pelaksanaan
AFPED, Bupati meényusun dan menetapkan Peraturan Dupat
tentang pertangpungiawaban pelaksanaan APBD.

Rancangan Peraturan Bupati scbepaimana dimaksud pada
ayat (1] ditetapkan setelah memperoleh pengesahan dari
Gubernur.

Untuk mempercleh pengesahan sebagaimana dimalsud pada
ayat (2], TRNCARgan Peraturan Bupati  tentang
pertanggunpiawaban pelaksanaoan AFBD begerta lampirannya
disamnpaikan paling lambat 7 {tuwjuh] Har terhitung sejal
DFRD tidak mengammbil keputusan bersama dengan Bupati

a3



(4

terhadap TANCANZAn Peraturan Daecrah tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dalam hal dalam batas wakty 15 (litna belas) Han Menten atan
Gubcrmur tidak mengesahkan rancangan Peraturan Bupad
scbagrimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menctapkan
rancangan Peraturan Bupati tersebut menjadi Peraturan
Bupati,

BAB X
EEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH

Bapian Kesat
Urniarn

Pasal 244

Pengelolaan Kekayaan Dagrah dan Utang Daerah meliputi:

A,

b
.
d
e

it
(2}
i3]
(#
(5}

(L)

(2]

Pengelolasn Piutang Paerah;

Pengelclaan Inventasi Daerah;

Pengelolasan BMDx:

Pengelolaan Utang Daerah dan Pinjaman Daerah; dan
Pembiayaan Utang Daerah,

Bagian Kedua
Pengeleolaan Piutang Daetah

Pasal 245
Fengelolaan  Piutang Daerah  sebagaimana  dimaksud
dalamPasal 244 huruf &, dilaksanakan oleh pejabat yang diberi
kuass untuk mengelola pendapatan, helanja, dan kekayaan
Daerah,
Setiap pejabat yang diber kuasa untuk mengelola pendapatan,
belanja, dan kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1} wajib mengusahakan agar setiap Piutang Daerah
diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu,
Femerintah Dacrah mempunyai hak mendahului atas piutang
jettis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan ptrundang-
undangan,
Piutang Dacrah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan
tepat waktu, diselesaikan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. '
Penyelesaian Piutang Daerah yang mengakibatitan masalah
Peraturan Dacrah dapat dilakukan melalui Peraturan Daerah,
kecuali mengenai Pivtang Dacrah yang cara penyelesaiannya
seguai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

FPagal 246
Flutatyg Daerah dapal dihapuskan secara muatlak atan
bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatilr mengenai penghapusan
piutang negara dan Deerab, kecuali mengenai Piutang Daerah
¥ang cara penyelesaiannya ditaloukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangarn,
Penghapusan secara bersyaral sebapaimana dimaltsud pada
ayat {1] dilalmikan dengan menphapuskan Plutang Daereh dari
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pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan halk
tagih Dacrah,

(3] Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimakseud pada ayat
(1} dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat.

(4] Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat
(3} dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Dacrah.

Fasal 247

(1) Penghapusan Secara Bersyarat dan Penghapusan HSecara
Mutlak sebagaimana dimalksud dalam Pasal 246, hanya, dapat
dilakukan setelah Piutang Daerah diurmis secara optimal oleh
Panitia Urusan Plutang Negara sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Fiutang
Negara,

(2] Pengurusan Piutang Daerab dinyatakan telah optimal, dalam
hal telah dinyatakan sebagai piutang negara sementara belum
dapat ditagih oleh Panitia Urusan Fiutang Negara.

(3} Piutang negara sementara belumn dapat ditagih sebagaimena
dimak=1d pada ayat (2], ditetapkan dalam hal masih terdapat
giga Utang, namun :

a. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk
menyelesaikannya; dan

b. Barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi
mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit
dizelesrikan

Pasal 248

(1) PFenghapusan Secara EBEergyarat, scpanjang menyangkut
Fiutang Daerah ditetapkan oleh :

a. Bupati untuk jumlah sampai dengan BpS.000.000 000,00
(lima rmiliar rupiah); dan

b. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari
Rpo.000,000.000,00 {lima miliar rapiah).

(2} Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai
piutang yane dihapuskan secara bersyarat adalsh nilai yang
setara denpan nilai sebagaimana dirpaksud pada ayat (1)
dengan kurs tengah Bank Indonesia vang berlaku pada 3 (tiga)
Hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oteh
Pejabat Penpgelola Kevuangan Daeralh,

Pazal 240
Piutang Dacrah yang akan dihapuskan sccara bersyarat
sehagaimana dimaksud dalam Pasal 24% ayat (1), diusulkan pleh
FFKD yang berpiutang kepada Pupati setelah mendapat
pertimbangan dari Kantor Wilayah Dircktorat Jenderal Piutang dan
Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Daerah,

Faszal 250

Fenghapusan  secara  bersyarat atas  Piutang  Daersh  dan

pembuluan dilaksanakan denpan ketentian :

a. dalam hal piutang adalah berupa Tuntutan Ganti Rugi, setelah
piutang ditetapkan sebagai piutang negara sementara belum
dapat ditagih dan terbitnya rekomendasi penghapusan sccara
bersyarat dari Badan Pemerikza Keuangan, atau
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b. dalam hal pintang adalah selain pivtang Tuntutan Ganti Rug,
sctelah piutang ditetapkan sebagaei piutang negara sementara
belum dapat ditagih.

Pazal 251
(1] Penghapusan Secara Mutlak Piutang Daerah, ditetaplan aleh:
b, Bupati untuk jumnlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00
(lim=a miliar napiah}; dan
¢. Bupati dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lehih dari
Ep. 5.000,000, 303,00 {lima miliar rupiah].

(2] Dalam hal Piutang Daerah dalam satyan mata nang asing, nilai
piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dengan kurs tengah Bank
Indonesia yang berlaku pada 2 (tiga) Hari sebelum tanggal
surat pengajiat usd penghapusan oleh PPED.

Faz=al 252
Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara mutlak sebagaimana
dimaksud dalam Pasatl 251 diusulkan PPKD yang berplutang
kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah
kerfanya meliputi wilayah Daeral,

Pagal 253

{l] Penghapusan secara mutlak atas Piutang Daerah dari
pembukuan harus memenuhi syarat:

a. diajukan setelah lewat waktu 2 [dua) mhun sejalk tanggal
penetapan  penghapusan  secara bersyargt  piutang
dimaksud; dan

b. melampirkan surat keterangan dan aparat pejabat yang
berwenang yang menyatakan Penanggung Mang tetap
tidak mempunyvai kemampuan untuk menyelesaikan sisa
kewajibannya atau tidak diketahui keberadasnnya.

(2} Dalam hal Piutang Daerah berasal dari pasien rumah salat
atau fasilita= kesehatan tingkat pertama, surat keterangan
sebagaimana dirmaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh
penyerah prutang yang menvatakan Penanggung Utang tetap
tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan sisa
kewajibannya atau tidak diketahui keberadaannya.

Pasal 254
Ketentuen lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian Piutang
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 245 sampai dengan
Pasal 253 diaturdalam PeraturanBupati.

Bagian Ketiga
Pengelolaaan Investasi Dacrah

Pugal 235
(1l Pcngelolaan investasi Dacrah sebagaimana dimalsud dalam
Paszal 244 hurul b dilakukan oleh Pemerintalh Dactab dalam
rangka memperoleh manfaat ckonemi, =zosial, danfateu
manfaat lainnya,
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(2] Pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah sebagaimana
dimaktsud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Pengelolanan Barang Milik Dieerah

Pasgal 256
Pengeloiaan BMD s¢bagaimana dimaksnd dalam Pasal 244 huruf ¢
dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai denpan ketentuan
peraturan perundang-undanpgan,
Bagian Kelima
Pengelolaaan Utang dan Pinjaman Dacrah

Fazal 257
(1} Pengelolaan tang Daerah dan Pinjaman Dacrah sebagaimana
dimakeud dalam Pasal 244 hunud d dilakukan oleh Bupat
sesuBi dengan Ketentuat peraturan perundang-undangan.
{2] Biaya yang timbul akibat pengelolaan Utang Daerah dan
Finjamen Dasrah sebaggitaena dimaksud pada ayat (1)
dibebankan pada APBD.

Bagian Keenam,
Fembiayaan Utang Daerah

Pazal 258

{1} Pembiayaan Utang Daerah scbagaimana dimaksud dalam
Pasal 244 huruf e terdini atas:

a. Pinjaman Daerah;
br. Obligasi Daerah; dan
¢, Sukuk Deeral.

{2} Pembiayaan Utang Dacrah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dipunakan untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang
menjad: kewenanpan Daerah.

3 Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pembiaysan langsang
dari pihak luar negen.

(4] Wil bersih maksimal Pemblayasan Utang Dactah sebagaimana
dimaksud pada ayat [1] dalam 1 [satu) tahun anggaran terlebih
dahuhy mendapat persetujuan DPRD.

() Persetujuan DFRD sehagaitmana dimsksud pada ayat (3)
diberikan pada saat pembahasan APBD.

{6} Dalam hal tertentu, Bupati dapat melakukan Pembiayaan
melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui DPRD
scbhagaimana ditmaksud pada ayat (4) dan dilaporkan scbapai
penibabart APED tahun yang bersangkutan.

Pasal 259
(1] Pmjaman Daerah sebapaimana dimaksud dalam Pasal 255
ayat [1] huny a dapat ersumber dari:
A, Pemerintah:
b. Pemerintal Daerah lain;
c. lembaga keuangan bank; danfatan
d. lembaga keuangan bukan bank.
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(2]

13

Finjaman Daerah dapat berbentul konvensional atau syariah.
Pinjaman [Daerah dilaksanakan sesual dengan ketentuan
pemberi  pinjaman  dan  sesual  ketentuan  peraturan
perundangan.

Fazal 260
Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daersh scbagaimana
ditnaksuid pasal 258 ayat (1) huriaf b dan « dilakukan dalam
rangka;
a. pembiayaan pembanpanan infrastrukinr Daerah,
b. pengelolaan portofolic Utang Daerah; danf atan
€. peherusan pinjaman danfatau penyertaan modal kepads
BUMD atas dana Hasil penjuaian Obligasi Daerah dan
Sukuk Daerah,
Ubhpgasi Daerah dan Sukuk Daerah scbapaimana dimaksud
pada ayat {1} dilaksznakan sesuai ketentusn peraniran
perundang-undangan.

Pasal 26]
Pemerintah  Daerah  dilarang memberikan jaminan atas
Pembiayaan utang pihak lain.
BMD} tidak dapat dijadikan jaminan ataun dipgadaikan untuk
mecndapatkan Pembiayaan Utang Dacrah.

Pasal 202
Pemerintah Dacrah wajib membayar kewajiban Pembiayaan
Utang Daerah pada saat jatul tempa.
Dana untak membayar kewajiban Pembiayaan Utang Daecrah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APED
sampai dengan berakhimya kewajiban.
Dalam hal Pemerintah Ddasrah tHdak menganggarkan
pembayaran  kewajiban  Pernbiayean  Utang  Daerah
sebapaimana dimalsud pada ayat (2], Bupati dan DFED
dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak
keuangan yang dianur dalam ketentuan peraturan perindang-
undangen sclama & {enam} bulan.

BAR X]
BADAN LATANAN UMUM DAERAH

Pasgal 2643

Pemerintah Daerab dapat membentuk BLUD dailam rangka
meningkatkan pelayvanan kepada masyarakat sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rmangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan
kebijekan fleksibilitazs BLUD dalam Peraturan Bupab yang
dilaksanakan oleh pejabat pengelola BLUD,
Pelayanan kepada masyarakat sebapgaimana dimaksud pada
ayat (2] meliputi;
a. penyediaan bareng danfatau jasa lavanan umum,
L. pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi

dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau
¢c. pengelolaan wilayah/kawasan tertenty untuk wjuan
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meningkatkan perckonomian masyarakat atau layanan
Lmuain.

(4} Pejabat pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
bertangeung jawab atas pelaksanaan kebljakan fleksibilitas
BLUD dalamm pemberian Kegiatan pelayanan umum torutams
pada aspek manfaat dan pelayanan yang dihasilkan.

Fagal 264

{1] BLUD merupakan bagian dari Penpelolasn Kenangan Baeral,

(2] BLUD merupakan kekaysan Daerah yang bidak dipisahkan
vatrg dikelola untuk menyelenggaraltan Kegiatarn BLUD yang
bersangkutan sesual dengan ketenfuan perafiiran perindang-
undangan.

{3] PBLUD menyusun rencana bisnis dan anggaran.

{#] Laporan keuangan BLUD disusun berdasarkan SAP.

Pazal 265
Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PFKD dan pembipaan
teknis BLUL dilakukan qleh kepala SKPD yvang bertanpgung jawab
atas Urusan Pemerintahan yang bersangkutan.

Paszal 266
(1) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk
membiayai belanja BLUD vang bersanglutan.
(2] Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi pendapatan yang diperoleh dari aktivitas peningkatan
kualitas pelayanan BLUD seaual kebutuhan,

Pasal 267 :
Rerncana bisnis dan anpgaran serta laporan keuangan dan Kinedja
BLUD disusun dan disajikan sebagai begian yang tidak terpigahlkan
dari rencana Ketja dan anggaran, APBED serta laporan keuangan dan
Kinerja Pemerintah Dacrah.

Pasal 268
Pengaturan mengenai BLUD  berpedoman pada  ketentuan
perafuran pertndang-undangan,

BAB X!
FENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH

Fagal 209
Sctiap kerugian Keuangan Dragrah yang discbabkan oleh tindakan
melanggar hukum  ataw  kelalaian sesecrang  wajib  segera
digelesaikan sesuai dengan ketenflan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 270

{1] Setiap bendahara, Pegawai ASMN buken bendahara, atau
pejabat lzan yang karene perbuatannya melanggar hukum atan
melalaikan kewajibannya, baik langsung atau tidak langsung
merugikan Daerah wajib mengpanti kerugian dimalcsud.

(2) Ketentuan mengenai penyelesaian  kerupian  Daerah
sebagaimane dimalsud dajam Pasal 269 berlaku secara
mutatis mutandis terhadap pengpantian kenagian.
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Pasal 271
Penyclesaian kerugian Daeralh yvang dilakukan oleh Bendahara
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasgal 272
Ketentuan lebih  lanjut  mengenai tata cara pelalzanaan
penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Decrah terhadap Pegawai
A3N bukan bendahara atau pejabat lain diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAR XIII
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Fasal 273

{1} Pemerintah Dacrah wajib menyediakan informasi Keuangan
Dacrah dan diurmumkan kepada measyarakat.

{2} [nformasi Kenangan Deerah sebagaimane dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit memuat informesi  penganpearan,
pelaksanasn anggaran, dan laporan kevangan.

(3] Informasi Kenangan Daerah sebagaimana dimeksud pada ayat
(1} digunakan untuk;

a. metmbantl Bupati dalam menyusun anggaran Daerah dan
laporan Pengelelaan Keuangan Daerah;

I»» meémbantu Bupati dalam merumuakan  kebijakan
Keuanpan Daerah;

¢. membantu Bupati dalam melakukan evaluasi Kinerja
Keuangan Daerah;

d. menyediakan statistik keuangan Pemerinteh Daerah;

g, mendukung keterbukaan informasi kepadamasyarakat;

. mendukung penyelenggaraan sistem informasi Keuvangan
Dagtrah; dan

£ mclakukan evaluasi Petigelolaan Keuangan Daerzh.

{3} Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(€1 haras mudah diakse= oleh masyarakat dan  wajib
dizampajkan  kepada Menteri  dan  menteri  yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuanpan.

Pasal 274

f1] Femerintah Dacrah menerapkan sistem pemerintahan berbasis
elektronik dalam Pengelolsan Keuangan Daerah.

(2) Pencrapan  sistem ™ pemerntahan  berbasis  elekironik
zehagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara
bertahap disesuaikan dengen kondizi danfatau kapasitas
Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan  perundang-
undangat,

(3} Pemerintah Dacrah wajib menerapkan sistem pemerintahan
berbasis clektronik di bidang Pengelolaan Keuanpgan Daerah
secara terintegrasi paling =edikit meliputi:

8. penyusunan Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan der

RKFD; '

penyusunan rencana kerja SKPDy;

PEH}"L.IS-UTIE.H anggaraty,

pengelolaan Pendapatan Daerah;

pelakgsanasn dan penatausshaan Kevangan Dacrah;

°Roo
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I-  akuntansi dan pelaporan; dan
£ pengadaan barang dan jasa.

(4] Prlaksanaan penerapan sistemn  pemerintaban  berbasis
elektronik  di bidang  Pengelolaan Kevangsn Deerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada
ketentuan peratiran perundang-undangan.

Pasal 275

Fenerapan asistem pemetintahan berbasis  elektronik  dalam

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pagal

274, disertai denpan:

a. pengembangan Kepasitas kompetensi digital dan budaya digital
di aemua lapisan pengelola Kevuangan Daerah: dan

b. pengembangan proses hisnis berbasis elekironik scbagai acuan
penyusunan petunjuk teknis Pengelolaan Keuangan Daerah,
rengembangan  sistem  informasi, audit, pengawasan, dan
evaluasi.

BAB XIV
FEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesam
Umum

FPasal 276
Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan Pengelolaan
Keuangan Daerah kepada SKPD.

Eagian Kedua
Pembinaan

Pasal 277
(1] Fembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pagal 276 dilakukan
dalam bentulk :
a, [Iasilitasi:
b. konsultasi;
¢. pendidikan dan pelatihan; dan
d. penelitian dan pengembangan.

{2} Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
secara herkela dengen menjamin kontinuitas keberlanjutan
petnbinaan.

(3] Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
cleh PPKD dan/atauaparatur pengawas internal Pemerintah
Daerah.

(4) Dalam hal Pengelola Keuangan Daerah barmu pertamna kali
diangkat menjadi Penpelola Keuvangan Daerah, malka FPKD
danfatau aparatur pengawas internal Pemerintah Daerah
wajib meémberikan memberkan pembinaan scbagaimana
dimaksud pada ayat [1).

Pasal 278
{1} Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1)
hutrul a ditujukan untuk meningkatkan kapasitas perangkat
Daerah  dalam  penyelenpgaraan  Pengelolaan Keuangan
Daerah,
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(2]

3

(4

{1}

(2]

(3]

k4]

(1]

[2)

(3}

(1]

2]

[3}

(4]

Fasilitasi =sebagaimana dimaksud pada eayat (1) dapat

dilakukan pada (ahapan perencanaan, penganggaran,

penatausahaan, dan pertanggungjawaban dan pelaporan.

Fagilitasi sebagaimana dimalksud pada ayvat (1) dilakukan

dalarm bentuk:

a. pemberdayaan aparatur pengelela Keunangan Dacrah;

b. penguatan kapasitas aparatur pengelola Keuangan Dacrah;
dan :

¢. bimbingan teknis aparatir pengelola Keuangan Daerah.

Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat [3) dilalakan

dalarm bentuk penyediaan sarana dan prasarana dan/atau

pendampingan.

Pas=al 279
konsuitasi scbagaimana dimaksud dalamm Pazal 278 ayat {1)
hurul b dilakukan untuk mendapatkan  petunjuk,
pertimbangan, atau pendapat terhadap permasalaban
Pengelolaan Keuangan Daerah yang sifatnya mendesak,
Konsultasi schagaimans dimaksud pades ayat [1) dapat
dilakukan secarg langsung atau tidak lanpsunp,
Dalam hal koosultasi dilakukan secara langsung, Hasil
konzultasi dituangkan secara tertulis dalam berita acara Hasil
kornsultasi,
Dalam hal konsultasi dilakukan secara tidak langsung, Hasil
konsultasi dituangkan secara tertulis dalam surat jawaban.

Pasal 280
Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimalcsud dalam Pasal
277 ayat (1) hurul ¢ ditujukan pengembangan koempetensi
aparatur pengelola Keuangan Daerah.
Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat dilakukan bekerja sama dengan instansi Pemerintah,
perguruat tingei, danfatau instansi lainnya.
Pendidikan dan pelatihan sebapaimana dimaksud pada ayat [1)
wajib diberikan oleh PFKD pada pengelola kenangan Dasrah
yang bary diangkat pertama kali sebagai pengelola Keuangan
Daerah.

Pasal 351
Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam
Pazsal 2377 ayat (1) huruf d dilakukan dalam rangka
meningkatkan kualitas kebijakan dan program Pengelolaan
Keuangan Daerah, :
Fenelitian dan pengembangan sebagsimana dimaksud pada
ayat (1) meliput pengkajian dan penerapan Pengelclaan
Keuwangan Daerah.
Penelitian dan pengembanpgan scbagaimana dimaksud pada
ayat [1} dapat dilakukan bckerja sama dengan ingtansi
Pemerintah, perguruan tinggl, danfatau instansi lainnya,
Hasil penclitian  dan  pengembangan  dijadikan  dasar
perumusan kebijakkan Penpelolzan Keuangan Deerah sesuai
dengat Retentuan peraturan perundatg-undangan.
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(1}

{<]

{1]

[2)

(3}

{4

(=]

(1)

Bagian Ketiga
Fengawasan
FPazal 282
Penpawasan sebagaimana dimaksud dalarmm Pasal 276
dilakukan dalam bentgl:e:
audit,
reving
evaluasi:
pemantauan; danfatau
Bentuk peopawasan lainnya sesuai dengan  ketentian
peraturan perundang-undangan,
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada avat [1} dilakulcan
olch aparat pengawas internal Petnetintah Daerah,

pon e

Pazal 2833
Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (1) hurufa
dilakukan sebagai proses identifikasi masalah, analisis, dan
evaluasl yang dilakukan secara independen, objektil, dan
profesional berdasarkan standar audit,
untukmenijaikebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas,
efisienal, dan keandalan informasi Pengelolaan Keuangan
Draerah.
Audit sebagaimanadimalaud pada ayat (1), meliputi:
a. &aldit keuanpan;
b. audit Kinerja, dan
c. audit déengan tujuan tertenty.
Audit kruangan =ebagaimana dimaltsud pada ayat [2) burul a
adalah andit terhadap aspek keuangan tertentu yaity audit
atas  aspek  tertentu penpelolaan kewanpgan  yang
diselengparakan coleh instanzi pemerintah atas dana yang
dibiayai oleh AFBN/APBD dalam ranpgka memberikan
keyakinan yang memadai bahwa penpelolaan keuangan telah
dilaksanakan scsuai dengan tolok ulur yvang telah ditetapkan
sehagaimana ketentuan yang berlaku agar tujuan pengelolaan
kenangan tepat Sasaran.
Audit Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adelah audit audic atas pelaksanaan tupas dan fungsi instansi
pemerintah yvang terdiri mtas audit aspekekonami, efisiensi,
dan audit aspek efcktivitas, serta ketaatan pada peraturan.
Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat [2) huruf ¢ adalah audit yang dilakukan dengan mjuan
khugus di luar audit keuangan dan audit Kinerja, termasuk
dalam kategori int-Audit Khusus/lovestigatif/ Tindak Fidana
Kerupsi dan Audit untuk Tujuan Tertentu Lainnya terhadap
masalah yang menjadi (okus perhatian pimpinan organisasi
atau yang bersifat khas.

Pasal 284
Reviu sebagaimana dimaksud dalamPasal 282 ayat (1) huraf b
dilakukan dalarn bentuk penelaahan vlang bukti suatu
Kegiatan untuk memestikan bahwa Kegiatan tersebut telah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, statidar, rencana, atau
norma yang telah ditetapkean.
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(1]

(2]

(1]

[2)

{1}

(2]

Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi -

a  reviy rancatgan kebyakan umum anggaran dan prioritas
plafon anggaran sementara;

b, reviu rencana kerja snggaran satuan kerja perangkat
Daergh: '

€. reviu lapotan kedanpan; dan

d. Kegiatan reviu lainnys berkaitan dengan Fengelolaan
Keuvangan Dagrgh,

Pasal 285

Evaluas) scbagaimana dimaksnd dalam Pasal 282 ayat (1)

huruf ¢ merupakan rangkaian EHegiatan membandinglcan

Hasil/prestasi suaty Kegiatan dengan standar, rencana, atau

norma yang telah ditctapkan, dan menentukan faktor-faktor

vang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suaty

Eegiatan dalam mencapai tujuan.

Eraluasi schbapaimana dimaksud pada ayat (1) datam bentuk

evaluasi  Kinerja Pengelolaan Keuangen Daerah, yang

dilakukan: :

a. melalui pengambilan data langsung melalui observasi,
diskusi, wawancara mendalam, danfatau penelaahan
dokumen; dan

b. secara menyeluruh baik dari sisi proses, sumber daya
manugia, infrastmkiur dan aspek lain yang mempengaruhi
Kinena Penpelolasan Kevangan Pemerintal Dacreh.

Pasal 286

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalson Pasal 282 ayat (1)
huruf d dilabukan-dalam bentuk penilaian kemajuan suam
Program, Kegiatan, dan sub Kegiatan dalam mencapai tujuan
vang telah diteteapkan,
Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} meliput:
a. Femantauan TindakLanjut Hasil Permeriksaan
b. Pemantauan Realisasi Penyerapan Anggaran; dan
c. Kegiatan pemantauan lainnys  berkeitan  dengan

Pengelelaan Keunangan Daerah,

Pasal 237
Untuk mencapai Pengelolaan Keuangan Daerah  yang
ekonomis, elektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Bupati
wajlb menyelenggarakan sistem peopendalian internal atas
pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah.
FPenyelenggaraan aistem pengendalian internal sebagmimana
dimaksud pada ayat (1) sesual dengan kctentuan peraturan

perundang-undanpan.

Fasal 288

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan DEH, DAU,
dan DAK dalam APBD dilakukan dengan carn supervisi,
pemantavian, dan pengevaluasian,
SuUpervial, pemantauan dan pengevaluasian penpgunaan DBH,
DAL, dan DAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan
untuk:
a. memastikan bahwa DBH sudalt dimanfaatkan secara

optimal untull membiayad Urusan Pemerintahan vang
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rmenjadi kewenangan Daerah dan  =sesuai dengan
pricritas Daerah termasuk Urusan Pemerintahan tertentu
yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. memastikan bahwa DAU sudah dimanfaatlkan secara
optimal untulk membiayai Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangen Daerah  terutama  untuk
penyediaan pelayanan publit sesuai denpan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

. memastikan bahwa DAK sudah dimanfastian secara
vptmal untuk membiayat Urusan Pemerintahan pada
kepiatan khusus yang menjadi kewenangan Daerah dan
seaual dengan prioritas nasional pada tabun anggaran
berkenaan,

(31 HKrctentuan mengenai tata cara pelaksanaan  supervisi,
pemantauan, dan pengevaluasian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1] dilaksanalan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Paszal 289
Permnbinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
270 sampa! dengan Pasal 288 dilaksanakan secsuai dengan
keicnbuan peraturan perundang-undangan,

BAD XV
KETENTUAN PENUTLJP

Pasal 250

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan
pelaksanaan dari Peramaran Daerah Kebupaten Salok Nemer 3
Tahun 2017 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kevangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2017 Nomeor 13,
Tambahan Lermbatarn Daerah Kasbopaten Solok Notmor 71},
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan
dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ind.

Pasal 291

Foda saat Peraturan Daerah ini mulai berlalou

a. Peraturan Daerah Kabupsaten Sclok Nomer 3 Tahun 2017
tentang Fokok-Polkok Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran
Dasrah Kabupaten Sclok Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 70); dan

b. Peraturan Daerah Kebupaten Sclok MNomor 4 Tahun 2011
tenilang  Investasi Pemerinteh Dacrah (Lembaran Dacrah
Kabupaten Solok Tabun 2011 Momer 4, Tambahen Lembaran
Daerah Kabupaten Solok Nomor 45}
dicabut dan dinvatakan tidak berlaku.

Pasal 292

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan
paling lama & (enam) bulan setelah Peraturan ini ditetapltan.
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Pasal 203
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Dasrah Kabupaten Solok.

Ditetapkan di Arosuka

pada tanggal 2= foecao 2023
BUPATI SOLOK,

dto

EPYARDI ASDA

Diundangkan di Arosuka
padsa tanggal 9 Feworan 2093
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SOLOK,
dto

MEDISON

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2023 NOMOR %

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK PROVINSI SUMATERA BARAT:
(3/17/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAEEAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR 2 TaHUN 2023
TENTANG
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

UMUM

Pemberian otonomi kepada Daerah merupakan upaya untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam kerangka MNegara
Kesatuan Republik Indonesia. Sejalan dengan prinsip terscbut maka
Pengelolaan Keuangan oleh Dasrah merupakan bagian penting dalam
pemberian ctonomi kepada Daerah dimaksud. Pengelolaan Keuangan
Dacrah pada dasarnya diarahkan untuk mewujudkan percepatan
pembanpunan  Daerali,. Pembangunan yang berorienlasi pada
peningkatan  kesejahieraan masyarakat, peningkatan pelayanan
publik dan optimalizasi potensi yang ada di Daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak
terpisablkan dari penyelenggaraan urusan pemeorintahan  vang
menjadi kewenangan Daerah, cleh karena imu maka Penpelolaan
Keuangan Daerah  harus dilakukan secara (ertib, taat pada
ketentuan peraturan perundang-undanpan, efisien, ekanomis, elelkeil,
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Dengan
temikian, perlu adanya sistern Pengelolaan Keuangan Daerah yang
mengakomodir kebutuhan dan aspirasi Daerah serta sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka mewujudkan Pengeiolaan Keuanpan [aerah
yang ehsien, ckonomis, efektil, (ransparan, dan bertangmung jawab
tersebut, Pemerintah kemudian menetapkan Peraturan Pemerintah
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolasn Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Dalam MNegeri Nomor 77 Tahun 2020 lenlang
Pedoman Teknis Pengelolaan Kevangan Dacrah. Kemudian dengan
disahkan Undang-Undang Nomor | Tahun 2022 tentang Hubungan
Eevangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah juga
bherdampak pada pengelolagn Keuanpan Daerah.

Fada kenyataannya, dalam melalukan Pengelolaan Keuangan
Daerah, Pemenntah Daerah masih menpalami berbagai kendala dan
hambatan sehingga peclaksanaannya belum optimal. Kendala dan
hambatan dimaksud antara lain adalab berupa keadaan, kondisi dan
kebutuhan Deerah yang belum  diakomodir dalam  ketentuan
peraturan perundang-undangan Pengelolaan Keuanpan Daerah yang
ada pada saat ini.

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017
lentang Pokok-Pokok Pengelelaan Keuvamgan Dasrah yanp menjadi
dasar hukum Pengelolaan Keuangan Daerah masih mengacu pada
Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Dacrah yang mana telah dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku oleh Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2019 tentang
FPengclolaan Keuvangan [Daerah. Lebih lanjut, Pernerintah  Pusar
melalui Kementerian Dalam Negeri juga 1elah menetapkan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentanpg Pedoman Teknis
Fengelolaan Keuangan Daerah.
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Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah terscbut sudah
tidak lagi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
vang lebih tinggi, sehingga perlu dicabut dan diganti dengan
Peraturan Daerah baru vang sesuai denpgan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, aspiratif dan sekaligus
mengkomodir kondisi dan kebutuhan Dacrah.

Peraturan Dacrah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ini
adalah dalam rangka untuk mengatasi berbagai permasalahan
hukum antara lain kekosongan hukum dan kebutuhan hukum, dan
untuk menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-
undanga yang lebih tinggi. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah ini diharapkan akan memberikan kepastian
hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah vang tertib, taat pada
ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
elektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan
rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sehingga
mampu mengatasi berbagai persoalan yang sclama ini timbul dalam
Pengelolaan Keuangan Daerah di Daerah.

Selanjutnya, berdasarkan prinsip asas, dan landasan umum
penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan
dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah vang diatur dalam
Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daecrah diharapkan mampu
menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah vang sesuai
dengan keadaan dan kebutuhan dengan tetap menaati peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem
tersebut secara terus menerus dengan tujuen mewujudkan
Pengelolaan Keuangan Daerah yang cicktif, efisien, dan transparan,

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi vakni
menyangkut Pengelola Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dad¢rah, penyvusunan Rencana Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah, pelaksanaan dan penatausahaan, laporan realisasi
semester pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, akuntansi
dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah, penyusunan
rancangan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, kekayaan daerah dan utang daerah, Badan Layanan Umum
Daerah, penyelesaian kerugian keuangan dacrah, informasi
keuangan daerah dan pembinaan dan pengawasan.

[I. PASAL DEMI PASAL

Pasal |
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.




Pasal 3

Ayat (1)

Pasal 4

Yang dimaksud dengan "tertib” adalah Keuangan Daerah
dikelola secara tepat waktu dan tepat guna vang didukung
dengan bulkti administrasi yang dapat
dipertanggungjawabkan,

Yang dimaksud dengan ‘“efisien” adalah pencapaian
Keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau
penggunaan masukan terendah untuk mencapai Keluaran
tertentu.

Yang dimaksud dengan “ekonomis” adalah perolehan
masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada
tingkat harga yvang terendah.

Yang dimaksud dengan “efekil’ adalah pencapaian Hasil
Program dengan Sasaran yang telah ditetapkan, vaitu
dengan cara membandingkan Keluaran dengan Hasil.
Yang dimaksud dengan ‘“transparan" adalah prinsip
kelerbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk
mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-
luasnya tentang Keuangan Dacrah.

Yang dimaksud dengan ‘“bertanggung jawab" adalah
perwujudan kewsajiban seseorang atau satuan kerja untuk
mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian
sumber daya dan pelaksanaan  kebijakan  yang
dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian lujuan
yang telah ditetapkan.

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah keseimbangan
distribusi kewenangan dan pendanaannya.

Yang dimaksud dengan “kepatutan” adalah tindakan atau
suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.
Yang dimaksud dengan "manfaat untuk masyarakat”
adalah Keuangan Daerah diutamakan untuk pemenuhan
kebutuhan masyarakat.

Yang dimaksud dengan "taat pada ketentuan peraturan
perundang-undangan” ada-lah Pengelolaan Keuangan
Daerah harus sesual dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas,

Ayat (3)

Cukup jelas,

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal &

Ayat (1)

Cukup jelas.

Avyat (2]

Cukup jelas.

-




Avat (3
Cukup jelas.
Avat (4)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "koerdinator” adalah terkait
dengan peran dan fungsi sekretaris  daerah
membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan
mengoordinasikan penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan daerah  termasuk  Pengelolaan
Keuangan Daetrah.
Huruf b
Cukup jetas.
Huruf ¢
Cukup jelas,
Ayat (3]
Cukup jelas.
Ayal (&)
Cukup jelas,

Pazal 7
Cukup jelas.

Fazal 8
Cukup jelas.

Pazal &
Ayal (1)
Culoup jelas.
Aval [2)

Hurula
Culkup jelas.

Hurul b
Cukup jelas.

Huruf ¢
Cukup jelas.

Hurul ¢
Sulkup jelas.

Huruld
Cukup jelas,

Hurul e
Kewenangan pemungutan pajak daerah dipisahkan
dari kewenangan SKPKD sesuei ketentuan
peraturan perundang-undeangan.

Hurafl f
Cukup jelas.

Hurufl g
Cukup jelas.

Hurul h
Cukup jelas.

Huruli
Cukup jelas.




Huruf j

Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Avat (3)
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2]
Cukup jelas,
Avat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Hurul b
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurufe
Cukup jelas.
Hurul T
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas,
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Yang dimaksud dengan "melaksanakan Pemberian
Pinjaman Daerah atas nama Pemerintah Daerah®
adalah hanya terkait eksekusi Pemberian Pinjaman
Daerah bukan kebijakan Pemberian Pinjaman
Daerah.
Huruf j
Cukup jelas,
Ayat (4]
Culup jelas.,
Ayat (3]
Cukup jelas.
Ayat (6]
Cukup jelas.
Pagal 11
Cukup jelas.

]

EaR|




Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf {
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Hurufl h
Cukup jelas.
Hurul i
Yang dimaksud dengan "mengelola Utang dan
Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab
SKPD yvang dipimpinnya” adalah sebagail akibat
yvang ditimbulkan dari pelaksanaan DPA SKPD.
Hurul j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.
Huruf |
Cukup jelas.
Huruf m
Cukup jelas.
Hurul n
Cukup jelas.
Avat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4}
Cukup jelas,
Ayal (3)
Cukup jelas,

Pasal 13

Avat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat (3)

Cukup jelas,
Ayat (4)

Cukup jelas.
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Ayal (3]
Cukup jelas.
Ayat (6
Huruf a
Yang dimaksud *berhalangan tetap” adalah apabila
KPA yang bersanglootan tidak dapat melaksanakan
tugas lebih deri 30 hari.
Huruf b
Yang dimaksud “berhalangan sementara™ adalah
apabila KPA yang berzangkutan tidak dapat
melaksanakan tugas lebih dari 3 hari kerja sampai
dengan 30 hari

Pasal 14
Ayat (1)
Yanp dimakzud dengan "PAJKPA dalam melaksanakan
Kegiatan menetapkan pejabat pada SKFD/Unit SKPD
selaku PPTK" adalah PASKPA menctapkan PPTH melalui
usulan atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
Ayat [2)
Yang dimaksud dengan "membantu tugas® adalah tugas
vang ditentukan oleh PAJ/KPA  dalam  rangka
melaksanakan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran
ataz Beban anggaran belanja yang melaksanakan
anggaran SKFPD yang dipimpinnya, yat;
a. mengendalikan pelaksanaan Kegiatan;
b. melaporkan perkembangan pelaksanaan Kepiatan;
c. menylapkan delumen dalam rangka pelalisanaan
anpparan atas Beban pengeluaran pelaksanaan
Kegiatan; dan
d. mclaksanakan kegiatan pengedaan barang/jasa sesuai
dengan ketentuan peraturan perulndang-undangan
¥ang mengatur pengadaan barang/ jasa.
Ayat {3}
Cukup jelas.
Ayat {4}
Cukup jelas.
Ayat (3}
Cubup jelas,
Ayat (8]
Cukup jelas,

Pagal 15
Cukup jelas.

Pazal 16
Culap jeias.

Pa=al 17
Cukup jelas.

Pasal 18

/H




Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat [2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud "Jabatan Fungsional® adalah sekelompok
Jabatan yang berisi fungsi dan tupas berkaitan dengan
pelayvanan fungsional vang berdasarkan pada keahlian dan
keterampilan tertentu,

Pasal 19
Cukup jelas,

Pasal 20
Culup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pa=al 25
Culcup jelas,

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Culap jelas.

Pasal 28
Cukup jeclas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas,

Pasal 31
Culkup jelas.

Pasal 32
Ayat [1]
Cukup Jelas.




Ayal (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas,

Aval (4]

Hurul a
Yang dimaksud dengan "fungs: otorisasi” adalah
anggaran daerah menjadi dasar untuk
melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun
berkenaan.

Hurul b
Yang dimaksud dengan "fungsi perencanaarr”
adalah anggaran daerah menjadi pedoman bagi
manajemen dalam merencanakan Kegiatan pada
tahun berkenaan.

Hurufc
Yang dimaksud dengan “fungsi pengawasan’
adalah anggaran daerah menjadi pedoman untuk
menilai apakah Kegiatan  penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sesual dengan ketentuan
yvang telah ditetapkan,

Huruf d
Yang dimaksud dengan "fungsi alokasi® adalah
anggaran daerah harus diarashkan untuk
menciptakan lapangan kerja/mengurangi
pengangguran dan pemborosan sumber dava serta
rneningkatkan efisiensi dan perekonomian.

Hurul e
Yang dimaksud dengan "fungsi distribusi’ adalah
kebljakan anggaran daerah harus memperhatikan
ragg keadilan dan kepatutan.

Huruf {
Yang dimaksud dengan “lungsi stabilisasi® adalah
anggaran Pemerintah Dacrah menjadi alat untuk
memelihara dan mengupayakan keseimbangan
fundamental perekonomian Daerah.

Ayat (5)

Pasal 33

Cukup Jelas.

Ayat [1)

Cukup jelas,

Ayat (2)

Cukup jelas

Avat (3)

Cukup jelas

Avat [4)

Cukup jelas

Ayat (5]

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

]



Avat [7)
Yang dimaksud dengan “"dianpgarkan secara bruto”
adalah jumlah Pendapatan Daerah yang dianpggarkan
tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan
dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut
dan/atan dikurangi dengan bagian Pemerintah
Pusat/Daerah lain dalam rangka bagi hasil

Pasal 34
Cukup jelas,

Pasal 35
Cukup jelas,

Paszal 26
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38

Avat (1)
Yang dimaksud dengan "ekuitas” adalah selisih antara
aset lancar dengan kewajiban jangka pendelk.

Avyat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3]
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas,

Pasal 40
Cukup jelas,

Pasal 41
Culkup jelas,

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas,
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Fasal 47

Culkup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas,

FPasal 49

Cukup jelas,

Pasal 50

Culcup jelas.

Pasal 51

Culkup jelas.

Pazal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54
Huruf a

Huruf b

Huruf c

Pasal 55

Hibah baik dalam bentuk devisa, rupiah, barang,
dan/atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang
tidak perlu dibayvar kembali.

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN
yvang diberikan kepada Daerah pada tahap pasca bencana
untuk mendanai keperluan mendesak vang diakibatkan
oleh bencana yeng tidak mampu ditanggulangi oleh
Daerah dengan mengpunakan sumber APBD sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

Lain-lain pendapatan sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan antara lain Pendapatan
Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah, dan
Pendapatan Pengembalian Hibah tahun sebelumnya.

Cukup jelas.

Pasal 56

Culkup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Culoup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas,

7]
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Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Paszal 62
Culkup jelas,

Pagal 63
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "belanja modal” antara lain
berupa belanja modal tanah, beclanja modal
peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan
bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan
jaringan, dan aset tetap lainnya.
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Ayat [2)
Cukup jelas,

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayal (4]
Culcup jelas.

Avat [3)
Cukup jelas.

Pasal 64
Avat (1]

Huruafl a
Yang dimaksud dengan “belanja pegawai” antara
lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan
penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan
lainnya pimpinan dan anggota DPRD seria
Bupati/wakil Bupati, insentilf pemungutan pajak
daerah dan retribusi daerah, dan honorarium,

Hurul b
Cukup jelas.

Hurul ¢
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas,

12




Ayat (2)

Cukup jelas.
Ayat [3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Persetujuan DPRD dilakukan bersamaan dengan
pembahasan KUA
Avat [2)
Hurul a
Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja
diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani
pekerjaan untuk menyelesaikan tugas vang dinilai
melampaui beban kerja normal.
Hurul b
Tambahan penghasilan berdasarkan tempat
bertugas diberikan kepada Pegawai ASN yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah
memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah
terpencil
Huruf ¢
Tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja
diberikan kepada Pegawai ASN vyang dalam
melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan
kerja yang memiliki resiko tinggi,
Huruf d
Tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan
profesi diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam
mengemban tugas memiliki keterampilan khusus
dan langka.
Huruf e
Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja
dibenikan kepada Pegawai ASN yang memiliki
prestasi kerja vang tinggi dan/atau inovasi,
Huraf f
Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan
objektif lainnya diberikan kepada Pegawai ASN
sepanjang diamanatkan aleh peraturan
perundang-undangan.
Avat (2)
Cukup jelas.
Avat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas,
Ayat (5]
Culcup jelas.
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Ayat (6]

Cukup jelas,
Ayat (7)

Culup jelas.
Ayat (8)

Ayal [9)

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Ayat (10)
Cukup jelas,

Pasal 67
Cukup jelas.

Paszal 68
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “belanja barang dan jasa® antara
lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material,
jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan
bermotor, cetak/penggandaan, Sewa
rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas,
sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor,
makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya,
pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu,
perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas,
pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi,
jasa ketersediaan pelayanan [(availability payment], lain-
lain pengadaen barang/jasa, belanja lainnya vang sejenis,
belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada
masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa
vang dijuat kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja
beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan,
sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja
pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/
masyarakat.

Yang dimaksud dengan “barang/jasa vang akan
diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga”
adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian
Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

Avat (2)
Cukup jelas.

Awat (3)

Cukup jelas.
Ayat (4)

Cukup jelas,
Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.
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Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Culkup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Avat [3)
Culcup jelas.
Avat (&)
Cukup jelas.
Ayat [7)
Huruf a
Cukup jelas.
Hurul b
Cukup jelas,
Huruf ¢
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

1. Rehabilitasi Sosial adalah proses
refungsionalisasi dan pengembangan untuk
memungkinkan SCSCOTANE mampl
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar
dalam kehidupan masyarakat.

2, Perlindungan Sosial adalah semua upayva
vang diarahkan untuk mencegah dan
menangani  ristko dari guncangan dan
kerentanan sosial.

3. Pemberdayaan Sosial adalah semua upava
yang diarahkan untuk menjadikan warga
negara yang mengalami masalah  sosial
mempunyai  daya, sehingga  mampu
memenuhi kebutuhan dasarnya,

4. Jaminan Sosial adalah skema yang
melembaga untuk menjamin seluruh rakyat
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak.

3, Penanggulangan kemiskinan merupakan
kebijakan, program, dan kegiatan yang
dilakukan  terhadap orang, keluarpa,
kelompok dan/atau masyarakat yang tidak
mempunyai atau mempunyai sumber mata
pencaharian dan tidak dapat memenuhi
Kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
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6. Penanggulangan bencana merupakan
serangkalan upaya vang ditujukan untuk
rehabilitasi,

Pasal 73

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "belanja modal® antara lain berups
belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin,
belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan,
irigasi dan jaringan, dan asect tetap lainnya.

Avat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas -

Avat (4)
Cukup jelas.

Ayat (3]
Cukup jelas,

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal B0
Cukup jelas.
Pasal 81
Awat 1)
Yang dimaksud dengan "tujuan tertentu lainnya” adalah
dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi
dan/atau penerima bantuan keuangan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3}
Cukup jelas.
Avat (4]
Cukup jelas.
Avat (5)
Cukup jelas
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Ayat [B)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (B)

Culkup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 53

Culkup jelas,

Fasal 54

Cukup jelas.

Pasal B85

Cukup jelas.

Pas=al 86

Cukup jelas.

Fazal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas,

Paszal 94

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 96

Cultup jelas.

1]
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Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas,

Pasal 99
Cukup jelas,

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101

Avat (1)
Yang dimaksud dengan "surplus APBD" gdalah selisih
lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
Yang dimaksud dengan “defisit APBD" adalah selisih
kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

Avat [2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas,

Pasal 102

Hurufl a
Yang dimaksud dengan “pembayaran cicilan pokok Utang
vang jatuh tempo” adalah pembayaran pokok Utang vang
belum cukup tersedia anpgaran dalam pengeluaran
Pembiayaan sesuai dengan perjanjian,

Huruf b
Cukup jelas,

Huruf ¢
Cukup jelas,

Huruf d
Cultup jelas.

Hurul e
Cukup jelas,

Pasal 103
Cukup jelas.

Pazal 104

Cukup jelas.
Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Culkunp jelas,
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Pazal 108

Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 1106
Cukup jelas.
Paszal 111
Culmap jelas,
Fasal 112
Culkup jelas.
Pazal 113
Culkup jelas,
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Avat {1
Cukup jelas.
Avat [2)
Huruf a
Kegiatan Tahun Jamak mengacu pada Program
yang tercantum dalam RPJMD.
Hurl b
Yang dimaksud dengan  “pckerjaan atas
pelakzanman Kegiatan yeng menumat sifatnya
harus tetap berlangsung pada pergantian tahun
anggaran” antara lain penansman benib/ bikic,
penghljauan, pelayanan perintis  laut/udara,
makanan dan cbat di rumah sakit, pelayanan
pembuangan sampah, dan pengadean  jasa
pclayanan kebersihan (cleaning seruics).
Avat [3)
Cukup jelas.
Ayat (4
Cukup jelas.
Ayat (3}
Cukup jelas
Ayat (6]
Cukup jelas,
Avyat (7]
Cukup jelag,
Pasal 116

Cukup jelas
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Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118

Ayat (1)
Penyusunan RKA SKPD dengan pendekatan Kerangka
Pengeluaran Jangka Menengah dilakukan secara bertahap
disesuaikan dengan kebutuhan.

Ayat [Z)
Cukup jelas.

Ayat (3]
Cukup jelas,

Ayat (4]
Culoup jelas,

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.
Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Avat (1)
Rancangan Peraturan Dacrah tentang APBD memuat
informasi Kinerja berdasarkan Sasaran capaian Kinerja
dan indikator Kinerja masing-masing Program dan
Kegiatan,

Aval (2)
Culkup jelas,

Ayat (3]
Cukup jelas

Avyat (4)
Cukup jelas,

~ |
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Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas,

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135

Avyat (1)
Yang dimaksud dengan "angka APBD tahun anggaran
scbelumnya" adalah pagu jumlah pengeluaran APBD vang
ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat mengikat”
adalah belanja vang dibutuhkan secara terus menerus dan
harus dialokasikan oleh Pemerintah Dacrah dengan
jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam
tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai, dan
belanja barang dan jasa.
Yang dimaksud dengan “"belanja yvang bersifat wajib’
adalah  belanja untuk terjaminnya kelangsungan
pemenuhan pendanaan Pelayanan Dasar masyarakat
antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan
kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran
pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo,
dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 1356
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

~ 1%
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Pasal 139
Cukup jelas,

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas,

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Culkup jelas,

Pasal 145
Cukup jelas,

Pasal 146
Culcup jelas.

Pasal 147
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Contoh Penerimaan dan Pengeluaran Dacrah yang tidak
dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah, antara lain
sumber penerimaan yang berasal dari Pembiayaan
pinjaman dan/atau hibah luar negeri tidak harus dilakukan
melalui Rekening Kas Umum Daerah namun tetap harus
dibukukan dalam Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 148
Culup jelas.

Pasal 149

Culcup jelas.
Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Avat [1)
Cukup jelas.

Avat (2]
Yang dimaksud dengan "dokumen lain yang dipersamakan
dengan SPD antara lain keputusan tentang pengangkatan
prgawal.

Ayat (3)
Cukup jelas.
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Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153

Awyal (1)
Yang dimaksud dengan "bank umum yang schat" adalah
bank umum di Indonesia yang aman/ sehat sesuai dengan
ketentuan  peératuran perundang-undangan  yang
mengatur mengenai perbankan,

Ayat (2)
Cukup jelas.

Avat [3)
Cukup jelas.

Pasal 154
Cukup jelas.

Fasal 1535
Culp jelas.

Pasal 156
Cukup jelas.

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal 158

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan ‘“mendepositokan” adalah
penempatan deposito dilakukan pada bank umum di
Indonesia yang aman/sehat sesual dengan ketenluan
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai
perbankan dan tidak melampaui tahun anggaran
berkenaan,

Ayat (2)
Cukup jelas,

Avat (3]
Cukup jelas,

Ayat (4]
Cukup jelas.
Ayat (3]
Culoup jelas,
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Avyat (1)
Cukup jelas
Ayat (2]
Rencana penerimaan dana hanya diberlakukan bagi SKPD
yvang memiliki tugas dan fungsi pendapatan,
Ayat (3)
Cukup jelas

23

711



Ayat {4}
Cukup jelas.

Pazal 161
Culup jelas.

Pasal 162
Cukup julas.

Fasal 163
Cukup jelas,

Fasal 164
Cukup jelas.

Fazal 165
Cukup jelas.

Fasal 166
CUKUp jelas.

Pazal 167
Cukup jelas.

Pasal 168
Culkarp jelas.

Pagal 169
Cukup jelas.

Fazal 170
Cukup jelas.

Pasal 171

Cubkap jelas.

Pasgal 172

Avat [1)
Yang dimaksud dengan "Pencrimaan Daerah  yang
sifatnya berulang” adalah petnerimaan vang setiap tahun
mitin  dianggarkan, seperti pendapatan  pajak,
pendapatan retribusi, dan lainnya.

Ayat (2}
Yang dimaksud dengan “Pencrimaan Daerah yang
zifatnya tidak berulanp’ adalah penerimaan yang tidak
setiap tahun dianggarkan, seperti pendapatan tuntutan
gantl rug, pendapatan penjualan kekayaan dacrah yang
dipi=sahlan, dan lajnya.

Ayat (3]
Cukup jelas.
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Pasal 173

Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas,
Pasal 175
Cukup jelas,
Pasal 176
Cukup jelas,
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Cukup jelas.
Pasal 179
Cukup jelas,
Pasal 180
Cukup jelas,
Pasal 181
Ayat (1]
Cukup jelas.
Avyat (2)
Cukup jelas.
Avyat (3)
Hurufa
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan ‘'perintah pembayaran'
adalah perintah membayarkan dari PA/KPA.
Hurufl ¢
Culeup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Avat [4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.

£
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Pasal 185

Culoup jelas.
Pasal 186
Culkup jelas.
Pasal 187
Culkup jelas.
Pasal 189
Culup jelas.
Pasal 189
Cukup jelas.
Pazal 190
Cukup jelas.
Pasal 191
Cukup jelas.
Pasal 192
Huruf a
Cukup jelas.
Hurufl b
Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah
suatu kejadian yang terjadi diluar kemampuan
manusia dan tidak dapat dihindarkan schingga
suatyu kegatan tidak dapat dilaksanakan atau
tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinva.
Hurufl ¢
Cukup jelas,
Huruf d
Cukup jelas.
Hurufl &
Cukup jclas.
Pasal 193
Cukup jelas.
Pazal 194
Cukup jelas.
Pazal 195
Cukup jelas.
Pasal 196
Cukup jelas.
Pasal 197
Cukup jelas.

1] |
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Pasal 198
Avyat (1]
Yang dimaksud dengan "prognosma” adalah praloraan dan
penjelasannya yvang akan dircaligiv dalam & (enam) bulan
Benkutnya berdazarkan realisasi,
Avat {2
Cukup jelas.

Pasal 199
Culiup jelas,

Pagal 200
Cultup jclas.

Paszal 201
Culup jelas,

Pasal 202
Cukup jelas.

Pazal 203
Culiup jelas.

Pagal 204
Cultup jelas.

Pasal 205
Cukup ielas.

FPasal 206

Cukup jelas.
Pasal 207

Cukup jclas.

Pasal 208
Cukup jclas.

Pasal 209
Cukup jelas.

Pasal 210
Avat (1)
Cukup jelas.
Avyat |2)
Yang dimaksud dengan "lebih besar dan 50% [hma puluh
perseratus)” adalah batas persentase minimal selisih
kenaikan antara pendapatan dan belanja dalam APBD.
Pasal 211

Cukup jelas.

Pasal 212
Cukup jelas.
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Pasal 213

Cukup jelas.

FPasal 214

Cukup jelas,

Pasal 215

Cukup jelas.

Pasal 216

Cukup jelas.

Pasal 217

Cukup jelas.

Pasal 218

Cukup jelas.

Pasal 219

Cukup jelas.

Pasal 220

Cukup jelas.

Pasal 221

Cukup jelas.

Pasal 222

Cukup jelas.

Pasal 223

Cukup jelas.

Pasal 224

Cukup jelas.

Pasal 225

Cukup jelas.

Pazal 238/

Cukup jelas.

Pasal 227

Cukup jelas.

Pasal 228

Cukup jelas.

Pasal 229

Cukup jelas.

Pasal 230

Culkup jelas.
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Pasal 231

Cukup jelas.
Pasal 232
Avat (1)
Cukup jelas.
Avat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan C“laporan realisasi
anggaran” adalah laporan yang menggambarkan
perbandingan antara anggaran dengan realisasinya
dalam 1 {satu) periode pelaporan sesuai struktur
APBD yang diklasifikasikan ke dalam kelompok,
jenis, objek dan rincian objek pendapatan, belanja
dan pembiayaan,
Hurul b
Cukup jelas,
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Hurul e
Culkup jelas.
Huruf £
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Ayat (3]
Culkup jelas.
Pasal 233
Cukup jelas,
Pasal 234
Cukup jelas.
Pagal 235
Cukup jelas.
Pasal 2326
Cukup jelas.
Pasal 237
Cukup jelas,
Pasal 239
Culkup jelas.
Pasal 240
Cukup jelas.
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Pasal 241
Cukup jelas.

Pasal 242
Cukup jelas.

Pasal 243
Cukup jelas.

Pasal 244
Culup jelas.

Pasal 245
Cukup jelas.

Pasal 246
Cukup jelas.

Pasal 247
Cukup jelas.

Pasal 248
Cukup jelas.

Pasal 249
Cukup jelas.

Pasal 250
Cukup jelas.

Pasal 251
Cukup jelas.

Pasal 252

Cuklup jelas.
Pasal 253
Cukup jelas.

Pasal 254
Cukup jelas.

Pasal 255
Ayat (1)

Investasi dilakukan sepanjang memberi manfaal bagi
peningkatan Pendapatan
kescjahteraan  masyarakat,

masyarakat, dan/atau

Keuangan Daerah.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 256
Cukup jelas.
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Pasal 257
Cukup jelas,

Pasal 258
Cukup jelas.

Pasal 259
Cukup jelas.

Pasal 260
Cukup jelas.

Pasal 261
Cukup jelas.

Pasal 262
Cukup jelas,

Pasal 263
Ayal (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Culkup jelas,
Ayat (3)
Huruf a
Yang dimaksud dengan ‘“penyediaan barang
dan/atau jasa layanan umum" antara lain rumah
sakit daerah, penyelenggaraan pendidikan,
pelayanan lisensi dan dokumen, penyelenggaraan
jasa penyiaran publik, dan pelayanan jasa
penelitian dan pengujian,
Huruf b
Yang dimaksud dengan “dana khusus untuk
meningkatkan ckonomi dan/atau layanan kepada
masyarakat" antara lain dana bergulir, usaha
mikro, kecil, menengah, dan tabungan perumahan.
Hurul ¢
Cukup jelas,
Ayat (4]
Culkup jelas.

Pasal 264
Cukup jelas.

Pasal 265
Cukup jelas.

Pasal 266
Cukup jelas,

Pasal 267
Cukup jelas.
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Pasal 268

Cukup jelas.

Pasal 269

Cukup jelas.

Pasal 270

Cukup jelas.

Pasal 271

Cukup jelas.

Pasal 272

Cukup jelas.

Paszal 273

Cukup jelas.

Pasal 274

Cukup jelas.

Pasal 275

Cukup jelas.

Pasal 276

Cukup jelas,

Pasal 277

Cukup jelas.

Pasal 278

Cukup jelas.

Pasal 279

Cukup jelas.

Pasal 280

Cukup jelas.

Pazal 281

Cukup jelas.

Pasal 282

Cukup jelas.

Pasal 283

Cukup jelas.

Pasal 284

Cukup jelas.
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Pasal 285
Cukup jelas.

Pasal 286
Cukup jelas.

Pasal 287
Cukup jelas.

Pasal 288
Cukup jelas.

Pasal 289
Cukup jelas.

Pasal 290
Cukup jelas.

Pasal 291
Cukup jelas.

Pasal 292
Cukup jelas.

Pasal 203
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK NOMOR 10%
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